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OPTIMASI PEMANFAATAN SUMBERDAYA IKAN KARANG HIDUP KONSUMSI 
(LIFE REEF FISH FOR FOOD I LRFF) DI PERAIRAN KEPULAUAN SPERMONDE, 
SULAWESI SELATAN" 


Oleh: 
Benny Osta Nababan dan Yesi Dewita Sari** 


ABSTRAK 


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemanfaatan dan menentukan tingkat optimal 
pemanfataan sumberdaya LRFF di perairan Kepulauan Spermonde. Penelitian ini dilakukan di perairan 
Kepulauan Spermonde, Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan model surplus produksi dengan 
fungsi pertumbuhan logistik. Model pengelolaan dilihat dari rezim maximum economi yield, maximum 
sustainable yield dan open access. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai biomas optimal pada rezim 
maximum economic yield (MEY) adalah 5.120 ton, tingkat produksi optimal adalah 1.047 ton dan jumlah 
effort (trip) optimal yang diperbolehkan adalah 284.792 trip. Pada rezim maximum sustainable yield (MSY) 
biomas, produksi dan upaya lestari adalah berturut-turut 4.154 ton, 1.107 ton dan 371.128 trip. Rezim akses 
terbuka biomas maksimum hanya 1.933 ton, produksi maksimum yang dapat diperoleh sebesar 790 ton dan 
jumlah trip maksimum yang diperbolehkan 569.584 trip. Rente ekonomi yang diperoleh jika menerapkan 
rezim MEY adalah Rp 41.587.148.882, rezim MSY adalah Rp 37.765.171.742 dan rezim open access 
adalah Rp.0. Pemanfaatan sumberdaya LRFF di Kepulauan Spermonde telah terjadi overfishing karena 
diketahui produksi aktual lebih tinggi daripada produksi optimal yang disarankan. Oleh karena itu diperlukan 
pengelolaan perikanan sumberdaya LRFF yang mengarah kondisi optimal agar dalam jangka panjang 
pemanfaatan sumberdaya LRFF tetap lestari. 


Kata Kunci : Optimasi, Pemanfaatan, Pengelolaan Perikanan, Ikan Karang Hidup Konsumsi (LRFF), 
Kepulauan Spermonde 


Abstract : Optimal Exploitation Of Life Reef Fish For Food (LRFF) In The Spermonde Islands Of South 
Sulawesi. By: Benny Osta Nababan and Yesi Dewita Sari 


This research aimed to understand about the LRFF resources exploitation rate and its optimal used in 
the Spermonde Islands. The research was conducted in Spermonde Island of South Sulawesi. This 
research was used surplus production model with logistic growth function. Management model of LRFF 
resources based on maximum economic yield, maximum sustainable yield and open access regimes. 
Results showed that optimal biomass, optimal production and optimal effort at maximum economic yield 
were obtained at 5.120 ton, 1.047 ton and 284.792 trip. Sustainable biomass, productions and effort at 
maximum sustainable yield were 4.154 ton, 1.107 ton and 371.128 trip. Maximum biomass, productions and 
effort at open access were 1.933 ton, 790 ton and 569.584 trip. Economic rent obtained if applying regime of 
MEY was Rp 41.587.148.882, regime MSY was Rp 37.765.171.742 and regime open access was Rp.0. 
Exploitation of LRFF at Spermonde Island had indicated over fishing, because actual productions was 
greater than optimal productions. Therefore, on optimal management of LRFF fisheries resource is required 
to ensure long-term sustainability of the LRFF 


Keywords : Optimization, Exploitation, Fisheries Management, Life Reef Fish Food (LRFF), 
Spermonde Island 


* Makalah ini adalah bagian dari Tesis Magister Sain pada Bidang Ekonomi Sumber Daya Tropika, 
Institut Pertanian Bogor. Bogor 


** Peneliti Pada Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, BRKP-DKP. 
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PENDAHULUAN 


Salah satu komoditas perikanan yang 
menjadi permintaan pasar luar negeri adalah 
ikan karang hidup konsumsi atau yang lebih 
dikenal Life Reef Fish for Food (LRFF). 
Permintaan terhadap ikan karang konsumsi ini 
tidak sepenuhnya dapat dipenuhi dari produksi 
hasil tangkapan ikan karang di Indonesia. 
Walaupun jumlah hasil tangkapan yang di 
ekspor telah mengalami peningkatan yang 
sangat besar. Menurut Departemen Kelautan 
dan Perikanan (2003), ekspor ikan karang 
konsumsi mengalami peningkatan dari 300 ton 
pada tahun 1989 menjadi 3.800 ton pada 
tahun 1995. Indonesia kini merupakan salah 
satu negara pengekspor utama ikan karang 
konsumsi di Asia. Pasar utama ikan karang 
hidup konsumsi dari Indonesia adalah 
Hongkong. 

Permintaan yang tinggi diiringi dengan 
harga yang terus meningkat dibandingkan 
jenis ikan lainnya mendorong pelaku usaha 
perikanan untuk meningkatkan suplai melalui 
peningkatan jumlah hasil tangkapan. 
Peningkatan jumlah hasil tangkapan dapat 
dilakukan dengan berbagai cara antara lain 
dengan cara menambah jumlah armada 
penangkapan, menambah jumlah nelayan, 
meningkatkan jumlah trip atau mencari/ 
memperluas wilayah penangkapan. 
Peningkatan jumlah hasil tangkapan ini 
memberikan tekanan yang semakin tinggi 
terhadap pemanfaatan sumberdaya ikan 
karang hidup konsumsi. Peningkatan jumlah 
hasil tangkapan tidak dapat terus dilakukan 
karena sumberdaya perikanan juga 
mengalami keterbatasan dalam melakukan 
reproduksi walaupun sumberdaya perikanan 
termasuk jenis sumberdaya yang dapat pulih. 

Pemanfaatan sumberdaya ikan karang 
hidup konsumsi di perairan Kepulauan 
Spermonde mengalami permintaan yang 
sangat tinggi sejak tahun 1995 hingga kini dan 
berpotensi menimbulkan tangkap lebih 
(overfishing), sehingga sumberdaya ikan 


karang hidup konsumsi ini menjadi tidak 
berkelanjutan. Oleh karena itu dalam 
pemanfaatan sumberdaya perikanan 
diperlukan adanya pengelolaan sehingga 
pemanfaatan dapat terus dilakukan. 

Pengelolaan sumberdaya perikanan 
atau ikan karang hidup konsumsi dilakukan 
supaya tingkat pemanfaatan dapat dilakukan 
pada kondisi yang optimal. Penelitian ini 
dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 
tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan karang 
hidup konsumsi yang telah dilakukan di 
Perairan Kepulauan Spermonde dan juga 
berapa tingkat optimal pemanfaatan yang 
dapat dilakukan. Riset ini bertujuan untuk 
mengetahui tingkat pemanfaatan sumberdaya 
ikan karang hidup konsumsi di Kepulauan 
Spermonde dan menentukan tingkat optimal 
pemanfaatan sumberdaya ikan karang hidup 
konsumsi di Kepulauan Spermonde, Sulawesi 
Selatan. 


METODE 


Lokasi dan Waktu Riset 

Riset optimasi pemanfaatan 
sumberdaya ikan karang hidup konsumsi ini 
dilakukan di perairan Kepulauan Spermonde, 
Sulawesi Selatan. Peta lokasi penelitian 
disajikan pada Gambar 1. Penelitian ini dimulai 
pada Bulan Nopember 2005 sampai dengan 
Bulan Januari 2006. 


Kerangka Pendekatan 

Perairan Spermonde kaya akan 
sumberdaya ikan-ikan karang. Sumberdaya 
ikan-ikan karang inilah yang menjadi mata 
pencaharian nelayan setempat untuk 
menangkap sumberdaya ikan karang tersebut 
hidup-hidup untuk konsumsi dan ekspor (ikan 
karang hidup konsumsi). Dalam melakukan 
analisis optimasi sumberdaya ikan karang 
hidup konsumsi di Kepulauan Spermonde 
dilakukan pengumpulan data baik untuk data 
biologi maupun data ekonomi, sehingga 
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P. Barrang Lompo 
S 


P. Barrang Caddi@g 


Kepulauan Spermonde 


Keterangan : 


\ i = Kepulauan Spermonde 


(Sumber : Google earth) 
(Source : Google earth) 


9 = Pulau lokasi penelitian 


Gambar 1. Lokasi Riset di Kepulauan Spermonde Provinsi Sulawesi Selatan 


(Sumber : Google earth) 


Figure1. Research Location in Spermonde Islands, South Sulawesi Province 


(Source : Google earth) 


metode yang digunakan lebih dikenal dengan 
analisis bioekonomi. 

Data ekonomi yang dikumpulkan adalah 
data harga dan biaya yang kemudian 
dikonversi dari nilai nominal ke riil 
menggunakan indeks harga konsumen. 
Konversi ini bertujuan untuk menghilangkan 
pergerakan harga yang tidak normal akibat 
adanya krisis moneter dan laju inflasi sehingga 
dapat diperoleh parameter ekonomi 
sumberdaya ikan karang hidup konsumsi. 
Data biologi yang dikumpulkan adalah data 
produksi dan effort. Data effort ini diperoleh 
melalui total effort yang dipergunakan di 
Perairan Spermonde untuk memanfaatkan 
ikan karang hidup konsumsi yaitu pancing dan 
bubu. Untuk mengetahui alat tangkap dominan 
digunakan fishing power index. Dari 
standarisasi effort dapat ditentukan total effort 
yang digunakan di perairan Spermonde. Dari 


data biologi berupa produksi dan effort ini 
dapat dilakukan pendugaan parameter biologi 
dengan model CYP (merupakan inisial nama 
dari Clarke, Yoshimoto dan Polley). 
Parameter ekonomi dan parameter biologi 
inilah yang akan digunakan dalam analisis 
bioekonomi sehingga dapat diketahui optimasi 
pemanfaatan sumberdaya ikan karang 
konsumsi / LRFF di perairan Kepulauan 
Spermonde Provinsi Sulawesi Selatan. 
Kerangka pendekatan studi optimasi 
sumberdaya ikan karang hidup konsumsi di 
Sulawesi Selatan ini dapat dilihat pada 
Gambar 2. 


Model yang Digunakan 

Model yang digunakan adalah model 
surplus produksi. Model ini mengasumsikan 
bahwa stok ikan merupakan selisih antara laju 
pertumbuhan dengan laju penangkapan, yang 
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EN ce eee Sumberdaya LRFF di Kep. Spermonde 
i (LRFF Resource in the Spermonde Island) 


Data Ekonomi 
(Economical Data) 


Data Biologi 
(Biological Data) 
| 


Biaya 
(Cost) 


Harga 
(Price) 


Indeks Harga Konsumen (IHK) 
(Consumer Price Index / CPI) 


Konversi Nilai Nominal ke Nilai Riil 
(Convertion Nominal Value to Real Value) 


Produksi LRFF Upaya Penangkapan 
(Effort) 


(LRFF Production) 
| Indeks Kemampuan Alat Tangkap 


(Fishing Power Index / FPI) 


Standarisasi upaya penangkapan 
(Effort standardization of fishing gear) 


Pendugaan Parameter Biologi 
(Estimation of Biology Parameter) 


Analisis Bioekonomi 
(Bioeconomic Analysis) 


Analisis Optimasi 
(Optimization Analysis) 


Gambar 2. Kerangka Pendekatan Studi Optimasi Pemanfaatan Sumberdaya LRFF di 


Kepulauan Spermonde, Sulawesi Selatan, 2006 


Figure 2. Framework Approach of Optimalization Study LRFF Resource in the Spermonde 


Island, South Sulawesi, 2006 
diacu dalam Fauzi (2004), yaitu : 


OX 
7 F(X)-h 
Keterangan: 

F(X) : Laju pertumbuhan alami 
sumberdaya ikan 
: Lajupenangkapan 


(1) 


h 
Untuk menggambarkan stok biomass ini 


menggunakan model logistik (Schaefer, 1954). 
Persamaan dari model logistik tersebut adalah 


(2) 


Keterangan: 
r : laju pertumbuhan intrinsik 
K daya dukung lingkungan 


Bentuk fungsi logistik adalah bentuk 
simetris di mana ada titik puncak kuadratik. 
Jika stok sumberdaya perikanan mulai 
dieksploitasi oleh nelayan, maka laju 
eksploitasi sumberdaya perikanan dalam 
satuan waktu tertentu diasumsikan 
merupakan fungsi dari input (effort) yang 
digunakan dalam menangkap ikan dan stok 
sumberdaya yang tersedia. Dalam fungsi 
hubungan itu dapat dituliskan (Fauzi, 2004) 
sebagai berikut : 
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h=H(E,X) (3) 
Selanjutnya diasumsikan bahwa laju 
penangkapan linier terhadap biomass dan 
effort yaitu : 


h=qEX (4) 

Keterangan: 

q “Koefisien kemampuan 
penangkapan (catchability 
coefisien) 

E : Upaya penangkapan 


Asumsi kondisi keseimbangan (equilibrium) 
maka kurva tangkapan upaya lestari (yield- 
effort-curve) dari fungsi di atas dapat ditulis 
(Fauzi, 2004) sebagai berikut : 


2 
Hare") (5) 


Rezim pengelolaan sumbedaya 
perikanan yang umum digunakan adalah 
rezim pengelolaan maximum economic yield, 
maximum sustainable yield dan open access. 
Dalam penelitian sumberdaya ikan karang 
hidup konsumsi ini juga menggunakan rezim 
pengelolaan tersebut. 


Jenis, Sumber dan Cara Pengumpulan Data 

Data yang dibutuhkan dalam penelitian 
ini berupa data sekunder dan data primer. 
Data sekunder diperlukan untuk mengetahui 
historical data dalam pendugaan sumberdaya 
perikanan ikan karang hidup konsumsi. Data 
primer diperlukan untuk mengetahui existing 
condition masyarakat yang terlibat dalam 
pemanfaatan sumberdaya ikan karang di 
Kepulauan Spermonde. Data sekunder 
diperoleh dari Dinas Kelautan dan Perikanan 
Propinsi Sulawesi Selatan, Badan Pusat 
Statistik Sulawesi Selatan, Tempat Pelelangan 
Ikan (TPI), jurnal atau laporan ilmiah nasional 
maupun internasional, majalah perikanan dan 
ekonomi Departemen Kelautan dan 
Perikanan, internet melalui website FAO, IMA 


(International Marine Association) serta 
beberapa instansi lainnya. 

Metode pengambilan contoh 
(responden) yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah purposive sampling. Penentuan 
responden di kedua wilayah yaitu Pulau 
Barrang Caddi dan Pulau Barrang Lompo, di 
mana responden tersebut merupakan nelayan 
yang mempunyai mata pencaharian 
menangkap ikan kerapu hitam (macan, tikus, 
bebek) dan kerapu merah (sunu) yang 
merupakan sumberdaya ikan karang hidup 
konsumsi dominan di perairan Kepulauan 
Spermonde. 


Metode Analisis Data 

Metode analisis data berdasarkan 
model pendekatan yang digunakan seperti 
yang telah diuraikan diatas terdiri dari metode 
untuk menduga parameter biologi dan 
parameter ekonomi dan metode untuk 
menduga nilai optimal pengelolaan 
sumberdaya ikan karang hidup konsumsi 
(Clark, 1990) berdasarkan tiga rezim 
pengelolaan. 


Pendugaan Parameter Sumberdaya Ikan 
Karang Hidup Konsumsi 

Dalam melakukan pendugaan 
parameter biologi, harus terlebih dahulu 
dilakukan standarisasi unit upaya mengingat 
dalam perikanan sering terjadi multi-species 
dan multi-gear. Standarisasi alat tangkap 
diperlukan untuk menyeragamkan satuan 
upaya penangkapan dari berbagai alat 
tangkap dengan menggunakan salah satu alat 
tangkap yang dominan dalam menangkap ikan 
sebagai alattangkap standar. 

Penentuan standarisasi unit upaya atau 
effort dalam penelitian ini digunakan jumlah 
trip pertahun dari dua alat tangkap yaitu bubu 
dan pancing sebagai alat tangkap kerapu dan 
sunu agar ikan tetap hidup. Alasan 
penggunaan trip sebagai unit upaya daripada 
jumlah alat adalah untuk mengurangi atau 
menghilangkan bias dari alat tangkap yang 
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tidak beroperasi. Pemilihan kedua alat ini 
berdasarkan kondisi lapang, literatur dan 
masukan bahwa kedua alat tangkap ini 
merupakan alat tangkap dominan yang 
menangkap ikan karang hidup konsumsi (life 
reef fish for food) di lokasi penelitian. 

Kedua alat tangkap ikan karang hidup 
ini memiliki kemampuan yang berbeda dalam 
menangkap ikan sehingga perlu dilakukan 
standarisasi effort. Indeks daya tangkap yang 
diukur berdasarkan rasio CPUE dari alat 
tangkap j (Ujt) terhadap alat tangkap standar 
pada waktu t (Ust). Standarisasi effort ini 
menggunakan data yang tersedia dari tahun 
1989 sampai 2003. Data ini dianggap telah 
mencukupi karena salah satu syarat dalam 
pemodelan bioekonomi adalah sedapat 
mungkin menggunakan data selama 15 tahun 
(Fauzi, 2004). Standarisasi effort ini 
menggunakan formula yang diacu dalam 
Fauzi (2002): 


a (6) 


st 
Keterangan: 
W it = indeks daya tangkap j pada waktu t 
Ujt = CPUE dari alat tangkap j pada 
waktu t 
Ust = CPUE dari alat tangkap standar 
pada waktu t 


Penelitian ini menggunakan teknik 
estimasi parameter biologi dari model surplus 
produksi yaitu melalui pendugaan koefisien 
yang dikembangkan oleh Clarke, Yoshimoto, 
dan Polley (1992) atau sering dikenal dengan 
metode CYP yang diacu dalam Fauzi (2004). 
Persamaan CYP dalam bentuk matematis 
dapat ditulis sebagai berikut : 


U = CPUE 

q = catchability coefisien (koefisien 
kemampuan penangkapan) 

K = carrying capacity (daya dukung 
lingkungan perairan) 

E Effort 


Laju pertumbuhan intrinsik ikan 


Dengan meregresikan hasil tangkap per 
unit input (effort) yang dilambangkan dengan U 
pada periode t+1 dan dengan U pada periodet, 
serta penjumlahan input pada periode t dan 
t+1, akan diperoleh koefisien r, q dan K secara 
terpisah. Selanjutnya setelah disederhanakan 
persamaan (2) dapat diestimasikan dengan 
OLS (Tinungki, 2005) melalui: 
Sehingga nilai parameter r, q dan K dapat 


Ln(U,,, =a +B -In(U,)+y-(E,+£,,) (8) 


diperoleh melalui 
(Nababan, 2006): 


persamaan berikut 


2-(1-B) 
(1+B) 
q = Yr) (9) 
a ee) 
q 
Pendugaan Nilai Optimal Sumberdaya 


LRFF 

Pendugaan nilai optimal pengelolaan 
sumberdaya ikan karang hidup konsumsi di 
perairan Kepulauan Spermonde pada rejim 
pengelolaan maximum economic yield (sole 
owner), maximum sustainable yield dan open 
access. 


In. eg sna Int an.) M 
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1. Kondisi MEY (Maximum Economic Yield) 

Pengelolaan perikanan pada kondisi 
MEY juga dikenal dengan rejim pengelolaan 
Sole Owner (Fauzi, 2004). Manfaat ekonomi 
dari ekstraksi sumberdaya ikan pada kondisi 
MEY yaitu : 


=p ake (1-22) }-oF (10) 


Sedangkan untuk mengetahui tingkat upaya 
penangkapan yang optimal, maka manfaat 
ekonomi diatas diturunkan terhadap E menjadi 


(11) 


Dengan tingkat panen optimal sebesar : 


rK Ç le 
h = 1+ 1 12 
4 | ll ne] a 


Dengan tingkat biomass optimal sebesar : 


„h 
g"E 


k (13) 


Dengan mensubtitusikan persamaan (11) dan 
persamaan (12) ke dalam persamaan (10), 
akan diperoleh manfaat (rente) ekonomi yang 
optimal. 


2. Kondisi MSY (Maximum Sustainable 
Yield) 

Manfaat ekonomi dari ekstraksi 

sumberdaya ikan pada kondisi pengelolaan 
MSY yaitu : 


TP hysr —C+ Evy 


Menggunakan hasil dari persamaan (4) 
terhadap effort (E) akan menghasilkan : 
r 


E 


(14) 


E 15 
wrz (15) 
Dengan tingkat panen lestari sebesar : 

r:K 


husy a (16) 


Dengan tingkat biomas lestari sebesar : 


r 
Xusy => 17 
us = (17) 
Dengan mensubtitusikan persamaan (15) dan 
persamaan (16) ke dalam persamaan (14), 
akan diperoleh manfaat (rente) ekonomi yang 
lestari. 
3. Kondisi Open Access (OA) 

Manfaat ekonomi dari ekstraksi 
sumberdaya ikan pada kondisi open access 
yaitu: 

T= Pho, —C Eo, (18) 
Menggunakan hasil dari persamaan (3.8) 
terhadap effort (E) akan menghasilkan : 


(19) 


Dengan tingkat panen maksimal sebesar : 


r-c C 
h,,= 1 (20) 
[==] <= 


Dengan tingkat biomas maksimal sebesar : 
c 


Pd 
Dengan mensubtitusikan persamaan (18) dan 
persamaan (19) ke dalam persamaan (17), 


akan diperoleh manfaat (rente) ekonomi yang 
maksimal. 


Xos (21) 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Pendugaan Parameter Sumberdaya Ikan 
Karang Hidup Konsumsi 

Produksi ikan yang digunakan dalam 
perhitungan potensi sumberdaya adalah 
kerapu dan sunu yang merupakan jenis ikan 
karang hidup konsumsi dominan yang 
tertangkap oleh alat tangkap bubu dan 
pancing. Data produksi dan upaya 
penangkapan (effort) dikumpulkan dari 
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Tabel 1. Produksi dan Effort Ikan Karang Konsumsi Hidup (LRFF) di Sulawesi Selatan, 


1989-2003 


Table 1. Production and Effort of Life Reef Fish for Food in South Sulawesi, 1989-2003 


Produksi / Production Upaya / Effort (trip) 
Tahun / Year - i 

Bubu / Trap Pancing / Hook Bubu / Trap Pancing / Hook 
1989 243,8 693,0 97.696 1.273.526 
1990 194,7 672,7 72.403 1.199.758 
1991 222,6 667,0 87.531 1.136.121 
1992 307,4 711,4 98.106 1.174.477 
1993 221,4 658,3 81.623 1.126.410 
1994 219,1 901,7 72.083 1.224.049 
1995 227,7 1.449,0 67.034 1.233.358 
1996 282,9 1.369,0 72.179 1.162.890 
1997 252,3 936,9 63.685 1.047.741 
1998 237,9 1.159,4 47.083 1.024.425 
1999 272,9 1.312,1 51.193 1.009.892 
2000 156,6 1.186,7 34.903 931.080 
2001 157,4 1.134,3 31.360 737.833 
2002 112,8 1.348,5 39.847 826.651 
2003 154,4 1.134,3 42.901 850.665 

Sumber : TPI Paotere Sulawesi Selatan, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan (1990-2004), BPS 
Provinsi Sulawesi Selatan dan sumber lainnya. 
Source : TPI Paotere South Sulawesi, Marine and Fisheries Services of South Sulawesi Province (1990-2004), 


Central Bureau of Statistics, South Sulawesi and others source. 


berbagai sumber seperti data TPI, Dinas 
Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan, 
BPS Provinsi Sulawesi Selatan dan berbagai 
sumber-sumber ilmiah lainnya. Data produksi 
dan effort yang digunakan dalam 
penangkapan ikan karang hidup konsumsi 
dalam analisis di Provinsi Sulawesi Selatan 
dari tahun 1989 — 2003 dapat dilihat pada 
Tabel 1. 


Standarisasi Upaya Penangkapan 

Sebelum mengetahui total effort maka 
perlu diketahui alat tangkap yang menjadi 
standar, mengetahui fishing power index atau 
FPI dari alat tangkap yang akan distandarisasi 
dan standarisasi upaya penangkapan (effort). 
Dalam perhitungan perlu diketahui salah satu 
alat tangkap yang paling dominan dalam 
operasi penangkapan untuk dijadikan standar 
dalam menyeragamkan jumlah upaya 
penangkapan (effort) yang digunakan 


terhadap sumberdaya ikan karang hidup 
konsumsi tersebut. Alat tangkap standar yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah bubu, 
mengingat alat tangkap bubu ini mempunyai 
nilai proporsi tangkapan lebih besar jika 
dibandingkan dengan pancing. 

Fishing Power Index (FPI) adalah 
tingkat kemampuan suatu alat tangkap dalam 
menangkap ikan atau suatu jenis ikan tertentu 
dalam waktu dan daerah tertentu pula. 
Perhitungan FPI diperlukan jika alat tangkap 
yang mengeksploitasi sumberdaya ikan atau 
suatu jenis ikan tertentu jumlahnya lebih dari 
satu. 

Standarisasi effort atau upaya 
penangkapan adalah menyeragamkan 
besarnya nilai upaya penangkapan beberapa 
jenis alat tangkap ke dalam satuan jenis upaya 
alat tangkap tertentu yang dijadikan standar. 
Standarisasi effort diperoleh dengan 
mengalikan antara FPI dengan effort masing- 
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Tabel 2. Standarisasi EffortAlat Tangkap yang Digunakan di Sulawesi Selatan, 2006 
Table 2. Effort Standardization of Fishing Gear Used in South Sulawesi, 2006 


Bubu / Trap Pancing / Hook TES 
Tahun 7 Fpi "aa Std Effort FPI ena Std Effort (Trip) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1989 1 97.696 97.696 0,218056 1.273.526 277.700 375.396 
1990 1 72.403 72.403 0,208506 1.199.758 250.157 322.560 
1991 1 87.531 87.531 0,230854 1.136.121 262.278 349.809 
1992 1 98.106 98.106 0,193313 1.174.477 227.042 325.148 
1993 1 81.623 81.623 0,215458 1.126.410 242.694 324.317 
1994 1 72.083 72.083 0,242356 1.224.049 296.656 368.739 
1995 1 67.034 67.034 0,345869 1.233.358 426.580 493.614 
1996 1 72.179 72.179 0,300360 1.162.890 349.286 421.465 
1997 1 63.685 63.685 0,225714 1.047.741 236.490 300.175 
1998 1 47.083 47.083 0,223987 1.024.425 229.458 276.541 
1999 1 51.193 51.193 0,243724 1.009.892 246.135 297.328 
2000 1 34.903 34.903 0,284070 931.080 264.492 299.395 
2001 1 31.360 31.360 0,306296 737.833 225.995 257.355 
2002 1 39.847 39.847 0,576256 826.651 476.362 516.209 
2003 1 42.901 42.901 0,370501 850.665 315.172 358.073 

Keterangan / information : 

FPI = Indeks kemampuan alattangkap perikanan / Fishing power index 

Std Effort = Standarisasi effortalat tangkap / Effort standardization of fishing gear 

TES = Total standarisasi effort alat tangkap / Total effort standardization of fishing gear 


masing alat. Standar effort untuk bubu pada 
kolom 3 merupakan perkalian antara FPI bubu 
pada kolom 1 dan effort bubu pada kolom 2. 
Standar effort untuk pancing pada kolom 6 
merupakan perkalian antara FPI pancing pada 
kolom 4 dan effort pancing pada kolom 5. Total 
effort pada kolom 7 merupakan penjumlahan 
antara standar effort bubu dan standar pancing 
(Tabel 2). Total effort hasil standarisasi ini yang 
akan digunakan dalam perhitungan analisis 
bioekonomi selanjutnya. 


Pendugaan Parameter Biologi Dengan 
Metode CYP 

Analisis surplus produksi dengan 
metode CYP (1992) dalam penelitian ini 
dilakukan dengan menggunakan data 
produksi dan effort hasil standarisasi tahunan 
selama 15 tahun mulai tahun 1989 — 2003. 
Rata-rata produksi tahunan dari kedua alat 


tangkap yang dioperasikan untuk menangkap 
sumberdaya LRFF di perairan Kepulauan 
Spermonde Sulawesi Selatan adalah 1.239,88 
ton per tahun dengan rata-rata upaya 
penangkapan (effort) hasil standarisasi 
sebanyak 352.408 trip per tahun. Jumlah trip 
ini telah distandarisasi sesuai dengan fishing 
power index masing-masing alat tangkap. 
Nilai CPUE total menunjukkan besaran 
produksi per unit upaya penangkapan dalam 
hal ini adalah trip. CPUE total diperoleh dari 
total produksi dibagi dengan total effort (jumlah 
trip beroperasi yang telah distandarisasi). 
Pada Tabel 3, pendugaan parameter 
biologi dengan menggunakan metode CYP 
diperlukan nilai logaritma CPUE pada waktu 
t+1 dan logaritma CPUE pada saat t serta 
jumlah effort pada waktu t dan t+1. Dengan 
menggunakan OLS atau regresi : Ln CPUE t+1 
(kolom 2) sebagai Y, Ln CPUE t (kolom 3) 
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Tabel 3.Input untuk Analisis Bioekonomi dengan Model CYP di Sulawesi Selatan, 2006 
Table 3. Input for Bioeconomic Analysis with CYP Model in South Sulawesi, 2006 


CPUE Total LN CPUE t+1 LN CPUEt Et + Et+1 
(1) (2) (3) (4) 
0,00250 -5,9185 -5,9933 697955,9204 
0,00269 -5,9744 -5,9185 672369 ,0647 
0,00254 -5,7657 -5,9744 674957 ,0901 
0,00313 -5,9099 -5,7657 649464 5282 
0,00271 -5,7960 -5,9099 693055,4574 
0,00304 -5,6849 -5,7960 862352,5961 
0,00340 -5,5418 -5,6849 915079, 1470 
0,00392 -5,5311 -5,5418 721640, 3432 
0,00396 -5,2878 -5,5311 5767 16,0785 
0,00505 -5,2343 -5,2878 573869,2260 
0,00533 -5,4066 -5,2343 596722,9791 
0,00449 -5,2945 -5,4066 556749,8577 
0,00502 -5,8672 -5,245 773564,6293 
0,00283 -5,6271 -5,8672 874282,7146 
0,00360 


Tabel 4.Parameter Biologi LRFF di Sulawesi Selatan, 2006 
Table 4. Biology Parameters of The LRFF in South Sulawesi, 2006 


Parameter Biologi / Biology parameter Simbol / Symbol Nilai / Value 
Tingkat Pertumbuhan Individu Alami / Individual Growth Rate r 0, 5328888 
Koefisien Kemampuan Tangkap / Catchability Coefficient q 0, 0000007 
Daya Dukung Lingkungan Perairan (Ton) / Carrying Capacity K 8.307,22 


sebagai X1 dan Et + Et+1 (kolom 4) sebagai 
X2. 

Hasil OLS dari Tabel 3 dengan 
menggunakan shazam dan microsoft excell 
diperoleh nilai a = -2,1552170, B = 0,5792245 
dan y = -0,0000003 sehingga 


Y=- 2,1552170 + 0,5792245 - X; —0,0000003 - 


Dari nilai-nilai (a, B, y) yang diperoleh 
tersebut kemudian dimasukkan ke dalam 
persamaan (2) sehingga dapat diduga tingkat 
pertumbuhan alami sebesar 0,5328888, 
koefisien kemampuan tangkap sebesar 
0,0000007 dan daya dukung lingkungan / 


perairan adalah 8.307,22 ton. Nilai-nilai dari 
parameter biologi dari r, q dan K tersebut dapat 
dilihat pada Tabel4. 

Pada Tabel 4 diketahui parameter 
biologi LRRF maka dilakukan analisis kontras 
untuk membandingkan antara produksi aktual 


X3 


dan produksi lestari berguna untuk 
menunjukkan tingkat eksploitasi sumberdaya 
ikan karang hidup konsumsi yang telah terjadi. 
Untuk memperoleh fungsi produksi lestari 
sumberdaya ikan karang hidup konsumsi di 
perairan Spermonde, Sulawesi Selatan maka 


J. Bijak dan Riset Sosek KP. Vol.2 No.1, 2007 11 


1995 
1996 
E a 


E1999 


1998 E 
2001 M 
1997™ 


Produksi / Production (ton) 


==: Produksi Lestari / 
Sustainable 


= Production 


IBI : Produksi Aktual / 
Actual Production 


0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 
Upaya / effort (trip) 


Gambar 3. Perbandingan Produksi Lestari dan Produksi Aktual dengan Tingkat Effort 


yang Sama 


Figure 3. Comparison Between Sustainable Production and Actual Production at The Same 


Level of Effort 


digunakan formula produksi lestari 
sumberdaya yang diacu dalam Fauzi (2004) 


yaitu : 
E 
h, =qKE,| 1- + 
r sedangkan 
parameter biologi 


menggunakan nilai r, q dan K dari Tabel 4 maka 
diperoleh yaitu: 


h, =0,0596- E,(1—0,00000135- E, ) 


dimana Et = Effort 
aktual pada tahun t 


Dengan menggunakan fungsi produksi lestari 
tersebut dapat diketahui tingkat produksi 
lestari (ht) sumberdaya perikanan dari effort 
yang dilakukan setiap tahun dan dapat dilihat 
pada Gambar 3. 

Dari Gambar 3 terlihat bahwa tingkat 
produksi aktual yang dihasilkan jauh lebih 
tinggi dibandingkan tingkat produksi lestari 


yang seharusnya sejak tahun 1995 
(ditunjukkan oleh banyaknya produksi aktual di 
atas garis produksi lestarinya). Tingkat 
produksi aktual melonjak tinggi semenjak 
tahun 1995 sampai dengan tahun 2003, hal ini 
terjadi karena upaya penangkapan yang 
dilakukan oleh nelayan juga meningkat tajam 
akibat semakin tingginya permintaan dunia 
terhadap produk ikan karang hidup konsumsi 
dan semakin meningkatnya harga pembelian 
dari produsen. Semakin tinggi produksi aktual 
yang diusahakan (melebihi kondisi optimal) 
akan mengakibatkan terkurasnya sumberdaya 
perikanan sehingga tidak ada lagi yang dapat 
dimanfaatkan dalam jangka panjang oleh 
nelayan. 


Struktur Biaya Produksi dan Harga Ikan 
Penangkapan ikan karang hidup 
konsumsi (LRFF) dilakukan dengan dua alat 
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tangkap yaitu bubu dan pancing. Untuk alat 
tangkap pancing dilakukan dengan armada 
lepa-lepa dan jololoro. Dalam pengoperasian 
setiap alat tangkap tersebut mengeluarkan 
biaya per trip yang berbeda-beda. Biaya per 
trip yang dikeluarkan tersebut yaitu untuk es, 
bensin, oli mesin, perbekalan, dan umpan. 
Total biaya per trip alat tangkap standar (bubu) 
adalah sebesar Rp.88.537,00. 

Selain komponen biaya, komponen lain 
yang diperlukan untuk dianalisis dalam 
penelitian ini adalah komponen harga. Dalam 
model bioekonomi Copes, harga merupakan 
penentu dalam pengelolaan sumberdaya 
perikanan tangkap. Faktor harga ini sangat 
berpengaruh terhadap Total Revenue (TR) 
dan keuntungan yang diperoleh nelayan dari 
hasil tangkapannya. Komponen harga ini 
diperoleh dengan data sekunder melalui 
berbagai sumber akibat ketiadaan data harga 


ikan karang hidup konsumsi di tingkat 
produsen (nelayan) yang lengkap secara time 
series dari satu sumber. Sumber data tersebut 
diperoleh baik melalui jurnal atau laporan 
ilmiah nasional maupun internasional, majalah 
perikanan, ekonomi dan perdagangan, Badan 
Pusat Statistik, Dinas Kelautan dan Perikanan 
Sulawesi Selatan, Departemen Kelautan dan 
Perikanan, internet melalui website FAO, IMA 
(International Marine Association) dan 
berbagai sumber lainnya. 

Komponen harga yang diperoleh dalam 
perdagangan ekspor ikan karang hidup ini 
lebih banyak dalam bentuk mata uang asing 
seperti dolar USA atau dolar Hongkong yang 
kemudian dikonversi ke dalam rupiah dengan 
kurs yang berlaku pada tahun harga tersebut. 
Data harga dari berbagai sumber ini terdiri dari 
berbagai jenis seperti harga di tingkat nelayan 
(produsen), harga di tingkat eksportir, harga di 


Tabel 5. Harga Nominal Rata-Rata LRFF Pada Tingkat Nelayan di Sulawesi Selatan, 1989- 


2003 (Rp/kg) 


Table 5. Average Nominal Price LRFF at Fishers’ Level in South Sulawesi, 1989-2003 (Rp/kg) 


Tahun/ Harga/Price Kurs Harga Nominal/ 
Year (US$/kg) (US$ 1 = Rp) Nominal Price (Rp/kg) 
1989 5,90 1.848,58 10.906,64 
1990 5,60 1.848,58 10.352,07 
1991 5,60 1.954,17 10.943,33 
1992 3,33 2.032,58 6.768,50 
1993 3,00 2.089,42 6.268,25 
1994 3,33 2.164,17 7.206,68 
1995 6,70 2.252,83 15.093,98 
1996 9,40 2.347,17 22.063,37 
1997 10,20 2.951,75 30.107,85 
1998 9,91 9.874,58 97.883,79 
1999 8,75 7.808,92 68.297,00 
2000 9,25 8.534,42 78.920,00 
2001 8,19 10.265,67 84.092,00 
2002 7,51 9.261,17 69.582,00 
2003 9,58 8.571,17 82.132,00 

Sumber/ Source : 


Diolah dari / Processed data from : IMA-Hongkong (2001-2002), IMA-Indonesia et al. (2001), FMO-Hongkong (1996- 
2005), ADB (2003), APEC Fisheries Working Group, APEC & ACIAR (2004), Koji_Y (1996-2006), Sadovy & Liu (2004), 
Asia-Pacific Marine Finfish, IMA-Asia, Society for the Conservation of Reef Aggregations, Secretariat of the Pacific 
Community (1999, 2001, 2005), Padilla (2003), Muldoon (2005), Nature Conservancy, MAC & TNC (2004), Lau & Parry- 
Jones (1999), Graham (2001), Vitner (2004), BPS Provinsi Sulawesi Selatan / Central Bureau of Statistics Sulawesi 
Selatan (1989-2004) dan Bank Indonesia / Bank of Indonesia (http:/Awww.bi.go.id tanggal akses 10 Januari 2006) 
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Tabel 6. Harga Riil Rata-Rata LRFF Pada Tingkat Nelayan di Sulawesi Selatan, 1989-2003 


(Rp/kg). 
Table 6. Average Real Price LRFF at Fishers’Level in South Sulawesi, 1989-2003 (Rp/kg). 
Tahun/ Harga Nominal/ Indeks Harga Konsumen/ Harga Riil/ 
Year Nominal Price Consumers Price Index Real Price 
(Rp/kg) (2002 = 100) (Rp/kg) 
1989 10.906,64 19,78 55.128 
1990 10.352,07 22,01 47.027 
1991 10.943,33 24,30 45.039 
1992 6.768,50 25,63 26.410 
1993 6.268,25 28,27 22.176 
1994 7.206,68 31,25 23.063 
1995 15.093,98 34,23 44.096 
1996 22.063,37 36,71 60.094 
1997 30.107,85 64,04 47.012 
1998 97.883,79 65,17 150.191 
1999 68.297,00 77,29 88.361 
2000 78.920,00 80,16 98.449 
2001 84.092,00 89,38 94.080 
2002 69.582,00 100,00 69.582 
2003 82.132,00 106,59 77.057 
Rata-rata 40.041,16 63.814,39 
Sumber : Badan Pusat Statistik (2002) dan Bank Indonesia (http://www. bi.go.id tgl akses 10 Januari 2006) 


Source 


negara tujuan, dan harga di tingkat konsumen. 
Kemudian data harga ini dijustifikasi kembali 
dengan harga perkiraan yang diterima oleh 
nelayan dari tahun 1989 sampai tahun 2003. 
Harga yang diperoleh ini merupakan harga 
nominal tahunan yang diterima nelayan 
sebagai produsen dari tahun 1989-2003 dan 
dapat dilihat pada Tabel 5. 

Salah satu masalah dalam penentuan 
harga adalah adanya pergerakan harga yang 
tidak normal akibat adanya krisis moneter dan 
laju inflasi. Untuk mengatasi ketidaknormalan 
pergerakan harga tersebut maka dilakukan 
penyesuaian dengan cara mengkonversi 
harga nominal yang diperoleh menjadi harga 
riil. Dalam mengkonversi harga nominal 
menjadi harga riil maka digunakan IHK atau 
Indeks Harga Konsumen yang dipublikasi oleh 
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi 
Selatan. Indeks Harga Konsumen yang 


Central Bureau of Statistics (2002) and Bank of Indonesia (http://www.bi.go.id : January 10", 2006) 


digunakan dengan tahun dasar 2002 untuk 
memperoleh harga riil dari tahun 1989-2003 
yang dapat dilihat pada Tabel 6. 

Pada Tabel 6 di atas menunjukkan 
harga rata-rata ikan kerapu hidup atau ikan 
karang hidup konsumsi dari Sulawesi Selatan 
mengalami fluktuasi. Secara rata-rata, ikan 
karang hidup konsumsi atau ikan karang hidup 
konsumsi ini mengalami peningkatan harga 
dari tahun 1989-2003 sebesar 15 % dengan 
harga riil atau 27 % dengan harga nominal. 
Kenaikan harga tertinggi terjadi pada tahun 
1998 yaitu 225,1 % dengan harga riil atau 
219,5 Yo dengan harga nominal. Hal ini terjadi 
akibat krisis moneter yang terjadi di Indonesia 
pada tahun 1998. Tabel 6 juga menunjukkan 
harga rata-rata kerapu hidup atau ikan karang 
hidup konsumsi baik harga nominal maupun 
harga riil yang diperoleh. Selama periode 
tahun 1989-2003 rata-rata harga nominal ikan 


14 Optimasi Pemanfaatan Sumberdaya..... 


Sulawesi selatan (Benny O.B dan Yesi D.S) 


Tabel 7. Tingkat Biomas, Produksi, Upaya Optimal dan Keuntungan dari Berbagai Rejim 
Pengelolaan Perikanan LRFF di Sulawesi Selatan, 2006 


Table 7. Biomass Rate, Production, Optimal Effort and Benefit from Various Management 
Regimes of The LRFF Fisheries in South Sulawesi, 2006 


Pengelolaan Perikanan (Fisheries Management) 


Parameter: -sgle Owner MEY MSY Akses Terbuka / Open Access 
X (ton) 5.120 4.154 1.933 
h* (ton) 1.047 1.107 790 
E* (trip) 284.792 371.128 569.584 
T (Rp) 41.587.148.882  37.765.171.742 0 


karang hidup konsumsi di tingkat nelayan 
sebesar Rp.40.041,16 per kilogram 
sedangkan rata-rata harga riil adalah sebesar 
Rp.63.814,39 per kilogramnya. 


Pendugaan Nilai Optimal Sumberdaya ikan 
karang hidup konsumsi di Kepulauan 
Spermonde 

Penentuan tingkat optimal pemanfaatan 
sumberdaya ikan karang hidup konsumsi 
dilihat dari rezim maximum economic yield 
(MEY), maximum sustainable yield (MSY) dan 
akses terbuka. Nilai biomas optimal pada 
rezim maximum economic yield (MEY) adalah 
5.120 ton, tingkat produksi optimal adalah 
1.047 ton dan jumlah effort (trip) optimal yang 
diperbolehkan adalah 284.792 trip. Pada rezim 
maximum sustainable yield (MSY) biomas, 
produksi dan upaya lestari adalah berturut- 


Perbandingan Solusi Bioekonomi 
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open access 


turut 4.154 ton, 1.107 ton dan 371.128 trip. 
Rezim akses terbuka biomas maksimum 
hanya 1.933 ton, produksi maksimum yang 
dapat diperoleh sebesar 790 ton dan jumlah 
trip maksimum yang diperbolehkan 569.584 
trip. Rente ekonomi yang diperoleh jika 
menerapkan rezim MEY adalah Rp 
41.587.148.882, rezim MSY adalah Rp 
37.765.171.742 dan kondisi akses terbuka 
(open access) tidak ada atau nol. Nilai-nilai 
dari bioekonomi ini dapat dilihat pada Tabel 7. 
Pada Gambar 4 dan Gambar 5 terlihat 
sangat jelas, perbandingan dari ketiga rejim 
pengelolaan perikanan untuk LRFF, dimana 
pada saat LRFF dikelola sole owner maka 
diperoleh hasil tangkapan dan rente yang lebih 
besar walaupun dengan effort yang lebih 
sedikit jika dibandingkan pada kondisi MSY 
dan open access. Bahkan secara jangka 
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Gambar 4. Perbandingan Solusi Bioekonomi dari Ketiga Rejim Pengelolaan Sumberdaya 


LRFF di Sulawesi Selatan, 2006 


Figure 4. Comparison of Bioeconomic Solution from Third Regimes of Resources LRFF 
Management in South Sulawesi, 2006 
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Gambar 5. Keseimbangan Bioekonomi Sumberdaya LRFF di Sulawesi Selatan, 2006 
Figure 5. Bioeconomics Equilibrium of LRFF Resources in South Sulawesi, 2006 
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Gambar 6. Perbandingan Produksi LRFF dalam Kondisi MEY, MSY, Open Access dan 
Aktual di Perairan Kepulauan Spermonde, Sulawesi Selatan, 2006 


Figure 6. Comparison of LRFF Production in MEY, MSY, Open Access and Actual Conditions 
in Spermonde Island, South Sulawesi, 2006 


panjang bilamana pengelolaan perikanan 
dengan kondisi MSY (maximum sustainable 
yield) masih dapat diperoleh rente ekonomi 
jika dibandingkan kondisi akses terbuka (open 
access). 

Pada Gambar 6, terlihat tingkat produksi 
yang berbeda dari masing-masing kondisi 
pengelolaan hasil solusi bioekonomi dan rata- 


rata kondisi aktual. Rata-rata produksi pada 
kondisi aktual lebih tinggi dari setiap kondisi 
pengelolaan baik MEY, MSY dan open access. 
Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa di 
perairan Kepulauan Spermonde telah terjadi 
over harvested dari sisi output atau produksi 
yang menyebabkan terjadinya biological 
overfishing dari setiap rejim pengelolaan. 


16 Optimasi Pemanfaatan Sumberdaya..... Sulawesi selatan (Benny O.B dan Yesi D.S) 


600,000 - 


P) 


1 


500,000 4 


Effort (tr 


400,000 - 


300,000 4 


200,000 - 


100,000 - 


0 
MEY 


MSY 


open access Aktual 


Gambar 7. PerbandinganTingkat Effort dalam Kondisi MEY, MSY, Open Access dan Aktual 
di Perairan Kepulauan Spermonde, Sulawesi Selatan, 2006 


Figure 7. Comparison of Various Level Effort at MEY, MSY, Open Access and Actual Condition 
in Spermonde Island, South Sulawesi, 2006 


Pada Gambar 7, terlihat effort rata-rata 
pada kondisi aktual di atas kondisi MEY namun 
masih berada di bawah kondisi MSY dan 
kondisi open access. Rata-rata effort aktual 
sudah melebihi satu setengah kali lipat dari 
kondisi optimal MEY. Tingkat effort yang 
semakin meningkat ini juga akan 
meningkatkan biaya operasional sehingga 
rente ekonomi yang diterima nelayan akan 
semakin menurun. Peningkatan rata-rata 
effort aktual ini pada akhirnya akan menuju 
economic overfishing. Gambar 6 dan Gambar 
7, menunjukkan bahwa di perairan Kepulauan 
Spermonde, Sulawesi Selatan dalam 
pemanfaatan sumberdaya LRFF telah terjadi 
biological overfishing dari setiap rejim 
pengelolaan (MEY, MSY dan open access) 
dan economic overfishing dari rejim 
pengelolaan optimal MEY. 


KESIMPULAN 


1) Sumberdaya LRFF di perairan Kepulauan 
Spermonde, Sulawesi Selatan telah 
terjadi tangkap lebih (overfishing) 
sebesar 15,56 % dari produksi optimal 
sole owner. Pada kondisi sole owner 
dimana tingkat effort dan produksi optimal 
yang dianjurkan sebesar 284.792 trip dan 
1.047 ton/tahun, sedangkan rata-rata 
effort dan produksi aktual sebesar 
352.408 trip dan 1.239,88 ton/tahun. 

2) Jumlah effort optimal (rejim MEY) dalam 
pemanfaatan sumberdaya LRFF di 
Kepulauan Spermonde adalah 284.972 
trip/tahun dengan jumlah hasil tangkapan 
1.047 ton/tahun 

3) Rente atau surplus ekonomi yang 
diterima dari hasil analisis bioekonomi di 
perairan Kepulauan Spermonde, 
Sulawesi Selatan untuk ketiga rejim 
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pengelolaan yaitu sole owner (MEY) 
sebesar 41.587.148.882 rupiah, MSY 
sebesar 37.765.171.742 rupiah dan open 
access tidak ada. 


SARAN 


1. Implementasi pengelolaan pada tingkat 
optimal penangkapan sumberdaya LRFF 
agar tidak terjadi overfishing yang pada 
akhirnya merugikan semua pihak. 
Implementasi pengelolaan ini dapat 
berupa kontrol terhadap input (effort) atau 
output (produksi) dengan instrumen 
ekonomi pengenaan pajak input maupun 
output. Pajak tersebut dapat digunakan 
dalam pemeliharaan MPA yang 
disepakati bersama dan penutupan 
kawasan pada waktu tertentu saat 
sumberdaya sedang bereproduksi. 

2. Menghidupkan kembali kawasan 
konservasi laut yang pernah terbentuk 
pada tahun-tahun sebelumnya namun 
menurut masyarakat sudah tidak 
berfungsi lagi sampai saatini. 

3. Pembuatan peraturan (payung hukum) 
yang jelas dari tingkatan yang lebih tinggi 
(tidak sebatas peraturan desa) dan dapat 
diterima oleh berbagai pihak mengenai 
MPA di Kepulauan Spermonde dan 
pengawasan dari peraturan tersebut di 
lapangan. 
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KETERKAITAN SEKTOR PERIKANAN 
DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA: 
PENDEKATAN MODEL INPUT-OUTPUT 


Oleh: 
Tajerin, Risna Yusuf, Sastrawidjaja dan Asnawi * 


ABSTRACT 


Keterkaitan sektor perikanan dalam perekonomian nasional akan menentukan peran strategis 
sektor tersebut dalam pembangunan perikanan dan pemulihan perekonomian nasional. Untuk itu telah 
dilakukan kajian mengenai keterkaitan sektor perikanan "dalam arti luas” dengan menggunakan metode 
analisis keterkaitan ke belakang (backward lingkage) dan ke depan (forward lingkage) berdasarkan 
pendekatan model input output. Data yang digunakan dalam kajian ini adalah data sekunder dari table input 
output tahun 1990, 1995 dan 2000. Hasil kajian menunjukkan bahwa selama periode 1990-2000, secara 
rata-rata keterkaitan sektor perikanan dalam perekonomian nasional masih relatif lemah dengan indeks 
keterkaitan berkisar sebesar 0,46-1,10. Kecenderungan penguatan keterkaitan ke belakang terjadi pada 
perikanan darat, sedangkan penguatan keterkaitan ke depan terjadi pada industri pengolahan dan 
pengawetan ikan. Selain itu, keterkaitan antara kelompok perikanan primer (perikanan laut dan perikanan 
darat) dan kelompok perikanan sekunder (industri pengeringan dan penggaraman ikan dan industri 
pengolahan dan pengawetan ikan) lebih mencerminkan keterkaitan ke depan berupa aliran pasokan 
komoditas ikan untuk bahan baku. Namun keterkaitan itu masih relatif lemah dan cenderung semakin 
lemah. 


Kata Kunci: Perikanan, Industri, Keterkaitan 


Abstract: Fisheries Sector Linkages in The National Economy: An Input-Output Approach. By: 
Tajerin, Risna Yusuf, Sastrawidjaja and Asnawi. 


Fisheries sector linkage in National Economy will determine the strategic roles of the sector for its 
development and National Economic recovery. In line with this, a study was conducted to determine 
backward and forward linkage of the sector using input output model approach. Secondary data were used, 
that are input output tables of the year 1990, 1995 and 2000. The results of the study showed that during the 
period of 1990 - 2000, the average linkage of these sector in National economy are relatively weak with the 
index of linkage approximately of 0,46 - 1,10.Stronger backward linkage was observed in inland fisheries, 
while stronger forward linkage demonstrated on industrial fish processing and preservation. The linkage of 
primary fisheries group (sea and inland fisheries) to the secondary fisheries group (industrial fish 
processing) indicating the forward linkage such as fish supply as raw materials. However, the linkage is 
relatively weak. 


Keywords: Fishery, Industry, Linkages 
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PENDAHULUAN 


Indonesia dewasa ini tengah 
dihadapkan pada salah satu dampak 
globalisasi dimana keterkaitan ekonomi suatu 
negara terhadap negara lain serta bebasnya 
mobilisasi faktor produksi termasuk modal, 
menyebabkan Indonesia mengalami krisis 
ekonomi yang berkepanjangan. Oleh karena 
itu, tantangan paling besar bangsa untuk 
Indonesia saat ini adalah bagaimana 
membangkitkan kembali (revitalisasi) 
perekonomian nasional melalui penggalian 
sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru 
atau peningkatan sumber pertumbuhan yang 
selama ini berlangsung. 

Salah satu sumber pertumbuhan yang 
diharapkan dapat menolong bangsa ini keluar 
dari krisis ekonomi dan menghantarkan 
menjadi bangsa yang maju adalah sub sektor 
perikanan. Keyakinan tersebut berdasarkan 
pada tiga alasan utama. Pertama, fakta fisik 
menunjukkan bahwa Indonesia merupakan 
negara kepulauan terbesar di dunia yang 
terdiri dari 17.504 pulau dengan garis pantai 
sepanjang 81.000 km dan luas laut sekitar 5,7 
juta km? atau 62 persen dari luas teritorialnya 
(Dahuri et al., 2001). Kedua, di wilayah pesisir 
dan lautan yang sangat luas itu terdapat 
sumberdaya alam yang besar sebagai potensi 
pembangunan yang belum termanfaatkan 
secara optimal. Ketiga, bahwa seiring dengan 
pertambahan jumlah penduduk dunia, 
permintaan terhadap produk-produk 
perikanan baik yang berasal dari pasar 
domestik maupun pasar global diperkirakan 
akan semakin meningkat. 

Melihat kondisi tersebut, pemerintah 
dalam hal ini Departemen Kelautan dan 
Perikanan (DKP) telah melakukan langkah- 
langkah strategis melalui pengembangan 
program revitalisasi di bidang perikanan yang 
mencakup revitalisasi sumber-sumber 
pertumbuhan ekonomi yang ada seperti 
kegiatan usaha di bidang penangkapan ikan 
dan budidaya perikanan serta 


mengoptimalkan operasionalisasi unit usaha 
pengolahan ikan dalam negeri. 

Dari cakupan program revitalisasi 
perikanan tersebut, terungkap pentingnya 
melakukan pengintegrasian secara vertikal 
antara kegiatan usaha di kelompok perikanan 
primer, baik sub sektor perikanan budidaya 
maupun sub sektor perikanan tangkap 
sebagai penyedia bahan baku dengan 
kelompok perikanan sekunder baik sub sektor 
industri pengeringan dan penggaraman ikan 
maupun sub sektor industri pengolahan dan 
pengawetan ikan sebagai pengguna dari 
bahan baku tersebut. Kurang terintegrasinya 
kedua kelompok perikanan tersebut diduga 
menjadi salah satu penyebab penurunan 
utilitas dan kapasitas produksi dari kelompok 
perikanan sekunder, bahkan hilangnya 
potensi penerimaan baik di sektor privat 
maupun publik. Hubungan simbiosis yang 
terjadi dari kedua kelompok perikanan 
tersebut, pada gilirannya dapat 
menumbuhkan derajat sinergis dalam 
meningkatan produktivitas dan kontribusi nilai 
tambah secara keseluruhan bagi 
perekonomian nasional. 

Derajat atau kekuatan integrasi 
kelompok perikanan primer dengan kelompok 
perikanan sekunder atau sektor industri 
lainnya dalam perekonomian akan 
menentukan apakah sektor perikanan adalah 
merupakan sektor strategis atau tidak. 
Semakin kuat kelompok perikanan primer 
terintegrasi dengan kelompok perikanan 
sekunder, maka akan semakin strategis sektor 
perikanan tersebut. Dengan demikian bila 
kelompok perikanan primer dikembangkan 
maka dengan sendirinya kelompok perikanan 
sekunder akan juga berkembang. Sebaliknya 
bila kelompok perikanan sekunder 
dikembangkan, maka kelompok perikanan 
primer juga akan berkembang (Nikijuluw, 
2005). 

Penyempurnaan proses industrialisasi 
yang memposisikan kelompok perikanan 
sekunder sebagai lokomotif bagi pertumbuhan 
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ekonomi kelompok perikanan primer, selaras 
dengan upaya perbaikan paradigma 
pembangunan yang mengintegrasikan secara 
vertikal antara kedua kelompok perikanan 
tersebut dengan menerapkan strategi 
Agricultural Demand Led Industrialization 
(ADLI). Diharapkan melalui upaya 
penyempurnaan dan perbaikan tersebut dapat 
lebih memberikan dorongan dalam 
menggerakkan sektor-sektor hulu maupun 
hilir, sehingga secara makro melalui 
kecenderungan adanya peningkatan 
keterkaitan mampu menciptakan peningkatan 
produktivitas dan nilai tambah dari kegiatan 
ekonomi, khususnya di kedua kelompok 
perikanan tersebut, yang pada akhirnya dapat 
memberikan sumbangan bagi percepatan 
pemulihan perekonomian di Indoensia. 

Oleh karena itu, kajian ini dilakukan 
untuk mengetahui sejauhmana keterkaitan 
antara kegiatan ekonomi di kelompok 
perikanan primer dan kelompok perikanan 
sekunder dalam perekonomian Indonesia 
secara keseluruhan. Hasil kajian ini 
diharapkan dapat berguna sebagai bahan 
masukan bagi peningkatan efektifitas 
kebijakan terkait dengan revitalisasi di sektor 
perikanan melalui penguatan derajat 
keterkaitannya. 


METODE 


Landasan Teoritis 

Adelman (1984) menekankan 
pentingnya Agricultural Demand Led 
Industrialization (ADLI). Dengan sejumlah 
analisis, ia berhasil membuktikan bahwa 
strategi ADLI lebih superior dibanding strategi 
export led growth, khususnya apabila 
diterapkan di negara sedang berkembang di 
mana peranan sektor pertanian masih sangat 
penting. Strategi ini menghendaki pergeseran 
strategi pertanian dari surplus extraction 
menjadi surplus creation, dan 
ditumbuhkannya keterkaitan permintaan 


antara sektor pertanian dengan sektor lain 
dalam perekonomian. Pandangan ini sejalan 
dengan pemikiran Sumodiningrat dan 
Kuncoro (1991) yang mencoba menuangkan 
pola simbiosis antara sektor pertanian dan 
industri melalui strartegi pengembangan 
agroindustri dan agribisnis. Relevan dengan 
pemikiran tersebut, upaya mendinamiskan 
sub sektor perikanan sebagai salah satu 
bagian dari sektor pertanian melalui kekuatan 
keterkaitannya dengan sub sektor industri 
pengolahan hasil perikanan merupakan hal 
yang menarik untuk dikaji. 

Banyak ahli yang sependapat bahwa 
salah satu syarat perlu (necessary condition) 
untuk dapat dicapainya transformasi struktural 
atau perubahan struktur dari pertanian (sektor 
primer) ke industri manufaktur (sektor 
sekunder) adalah adanya keterkaitan sektor 
pertanian dan sektor industri yang tangguh. 
Bagi sektor perikanan, kaitan yang paling 
sesuai adalah industri pengolahan hasil-hasil 
perikanan ke dalam pengembangan 
agroindustri perikanan. 

Pandangan Adelman mengenai 
pengembangan sektor pertanian termasuk di 
dalamnya sektor perikanan berbeda dengan 
Hirschman dalam Jhingan (1991). Hirschman 
memandang sektor pertanian sebagai sektor 
yang pasif, sementara Adelman sebaliknya. 
Perbedaan pandangan itu terletak pada 
kriteria pemilihan sektor kunci (leading sector) 
dalam akselerasi pembangunan. Kriteria yang 
digunakan Hirschman dalam menentukan 
sektor kunci tersebut menurut pandangan 
Adelman terlalu sempit karena hanya 
mempertimbangkan keterkaitan produk, yang 
jelas akan menempatkan sektor pertanian 
pada sektor inferior. Padahal kenyataannya 
berdasarkan hasil penelitian Rangrajan 
(1982); Bell dan Hazell (1980); Adelman 
(1984); Haggblade et al. (1991); Haggblade 
dan Hazell (1989); Cavallo dan Mundlak 
(1982), menunjukkan bahwa keterkaitan 
antara sektor pertanian dengan sektor industri 
tidak hanya keterkaitan produk, tetapi ada 
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media keterkaitan lainnya yaitu: keterkaitan 
konsumsi, investasi dan tenaga kerja yang 
mampu menjelaskan secara lebih menyeluruh 
mengenai keterkaitan kedua sektor tersebut. 

Di beberapa negara yang 
mengandalkan pertanian sebagai sektor 
andalan dalam perekonomian nasionalnya, 
keterkaitan tersebut terbukti memberikan 
kemajuan yang berarti, seperti Costa Rica 
(Celes dan Lizano, 1995), Colombia (Berry, 
1995); Kenya (Bigsten dan Collier, 1995); 
Argentina (Mundlak dan Donenech, 1995); 
dan India (Bhalla, 1995). 


Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam kajian ini 
adalah data sekunder dari buku Tabel Input- 
Ouput Tahun 1990, 1995 dan 2000 yang 
disusun oleh Badan Pusat Statistik (1994, 
1999, 2004) berupa "tabel transaksi domestik 
atas dasar harga produsen dalam satuan 
jutaan rupiah”. Untuk dapat merekam 
keterkaitan sektor perikanan "dalam arti luas”, 
dilakukan rancangan/modifikasi tabel input 
output yang digunakan dengan merinci sektor 
perikanan menjadi kelompok perikanan primer 
dan kelompok perikanan sekunder. Kelompok 
perikanan primer dalam hal ini meliputi: 
(1) sub sektor perikanan laut dan hasil laut 

lainnya, dan 


(2) sub sektor perikanan darat dan hasil 
perairan darat lainnya. 

Sedangkan kelompok perikanan sekunder 

meliputi: 

(1) sub sektor industri pengeringan dan 
penggaraman ikan dan biota perairan 


lainnya, dan 

(2) sub sektor industri pengolahan dan 
pengawetan ikan dan biota perairan 
lainnya. 


Agar rancangan/modifikasi tabel input 
output seperti tersebut dapat tercapai, dalam 
kajian ini digunakan Tabel input-output 
menurut klasifikasi 161 x 161 sektor untuk 
tahun 1995; 172 x 172 sektor untuk tahun 
1995; dan 175 x 175 sektor untuk tahun 2000. 
Selanjutnya masing-masing tabel tersebut 
diklasifikasi kembali (reklasifikasi) dengan 
menggunakan teknik agregasi, sehingga 
menjadi matriks dengan klasifikasi 9 x 9 
sektor, seperti tertera pada Tabel 1. 


Metoda Analisis Data 

Dalam kajian ini analisis keterkaitan 
dilakukan melalui konsep total keterkaitan 
yang disarankan dan digunakan oleh Nazara 
(1997) dan West, 1992), dimana masing- 
masing keterkaitan tersebut baik total 
keterkaitan ke belakang (Total of Backward 
Linkages) maupun total keterkaitan ke depan 


Tabel 1. Pengklasifikasian Sektoral Tabel Input-Output Menjadi Klasifikasi Matriks Ukuran 


9x9 Sektor, Indonesia, 1990-2000 


Table 1. Sectors Reclassification from Input Output Table of Indonesia 1999 - 2000 to be 9x9 


Sectors Matrix Classification 


Sektor/ Deskripsi/ 
Sector Description 
1 Pertanian Non Perikanan/ Agriculture 


Non Fisheries 


Perikanan Primer/Primary Fisheries: 

2 - Sub Sektor Perikanan Laut dan Hasil 
Perairan Laut Lainnya/ Marine 
Fisheries Sub Sector and Other Marine 

3 Fisheries Product 

Sub Sektor Perikanan Darat dan Hasil 

Perairan Darat Lainnya/ Inland 

Fisheries Sub Sector and Other Inland 

Fisheries Product 


Sektor-Sektor dalam Tabel Input-Output / 
Sectors in Input Output Table 


1990 
1-28 


1995 2000 
1-31 1-30 


29 32: 34L9o” 31: 33Lo0*** 


30 33: 34Do9”” 32: 33Do0****) 
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Tabel 1. lanjutan/ Table 1. continued 


Sektor/ Deskripsi/ Sektor-Sektor dalam Tabel Input-Output / 
Sector Description Sectors in Input Output Table 
1990 1995 2000 
Perikanan Sekunder/ Secondary 
Fisheries: 
4 - Sub Sektor Industri Pengeringan dan 31 53 53 
Penggaraman Ikan dan Biota Perairan 
Lainnya/ Sub Sector Dried and Salted 
Processing Industries 
5 - Sub Sektor Industri Pengolahan dan 48 54 54 
Pengawetan Ikan dan Biota Perairan 
Lainnya/Sub Sector Processing and 
Preserving Industries 
6 Pertambangan dan Penggalian/ Mining 32 — 34 36 — 48 35 — 48 
and Quarrying 
7 Industri Pengolahan Hasil Pertanian Non 47 — 47; 49 — 83 49 — 52; 55 - 91 49 — 52; 55-93 
Perikanan/ Agriculture Non Fisheries 
Processing Industries 
8 Industri Pengolahan Lainnya/ 84 — 131 92 — 139 94 — 141 
Other Processing Industries 
9 Jasa dan Lainnya/ Service and Others 132 — 161 35; 140 - 172 34; 142 — 175 
Keterangan: 


“) Proporsi output sektor 34 (udang) untuk sektor 29 sebesar 54,1% yang berasal dari udang hasil tangkapan di laut 


padatahun 1995 (BPS, 2004b) 


**) Proporsi output sektor 34 (udang) untuk sektor 30 sebesar 45,9% yang berasal dari udang hasil budidaya tambak 
dan tangkapan di perairan umum pada tahun 1995 (BPS, 2004b) 


Lada 


padatahun 2000 (BPS, 2004b) 


Proporsi output sektor 34 (udang) untuk sektor 29 sebesar 54,5% yang berasal dari udang hasil tangkapan di laut 


****) Proporsi output sektor 34 (udang) untuk sektor 30 sebesar 54,5% yang berasal dari udang hasil budidaya tambak 
dan tangkapan di perairan umum pada tahun 2000 (BPS, 2004b) 


Remarks: 


*) Output proportion of 34 sectors (Shrimp) for 29 sectors is 54, 1% from Shrimp from marine in 1995 (BPS, 2004b) 
**) Output proportion of 34 sectors (shrimp) for 30 sectors is 45,9% from Shrimp from brackiswater pond and in land 


water in 1995 (BPS, 2004b) 


***) Output proportion of 34 sectors (shrimp) for 29 sectors is 54,5% from marine in 2000 (BPS, 2004b) 
****) Output proportion of 34 sectors (shrimp) for 30 sectors is 54,5% from brachkiswater pond and inland in 2000 (BPS, 


2004b). 


(Total of Forward Linkages), masing-masing 
merupakan penjumlahan dari keterkaitan 
langsung dan keterkaitan tidak langsung. 
Secara rinci uraian jenis-jenis keterkaitan 
tersebut adalah sebagai berikut: 


1. Koefisien keterkaitan langsung ke belakang 

Keterkaitan langsung ke belakang 
menunjukkan seberapa banyak input yang 
berasal dari produksi sektor lain yang 
digunakan oleh sektor tertentu dalam proses 


produksinya. Besaran keterkaitan langsung 
ke belakang diperoleh dengan menjumlahkan 
elemen-elemen dalam satu kolom matriks 
koefisien teknologi. Secara matematis 
keterkaitan langsung ke belakang tersebut 


diformulasikan sebagai berikut: 
n 


DBL(d) ; =ajj kan bet apj sa (1) 


dimana: DBL(d), = daya penyebaran tidak 
langsung sektor j 
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2. Koefisien keterkaitan tidak langsung ke 
belakang 

Secara umum keterkaitan tidak 
langsung ke belakang menunjukkan jumlah 
dampak yang ditimbulkan akibat perubahan 
permintaan akhir suatu sektor terhadap output 
seluruh ekonomi, sehingga secara matematis 
diformulasikan sebagai berikut: 


IBL(d) ; HO pH Oy tetang "4Y (2) 
dimana: 

IBL(d), = jumlah dampak akibat perubahan 
permintaan akhir sektor j 
terhadap output seluruh sektor 
ekonomi atau jumlah daya 
penyebaran langsung 

matriks kebalikan Leontief pada 
(l-4)' baris i dan kolom j 


3. Koefisien keterkaitan langsung ke depan 
Keterkaitan langsung ke depan 
menunjukkan seberapa banyak output suatu 
sektor tertentu yang digunakan oleh sektor lain 
sebagai input. Besaran keterkaitan langsung 
ke belakang diperoleh dengan menjumlahkan 
elemen-elemen dalam satu baris dari matriks 
koefisien teknoligi (A). Secara matematis 
keterkaitan langsung ke depan 
diformluasikan sebagai berikut: 


DFL(d); =a; +a, 4...ta, = pa (3) 
i=] 


4. Koefisien keterkaitan tidak langsung ke 
depan 
Jumlah dampak terhadap output sektor 
i sebagai akibat perubahan permintaan akhir 
berbagai (seluruh) sektor dapat dituliskan: 


IFL(d); = Dj oy (4) 
dimana: 

IFL(d), = jumlah dampak terhadap sektor i 
sebagai akibat perubahan seluruh 
sektor atau disebut derajat 
kepekaan 

Selanjutnya untuk keperluan 
perbandingan keterkaitan sektor yang diamati 


dengan rata-rata keseluruhan sektor dalam 
perekonomian nasional, dilakukan 
perhitungan indeks keterkaitan ke belakang 
(daya penyebaran) dan indeks keterkaitan ke 
depan (daya kepekaan). Secara rinci uraian 
kedua jenis indeks tersebut adalah sebagai 
berikut: 

4.1. Indeks keterkaitan total ke belakang (daya 

penyebaran total) 

Indeks daya penyebaran memberikan 
gambaran tentang pengaruh yang ditimbulkan 
oleh satu unit permintaan akhir untuk semua 
sektor di dalam perekonomian nasional. 
Sehingga secara matematis dapat 
diformulasikan sebagai berikut: 


2 TBL; 


FLE 


IDP, = (5) 


dimana: 

IDP; -indeks daya penyebaran sektor ke-j 

TBLij = total keterkaitan ke belakang 
(penjumlahan dari keterkaitan 
langsung ke belakang dan keterkaitan 
tidak langsung ke belakang) dari 
sektor i ke sektor j 

n = jumlah sektor dalam tabel input output 
yang dianalisis 


4.2. Indeks keterkaitan total ke depan (derajat 
kepekaan total) 

Indeks keterkaitan ke depan (derajat 
kepekaan) menunjukkan pengaruh yang 
ditimbulkan oleh satu unit permintaan akhir 
terhadap semua sector dalam perekonomian 
nasional. Sehingga secara matematis dapat 
diformulasikan sebagai berikut: 


X; TFL;, 
ma 3 (6) 


i 1 
De 2 j TFL; 
n 


dimana: 
IDPi | -indeks derajat kepekaan sektor ke-i 
TFLZ = total keterkaitan ke depan 
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(penjumlahan dari keterkaitan 
langsung ke depan dan keterkaitan 
tidak langsung ke depan) dari sektor 
ike sektor j 

n = jumlah sektor dalam tabel input 
output yang dianalisis 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Informasi mengenai distribusi manfaat 
pembangunan perikanan dan industri 
pengolahan hasil perikanan terhadap 
perkembangan pembangunan di sektor 
lainnya melalui transaksi pasar input lazimnya 
diukur dengan indeks keterkaitan total ke 
belakang (daya penyebaran total), sedangkan 
derajat kepekaan sub sektor perikanan dan 
industri pengolahan hasil perikanan terhadap 
perubahan yang terjadi pada sektor ekonomi 
lainnya melalui indeks keterkaitan total ke 
depan (derajat kepekaan total). Berikut ini 
diuraikan secara rinci hasil analisis kedua 
indeks tersebut. 


Keterkaitan Total ke Belakang 
Dengan memperhatikan besaran 
indeks keterkaitan total ke belakang (daya 


penyebaran total) pada Tabel 2 dan Gambar 1, 
dapat diketahui bahwa selama kurun waktu 10 
tahun (sejak tahun 1990 hingga 2000), 
kelompok perikanan primer baik perikanan 
laut maupun perikanan darat belum mampu 
menunjukkan keterkaitan total ke belakang 
(daya penyebaran total) yang lebih besar dari 
rata-rata keseluruhan sektor dalam 
perekonomian nasional. Hal ini ditunjukkan 
dari besaran indeksnya yang masih di bawah 1 
(satu) dan hanya menempati peringkatan 
antara 6 (enam) hingga 8 (delapan). Lebih 
lanjut bila dilihat dari arah dan besaran 
perubahannya, ternyata selama kurun waktu 
tersebut secara relatif perikanan darat 
menunjukkan perkembangan yang lebih baik 
dibanding perikanan laut, di mana perubahan 
indeks keterkaitan total ke belakang (daya 
penyebaran total) untuk sub sektor perikanan 
darat dari periode 1990-1995 ke 1995-2000 
bergeser dari sebesar 5,06% menjadi sebesar 
9,01%, sedangkan perikanan laut bergeser 
dari sebesar 6,04% menjadi sebesar -5,82%. 
Berbeda halnya dengan kelompok 
perikanan sekunder, khususnya untuk industri 
pengolahan dan pengawetan ikan selama 
kurun waktu yang sama (selama 10 tahun 
sejak 1990 hingga 2000) masih menunjukkan 


Tabel 2. Indeks dan Peringkat Keterkaitan Total ke Belakang Sektor di Kelompok 
Perikanan Primer dan Perikanan Sekunder serta Sektor Lainnya dalam 
Perekonomian Indonesia Tahun 1990, 1995 dan 2000 

Table 2. Index and Rank of Total Backward Linkage of Primary and Secondary Fisheries and 
Other Sectors in Indonesian Economy, 1990,1995 and 2000. 


Perubahan/Changes (%) 


Sektor/Sectors 1990 1995 2000 1990-1995 1995-2000 
Pertanian Non Perikanan/ 0,51381 (9) 0,71055 (7) 0,72705 (7) 38,29 2,32 
Agriculture Non Fisheries 
Perikanan Primer/Primary 
Fisheries: 

- Perikanan Laut / Marine 0,76003 (6) 0,71415 (6) 0,67262 (8) 6,04 -5,82 
Fisheries 
- Perikanan Darat / Inland 0,63184 (7) 0,66383 (8) 0,72362 (6) 5,06 9,01 


fisheries 
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Tabel 2. lanjutan/ Table 2. continued 


Perubahan/Changes (%) 
Sektor/Sectors 1990 1995 2000 1990-1995 1995-2000 


Perikanan Sekunder/ 
Secondary Fisheries: 


- Industri Pengeringan 0,60122 (8) 0,63805 (9) 0,63025 (9) 6,13 -1,22 
dan Penggaraman Ikan/ 
Drying and Salting 
Processing Industries 

- Industri Pengolahan 1,03457 (5) 1,00727 (5) 1,01522 (5) -2,64 0,79 


dan Pengawetan 
Ikan/Processing and 
Preserving Industries 


Pertambangan dan Galian/ 1,62345 (1) 1,31610 (3) 1,28206 (3) 18,93 -2,59 
Mining and Quarrying 
Industri Pengolahan Hasil 1,15091 (4) 1,43027 (1) 1,40399 (2) 24,27 -1,84 


Pertanian Non Perikanan/ 
Agriculture Non Fisheries 
Processing Industries 


Industri Pengolahan Lainnya/ 1,24345 (3) 1,12894 (4) 1,11752 (4) -9,21 -1,01 
Other Processing Industries 


Jasa-Jasa dan Lainnya/ 1,44072 (2) 1,39084 (2) 1,42768 (1) -3,46 2,65 
Services and Others 


Sumber : Hasil Pengolahan Data Tabel Input Output Tahun 1990, 1995 dan 2000 

Source : Results of Data Processing of Input Output Table 1990, 1995 and 2000 

Keterangan: Angka dalam kurung (...) menunjukkan peringkat besaran indeks keterkaitan total ke belakang (daya 
penyebaran total) 

Remarks :(....)is rank of backward linkage index 


Serktor 


-20 -15 -10 -5 o 5 10 t5 20 25 30 35 40 
Perubahan Indeks Keterkaitan Total ke Belakang (%) 


æ Periode 1990-1995 ga Periode 1995-2000 


Gambar 1. Perubahan Indeks Keterkaitan Total ke Belakang dari Sub Sektor Kelompok 
Perikanan Primer dan Perikanan Sekunder serta Sektor Lainnya dalam 
Perkonomian Indonesia pada Periode 1990-1995 dan 1995-2000. 

Figure 1. Index Change of Backward Linkage of Primary Fisheries and Secondary Fisheries 
and Other Sectors in Indonesian Economy, 1990-1995 and 1995-2000. 
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Keterangan/Remarks: 


Sektor-1 = Pertanian Non Perikanan/Sector -1 - Agriculture Non Fisheries 


Sektor-2 = Perikanan Laut/ Sector -2 = Marine Fisheries 


Sektor-3 = Perikanan Perikanan Darat/Sector -3 = Inland Fisheries 

Sektor-4 = Industri Pengeringan dan Penggaraman Ikan/Sector-4 = Drying and Salting Fisheries Processing Industries 
Sektor-5 = Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan/Sector -5 = Processing and Preserving Fisheries Industries 
Sektor-6 = Pertambangan dan Penggalian/Sector -6 = Mining and Quarrying 

Sektor-7 = Industri Pengolahan Hasil Pertanian Non Perikanan / Sector - 7 = Agriculture Non Fisheries Processing 


Industries 


Sektor-8 = Industri Pengolahan Lainnya/Sector -8 = Other Processing Industries 
Sektor-9 = Jasa-Jasa dan Lainnya/Sector -9 = Services and Others 


keterkaitan total ke belakang (daya 
penyebaran total) yang lebih besar dari rata- 
rata keseluruhan sektor dalam perekonomian 
nasional dengan peringkat ke-5 (lima) pada 
setiap tahun analisis, sedangkan untuk sub 
sektor industri pengeringan dan penggaraman 
ikan di bawah rata-rata keseluruhan sektor 
dengan peringkat antara 8 (delapan) dan 9 
(sembilan). 

Namun demikian, dari Tabel 2 dan 
Gambar 1 terlihat bahwa kinerja keterkaitan 
total ke belakang (daya penyebaran total) 
kedua industri di perikanan sekunder, dalam 


perkembangannya menunjukkan 
kecenderungan yang berbeda. Untuk industri 
pengeringan dan penggaraman ikan berubah 
dengan kecenderungan yang menurun, yaitu 
dari sebesar 6,13% menjadi -1,22%, 
sedangkan untuk industri pengolahan dan 
pengawetan ikan berubah dengan 
kecenderungan yang meningkat, yaitu dari 
sebesar -2,64% menjadi 0,79%. 


Keterkaitan Total ke Depan 
Dari Tabel 3 diketahui bahwa selama 
kurun waktu 10 tahun (sejak tahun 1990 


Tabel 3. Indeks dan Peringkat Keterkaitan Total ke Depan Sub Sektor di Kelompok 
Perikanan Primer, Kelompok Perikanan Sekunder dan Keseluruhan Sektor 
Dalam Perekonomian Indonesia, Tahun 1990, 1995 dan 2000 
Table 3. Index and Rank of Total Forward Linkage of Primary Fisheries, Secondary Fisheries 
andAll Sectors in Indonesian Economy, 1990,1995 and 2000 


Sektor/Sector 1990 


1995 


Perubahan (%) 
Change(%) 
1990-1995 1995-2000 


2000 


Pertanian Non Perikanan/ 2,60426 (1) 


Agriculture Non Fisheries 


Perikanan Primer / Primary 
Fisheries: 
- Perikanan Laut / Marine 
Fisheries 
- Perikanan Darat/ Inland 
Fisheries 


0,96617 (4) 


0,58014 (7) 


Perikanan Sekunder/ 
Secondary Fisheries: 

- Industri Pengeringan 
dan Penggaraman Ikan/ 
Drying and Salting 
Processing Industries 

- Industri Pengolahan 
dan Pengawetan Ikan/ 
Processing and 
Preserving Industries 


0,81989 (5) 


0,46397 (9) 


1,16118 (1) 


1,09697 (4) 


0,79563 (7) 


0,92178 (6) 


0,53126 (9) 


1,06642 (2) -55,41 -8,16 


0,93855 (6) 13,54 -14,44 


0,66314 (9) 37,14 -16,65 


1,02526 (3) 12,43 11,23 


0,76538 (7) 14,50 44,07 
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Tabel 3. lanjutan/ Table 3. continued 


Perubahan (%)/ 


Sektor/Sector 1990 1995 2000 Change(%) 
1990-1995 1995-2000 

Pertambangan dan Galian/ 0,48228 (8) 0,56271 (8) 0,71583 (8) 16,68 27,21 
Mining and Quarrying 
Industri Pengolahan Hasil 0,80204 (6) 1,02188 (5) 1,02009 (4) 27,41 -0,18 
Pertanian Non Perikanan / 
Agriculture non Fisheries 
Processing Industries 
Industri Lainnya/ 1,09902 (3) 1,33513 (3) 1,01093 (5) 21,48 -24,28 
Other Industries 
Jasa dan Sektor Lainnya/ 1,18224 (2) 1,57345 (2) 1,79440 (1) 33,09 14,04 


Services and Others 


Sumber: Hasil Pengolahan Data Tabel Input Output Tahun 1990, 1995 dan 2000 
Source : Data Processing of Input Output Table 1990, 1995 and 2000 
Keterangan: Angka dalam Kurung (...) Menunjukkan Peringkat Besaran Indeks Keterkaitan ke Depan (derajat kepekaan) 


Remarks: (...) is Rank of Forward Linkage Index 


hingga 2000) berdasarkan besaran indeks 
keterkaitan total ke depan (derajat kepekaan 
total), perikanan laut memiliki keterkaitan total 
ke depan (derajat kepekaan total) yang 
mendekati rata-rata keseluruhan sektor dalam 
perekonomian nasional dengan peringkat 
antara 4 (empat) dan 6 (enam), bahkan untuk 
tahun 1995 mampu mencapai lebih besar dari 
rata-rata keseluruhan yang menduduki 
peringkat ke-4 (empat). 

Kondisi keterkaitan total ke depan 
(derajata kepekaan total) yang serupa dengan 
kelompok perikanan primer (perikanan laut 
dan perikanan darat) terjadi pada kelompok 
perikanan sekunder (industri pengeringan dan 
penggaraman ikan dan industri pengolahan 
dan pengawetan ikan). Selama kurun waktu 
10 tahun (sejak tahun 1990 hingga 2000), 
besaran indeks keterkaitan total ke depan 
(derajat kepekaan total) industri pengeringan 
dan penggaraman ikan mendekati rata-rata 
keseluruhan sektor dalam perekonomian 
nasional dengan peringkat antara 3 (tiga) dan 
6 (enam), bahkan untuk tahun 2000 sempat 


lebih besar dari rata-rata keseluruhan yang 
menduduki peringkat ke 3 (tiga). Namun bila 
dibandingkan berdasarkan kecenderungan 
perubahan keterkaitan total ke depan (derajat 
kepekaan total) kelompok perikanan primer, 
kondisi perubahan yang sebaliknya justru 
terjadi pada kelompok perikanan sekunder. Di 
kelompok perikanan sekunder ini secara relatif 
mampu menunjukkan keterkiatan total ke 
depan (derajat kepekaan total) yang semakin 
meningkat terutama untuk industri pengolahan 
dan pengawetan ikan yang meningkat dari 
perubahan sebesar 14,50% pada periode 
1990-1995 menajadi sebesar 44,07% pada 
periode 1995-2000, sedangkan untuk indeks 
keterkaitan tersebut pada industri 
pengeringan dan penggaraman ikan relatif 
tetap atau berubah menurun dengan kisaran 
yang relatif sangat rendah. 

Selanjutnya bila dilihat dari arah dan 
besaran perubahannya (Tabel 3 dan Gambar 
2), ternyata selama kurun waktu tersebut (dari 
periode 1990-1995 ke 1995-2000), baik 
perikanan laut maupun perikanan darat 
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Gambar 2. Perubahan Indeks Keterkaitan Total ke Depan dari Sub Sektor Kelompok 
Perikanan Primer dan Perikanan Sekunder serta Sektor Lainnya dalam 
Perkonomian Indonesia pada Periode 1990-1995 dan 1995-2000. 

Figure 2. Index Change of Total Forward Linkage of Primary and Secondary Fisheries and 
Other \Sectors in Indonesian Economy, 1990-1995 and 1995-2000 


Keterangan/Remarks: 


Sektor-1 = Pertanian Non Perikanan/Sector-1 - Agriculture Non fisheries 


Sektor-2 - Perikanan Laut/Sector-2 - Marine Fisheries 
Sektor-3 


Perikanan Perikanan Darat/Sector-3 - Inland Fisheries 


Sektor-4 = Industri Pengeringan dan Penggaraman Ikan/Sector -4 = Drying and SaltingFisheries Processing Industries 
Sektor-5 - Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan/Sector-5 - Processing and Preserving Fisheries Industries 
Sektor-6 = Pertambangan dan Penggalian/Sector -6 = Mining and Quarrying 


Sektor-7 
Industries 


Industri Pengolahan Hasil Pertanian Non Perikanan/Sector -7 - Agriculture Non Fisheries Processing 


Sektor-8 - Industri Pengolahan Lainnya/Sector -8 = Other Processing Industries 
Sektor-9 = Jasa-Jasa dan Lainnya/Sector-9 = Services and Others 


menunjukkan perkembangan kinerja 
keterkaitan total ke depan (derajat kepekaan 
total) yang semakin menurun. Hal ini 
ditunjukkan dari besaran indeks keterkaitan 
total ke belakang (daya penyebaran total) sub 
sektor perikanan laut yang menurun dari 
sebesar 13,54 % menjadi sebesar -14,44%, 
dan dari sebesar 37,14% menjadi sebesar - 
16,65% untuk sub sektor perikanan darat. 


Keterkaitan Perikanan Primer dan 
Perikanan Sekunder 

Dengan menggunakan besaran 
koefisien dari hubungan keterkaitan total ke 


belakang dan ke depan antara sub sektor di 
kelompok perikanan primer (perikanan laut 
dan perikanan darat) dengan sub sektor di 
kelompok perikanan sekunder (industri 
pengeringan dan penggaraman ikan dan 
industri pengolahan dan pengawetan ikan), 
khususnya yang dihasilkan dari matriks 
inverse Leontief --bukan dari matriks koefisien 
teknis karena menghasilkan koefisien secara 
keseluruhan sebesar nol-- seperti tertera pada 
Tabel 4, dapat diketahui bahwa keterkaitan ke 
depan dari sub sektor di kelompok perikanan 
primer ke sub sektor di kelompok perikanan 
sekunderjauh lebih kuat dibandingkan dengan 


30 Keterkaitan Sektor Perikanan.....Model Input-Output (Tajerin, Risna Y, Sastrawidjaja dan Asnawi) 


Tabel 4. Koefisien Keterkaitan Ke belakang dan ke depan antara Sub Sektor di Kelompok 
Perikanan Primer dengan Sub Sektor di Kelompok Perikanan Sekunder, 


Indonesia,1990, 1995 dan 2000 
Table4. 


Coefficient of Backward and Forward Linkage Between Primary Fisheries and 


Secondary Fisheries in Indonesia, 1990, 1995 and 2000 


Arah Keterkaitan/ 


Direction of Linkage 


A. Keterkaitan ke Belakang/ A. Keterkaitan ke Depan/ 


Backward Linkage Forward Linkage 
- Dari PIL ke IKG - Dari IKG ke PIL 
- Dari PIL ke IOA - Dari IOA ke PIL 
- Dari PID ke IKG - Dari IKG ke PID 
- Dari PID ke IOA - Dari IOA ke PID 
B. Keterkaitan ke Depan/ B. Keterkaitan ke Belakang/ 
Forward Linkage Backward Linkage 
- Dari PIL ke IKG - Dari IKG ke PIL 
- Dari PIL ke IOA - Dari IOA ke PIL 
- Dari PID ke IKG - Dari IKG ke PID 
- Dari PID ke IOA - Dari IOA ke PID 


Kecenderungan 
Perubahan / 
Trend of Change 


1990 1995 2000 


0,0000186 
0,0000331 
0,0000136 
0,0000534 


0,0000020 
0,0000509 
0,0000152 
0,0000697 


0,0004945 
0,0007763 
0,0003496 
0,0004648 


Meningkat/Increased 
Meningkat/Increased 
Meningkat/Increased 
Meningkat/Increased 


Menurun/Decreased 
Fluktuatif/Fluctuated 
Menurun/Decreased 
Fluktuatif/Fluctuated 


0,7593945 
0,0176553 
0,2678837 
0,1245049 


0,0273706 
0,7011443 
0,0185024 
0,3156189 


0,0221332 
0,4863083 
0,0166889 
0,2564997 


Sumber: Hasil Pengolahan Data Tabel Input Output Tahun 1990, 1995 dan 2000 


Source : Data Processing of Input Output Table 1990, 1995 and 2000 


Keterangan: PIL: Sub sektor perikanan laut dan hasil perairan laut lainnya; PID: Sub sektor perikanan darat dan hasil perairan darat 
lainnya, IKG: Sub sektor industri pengeringan dan penggaraman ikan dan biota perairan lainnya, IOA: Sub sektor industri 
pengolahan dan pengawetan Ikan dan biota perairan lainnya 

Remarks : PIL: Sub sector of marine fisheries and result: PID : sub sector of inland fisheries and result: IKG : sub sector of drying and 
salting industries; IOA : sub sector of processing and preserving industries. 


keterkaitan ke belakangnya, atau dengan kata 
lain keterkaitan ke belakang dari sub sektor di 
kelompok perikanan sekunder jauh lebih kuat 
dibandingkan dengan keterkaitan ke 
belakangnya. Keterkaitan antara kedua 
kelompok perikanan tersebut lebih 
mencerminkan keterkaitan ke depan 
(dibandingkan ke belakang) dari kelompok 
perikanan primer ke kelompok perikanan 
sekunder berupa aliran pasokan komoditas 
ikan untuk bahan baku. 

Kisaran nilai koefisien untuk keterkaitan 
ke depan dari kelompok perikanan primer ke 
kelompok perikanan sekunder berkisar 
sebesar 0,0166889 hingga 0,7593945, 
sedangkan untuk keterkaitan ke belakangnya 
berkisar sebesar 0,0000020 hingga 
0,0007763. Namun bila dilihat dari 
kecenderungan perubahannya, ternyata untuk 


keterkaitan ke depan antara perikanan darat 
dan perikanan laut dengan industri 
pengeringan dan penggaraman ikan 
cenderung menurun, sedangkan antara 
perikanan darat dan perikanan laut dengan 
industri pengolahan dan pengawetan ikan 
cenderung berfluktuasi, sedangkan untuk 
keterkaitan ke belakang seluruhnya baik 
antara perikanan laut dan perikanan darat 
dengan industri pengeringan dan 
penggaraman ikan maupun dengan industri 
pengolahan hasil perikanan cenderung 
meningkat. 


KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 
Kesimpulan 


Selama periode 1990-2000, secara 
rata-rata keterkaitan sektor perikanan dalam 
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Gambar 3. Kecenderungan Perubahan Koefisien 
Keterkaitan ke Belakang Antar Sub 
Sektor dalam Sektor Perikanan 
Figure 3.Change Coefficient Trend of Backward 
Linkage Among Sub Sectors in Fisheries 
Sector 


perekonomian nasional masih relatif lemah, 
karena selama periode tersebut kecuali 
industri pengolahan dan pengawetan ikan 
memiliki indeks keterkaitan lebih rendah dari 
rata-rata keseluruhan sektor dalam 
perekonomian (di bawah satu). 
Kecenderungan penguatan keterkaitan ke 
belakang terjadi pada perikanan darat dengan 
indeks yang meningkat dari sebesar 5,06% 
pada periode 1990-1995 menjadi sebesar 
9,10% pada periode 1995-2000. Sedangkan 
penguatan keterkaitan ke depan terjadi pada 
industri pengolahan dan pengawetan ikan 
dengan indeks yang meningkat dari sebesar 
14,50% pada periode 1990-1995 menjadi 
sebesar 44,07% pada periode 1995-2000. 
Keterkaitan ke depan dari kelompok perikanan 
primer ke kelompok perikanan sekunder jauh 
lebih kuat dibandingkan dengan keterkaitan ke 
belakangnya, atau keterkaitan ke belakang 
dari kelompok perikanan sekunder jauh lebih 
kuat dibandingkan dengan keterkaitan ke 
depannya. Keterkaitan antara kedua 
kelompok perikanan tersebut lebih 


Gambar 4. Kecenderungan Perubahan 
Koefisien Keterkaitan ke Belakang 
Antar Sub Sektor dalam Sektor 
Perikanan 
Figure 4. Change Coefficient Trend of Backward 
Linkage Among Sub Sectors in 
Fisheries Sector 


mencerminkan keterkaitan ke depan 
(dibandingkan ke belakang) dari kelompok 
perikanan primer ke kelompok perikanan 
sekunder berupa aliran pasokan komoditas 
ikan untuk bahan baku. Namun bentuk 
keterkaitan ini masih tergolong lemah dan 
cenderung semakin melemah selama kurun 
waktu 10 tahun (sejak tahun 1990 hingga 
2000). 


Implikasi Kebijakan 

Meskipun selama periode 1990-2000 
keterkaitan sektor perikanan (baik dari sub 
sektor di kelompok primer maupun sekunder) 
yang secara rata-rata masih relatif lemah, 
namun pada masa mendatang berpotensi 
menjadi sebagai sektor unggulan (leading 
sector) nasional, sehingga ”jargon” bahwa 
sektor perikanan sebagai penghela utama 
(prime mover) perekonomian nasional -- 
terutama untuk tujuan memulihkan 
perekonomian nasional yang sedang 
terpuruk-- bukan merupakan slogan semata. 
Hal ini karena terdapat kecenderungan 
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keterkaitan yang semakin menguat dari kedua 
kelompok perikanan tersebut dalam 
perekonomian nasional (khususnya perikanan 
darat untuk keterkaitan ke belakang dan 
industri pengolahan dan pengawetan ikan 
untuk keterkaitan ke depan). 

Untuk mewujudkan peranan sektor 
perikanan sebagai sektor unggulan 
tampaknya tidak dapat terlepas dari upaya 
mensinergikan antara sub sektor di kelompok 
perikanan primer dan sub sektor di kelompok 
perikanan sekunder. Namun yang menjadi 
pertanyaan adalah bagaimana bentuk sinergi 
yang harus dilakukan. Dari hasil kajian ini 
ditemukan bahwa keterkaitan ke depan dari 
kelompok perikanan primer ke perikanan 
sekunderjauh lebih kuat dibandingkan dengan 
keterkaitan ke belakangnya. Oleh karena itu, 
bentuk sinergis dengan cara mengoptimalkan 
keterkaitan keterkaitan ke depan dari 
perikanan primer ke perikanan sekunder, 
namun tetap mengupayakan penguatan 
keterkiatan ke belakang, sehingga bentuk 
sinergi tersebut tidak hanya hubungan ke hilir 
memposisikan perikanan primer sebagai 
pemasok bahan baku bagi kegiatan sektor 
lain, utamanya kelompok perikanan sekunder 
tetapi juga harus lebih memperkuat hubungan 
ke hulu. 

Melihat fenomena tersebut, terbukti 
bahwa pengembangan program revitalisasi di 
bidang perikanan yang telah ditempuh 
pemerintah merupakan langkah yang tepat, 
namun akan lebih efektif bila program 
revitalisasi tersebut dapat lebih 
mengakomodasi pentingnya pengintegrasian 
secara vertikal dan sinergis dengan 
memperkuat bentuk hubungan ke hulu ke hilir 
antara kegiatan usaha di kelompok perikanan 
primer (perikanan laut dan perikanan darat) -- 
melalui kegiatan budidaya maupun tangkap 
sebagai penyedia bahan baku-- dengan 
kelompok perikanan sekunder sebagai 
pengguna dari bahan baku tersebut. 
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KONTRIBUSI EKSPOR SEKTOR PERIKANAN 
DALAM PEREKONOMIAN NASIONAL: 
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ABSTRACT 


Kajian ini bertujuan mengetahui sejauhmana kontribusi ekspor sektor perikanan "dalam arti luas” 
dalam perekonomian nasional, khususnya pada pertumbuhan output, pendapatan masyarakat dan 
penyerapan tenaga kerja. Kajian ini menggunakan data sekunder yaitu tabel Input Output tahun 2000 yang 
dikeluarkan oleh BPS. Kajian ini menggunakan metode analisis Input Output. Hasil kajian memperlihatkan 
bahwa kontribusi ekspor sub sektor industri pengolahan hasil perikanan dalam pembentukan output dan 
pendapatan masyarakat ternyata jauh lebih besar dibandingkan dengan sektor perikanan yaitu masing- 
masing 10,28% dari Rp 102.264.263 juta; 5.55% dari Rp. 28.721.949. Namun sebaliknya dalam 
penyerapan tenaga kerja, ternyata kontribusi ekspor sektor perikanan justru lebih besar dibandingkan 
dengan sub sektor industri pengolahan hasil perikanan sebesar 7,45% dari 2.685.339 orang. Oleh karena 
itu diperlukan peran pemerintah secara lebih nyata dalam mendorong besaran multiplier effect melalui 
penciptaan lapangan kerja dari kegiatan ekspor sub sektor industri pengolahan hasil perikanan dengan cara 
menumbuhkan kegiatan usaha di sub sektor industri perikanan yaitu di sub sektor industri pengeringan dan 
penggaraman dan sub sektor industri pengolahan dan pengawetan ikan. 


Kata Kunci: Ekspor, Perikanan, Perekonomian 


Abstract: Export Contribution of Fisheries sector in National Economy: An Input Output Analysis. 
By: Risna Yusuf and Tajerin 


The objective of the research is to assess the extent of export contribution of Fisheries sub sector and 
its products in National Economy, especially on output growth, social income and labor absorption. 
Secondary data of input output table 2000, which published by BPS was used in this study. The method of 
input output analysis was used. Results of the research indicate that export contribution of processed fish 
product industries on output growth and social income are higher than the fisheries sector, which are 10.28% 
of Rp 102.264.26% and 5.55% of Rp 28.721.949, respectively. On the other hand, contribution of fisheries 
sector is higher than the one of processed fish product industries. Therefore, the government plays an 
important role to boost the multiplier effect on labor absorption of industrial fish processing by growing the 
activities on this sector; i.e. salted and dried fish and processed and preserved fish in terms of labor 
absorption. 


Keyword: Export, Fisheries, Economy 
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PENDAHULUAN 


Penerapan kebijakan orientasi ekspor 
telah diterapkan oleh banyak negara di dunia, 
baik negara-negara maju dan negara-negara 
industri baru (Newly Industrialized Countries, 
NICs) seperti Korea Selatan, Taiwan, China 
dan Singapura. Berkat kebijakan tersebut 
negara-negara tersebut menjadi kuat 
ekonominya karena terbukti mampu 
mendorong peningkatan ekspor secara pesat. 
Orientasi ekspor dianggap dapat 
mengarahkan kepada kondisi alokasi 
sumberdaya yang efisien, penggunaaan 
kapasitas produksi yang lebih besar, 
pencapaian skala ekonomi, memperbaiki 
teknologi sebagai upaya merespon 
persaingan di luar negeri serta memberikan 
kontribusi untuk meningkatkan pekerjaan di 
negara-negara surplus tenaga kerja (Balassa, 
1976, Balassa et al., 1987). Negara-negara 
penganut kebijakan orientasi ekspor (outward 
oriented) lebih baik kinerja ekspornya 
dibanding dengan negara-negara yang tidak 
menganut kebijakan tersebut (inward oriented) 
(Bank Dunia, 1967 dalam Dodaro, 1991). 

Indonesia sebagai negara yang 
berbasis sumberdaya alam, masih 
menggantungkan kegiatan ekspornya pada 
komoditas maupun produk yang dihasilkan 
dari sektor primer seperti tanaman bahan 
makanan, perkebunan, peternakan, 
kehutanan dan perikanan. Khusus komoditas 
atau produk perikanan Indonesia hingga saat 
ini masih memiliki variasi yang sangat terbatas 
dan jauh lebih rendah dibandingkan dengan 
negara tetangga seperti Thailand, Philipina 
bahkan terhadap Vietnam sekalipun. Padahal 
potensi perikanan Indonesia relatif lebih besar 
dibandingkan ketiga negara tersebut. Hal ini 
mengakibatkan daya saing ekspor komoditas 
maupun produk perikanan Indonesia dalam 
posisi yang tidak menguntungkan dibanding 
negara-negara lain. Kondisi daya saing 
tersebut tentunya menjadi semakin buruk lagi 
bila ke depan kurang mendapat dukungan 


nyata dari pemerintah, khususnya melalui 
berbagai kemudahan dan upaya-upaya yang 
mendorong terciptanya iklim yang kondusif 
bagi peningkatan kinerja ekspor perikanan 
secara menyeluruh. 

Kajian ini bertujuan mengetahui 
sejauhmana kontribusi ekspor sektor 
perikanan dalam perekonomian nasional, 
khususnya pada pertumbuhan output, 
pendapatan masyarakat dan penyerapan 
tenaga kerja. Hasil kajian ini diharapkan dapat 
berguna sebagai bahan masukan bagi 
perumusan kebijakan yang terkait dengan 
peningkatan kinerja ekspor perikanan. 


METODE 


Landasan Teori 

Analisis data dalam kajian ini dilakukan 
dengan pendekatan model input-output (I-O). 
Dalam prakteknya, model I-O merupakan 
salah satu alat analisis yang banyak 
digunakan dalam berbagai disiplin ilmu, 
seperti: ekonomi, geografi, regional science 
dan sebagainya. Analisis I-O ini pertama kali 
dikembangkan oleh Professor Leontief dari 
Universitas Havard yang berhasil menyusun 
tabel |-O Amerika Serikat. Model I-O tersebut 
merupakan penyederhanaan dari 
keseimbangan umum (general eguilibrium) 
yang dikemukakan oleh Leon Walras (Miller 
and Blair, 1985). Oleh Leontief persamaan 
rumit dari teori keseimbangan tersebut 
disederhanakan sehingga menjadi model 
yang memungkinkan untuk diterapkan secara 
empiris. 

Dalam proses penyusunan tabel I-O 
diperlukan suatu tahapan untuk 
mengelompokkan barang dan jasa ke dalam 
kelompok-kelompok tertentu. Proses 
pengelompokkan barang dan jasa ini dikenal 
sebagai proses klasifikasi sektor. Dalam 
praktek penyusunan tabel I-O, klasifikasi 
sektor harus dilakukan pada tahap awal. 

Sesuai dengan namanya, model I-O 
pada dasarnya berisikan gambaran mengenai 
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saling keterkaitan antara suatu sektor yang 
digunakan sebagai input, baik untuk 
menghasilkan output sektor itu sendiri maupun 
sektor lain. Keterkaitan antara input dan 
output tersebut secara sederhana dapat 
digambarkan dalam tabel transaksi seperti 
tertera pada Tabel 1. 

Sesuai dengan azas keseimbangan 
umum yang melandasi konsep I-O, output 
suatu sektor seluruhnya habis digunakan oleh 
sektor lainnya (termasuk oleh sektornya 
sendiri) baik sebagai input antara untuk suatu 
proses produksi lebih lanjut maupun 
permintaan akhir, misalnya untuk konsumsi 
rumah tangga dan pemerintah, investasi atau 
ekspor (Nazara, 1997). Dengan demikian total 


Total output suatu sektor sama dengan 
total input sector tersebut: Xi = Xj (untuk i = j). 
Dalam neraca produksi, keuntungan adalah 
selisih antara nilai penjualan dengan biaya 
produksi. Biaya produksi dalam hal ini terdiri 
dari atas dua bagian utama, yaitu: pertama, 
biaya bahan baku, termasuk untuk jasa 
(misalnya angkutan, perbankan dan 
sebagainya), kedua, biaya untuk upah dan 
gaji, termasuk pajak. Biaya yang dikeluarkan 
untuk memperoleh barang dan jasa tersebut 
dalam table IO identik dengan input antara, 
sedangkan upah dan gaji, keuntungan dan 
pajak identik dengan input primer (nilai tambah 
bruto). Dengan demikian total input suatu 
sektor adalah jumlah seluruh input antara 


Tabel 1. Tabel Transaksi Input Output Antar Sektor 
Table 1. Input Output Transaction Table According to Sectors 


Sektor Pembeli Permintaan Total 
Sektor Penjual Buyer Sector Akhir Output 
Seller Sector i Total 
1 2 N Final Demand 
Output 
1 X11 X12 Xin F, X4 
2 X21 X22 X2n F2 X2 
N Xn1 Xn2 Xnn Fr Xn 
Input Primer Vi V2 Vn 
Total Input X4 X2 Xn 


Sumber: Perserikatan Bangsa-Bangsa (1988). 
Source : United Nation (1998) 
Keterangan/ Remarks : 


xij = Besaran Output dari Sektor i untuk Digunakan sebagai Input oleh Sektor j/Output of Sector i as Input by Sector j 


Xi = Total Output dari sektor I/Total Output of Sector i 
Xj = Total Input dari Sektor j/Total Input of Sector j 


Fi = Besaran Permintaan Akhir Terhadap Sektor I/Final Demand of Sector I 


output sector i (Xi) adalah jumlah output sektor 
i yang digunakan sebagai input oleh sektor j (j 
= 1, 2, ... n) ditambah dengan permintaan 
akhir, yang dalam bentuk notasi matriks 
persamaan (1) tersebut dapat ditulis sebagai: 


Fay ASAS hn (1) 


dimana: 

xij = banyaknya output sektor i yang 
digunakan sebagai input oleh sektor j 

Fi = permintaan akhir terhadap output sektor i 

Xi total output sektor i 


ditambah input primer, yang dalam bentuk 
notasi matriks ditulis sebagai: 


or Ve = AGYA, ae n (2) 


dimana: 

xij = banyaknya output sektor i yang 
digunakan sebagai input oleh sektor j 
input primer (nilai tambah) sektor j 

total output sektor j 

Aliran antara kegiatan usaha dari suatu 
sektor dengan sektor lainnya dapat 
ditransformasikan menjadi koefisien-koefisien 


Vi 
xj 
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yang mencerminkan hubungan secara teknis 
di antara sektor-sektor yang saling berinteraksi 
atau disebut sebagai koefisien-koefisien teknis 
(Miller and Blair, 1985; Nazara, 1997) dengan 
asumsi bahwa: (1) jumlah berbagai pembelian 
adalah tetap untuk sebuah tingkat total 
keluaran (dengan kata lain, tidak ada 
economic of scale); dan (2) tidak ada 
kemungkinan substitusi antara sebuah bahan 
baku masukan dengan bahan baku masukan 
lainnya (dengan kata lain, bahan baku 
masukan dibeli dalam proporsi yang tetap). 
Berdasarkan persamaan (1) atau persamaan 
(2) dan dengan menggunakan asumsi bahwa 
Xi = Xj (total input sama dengan total output), 
sehingga menjadi: 


a, =x,,/X;, atau x, =a,X; (3) 


dengan memasukkan persamaan (4) ke dalam 
persamaan (2), dalam bentuk matriks didapat: 


£ aX, + F, = X, atau AX, +F, =X, (4) 


dengan memanipulasi, persamaan (6) didapat 
hubungan dasar dari Tabel IO sebagai berikut: 


(I-A) F5X (5) 


Dimana (7-4)' dinamakan sebagai matriks 
kebalikan Leontief. Matriks ini merangkum 
seluruh dampak dari perubahan produksi 
suatu sektor terhadap total produksi sektor- 
sektor lainnya ke dalam koefisien-koefisien 
yang disebut sebagai pengganda yang 
merupakan angka-angka yang terlihat di 
dalam matriks (/-A)-/. 

Dari besaran nilai pengganda tersebut 
dapat diketahui sejauhmana peranan sub 
sektor perikanan dan industri pengolahan hasil 
perikanan dalam perekonomian nasional. 
Angka pengganda dalam hal ini berupa suatu 
koefisien yang menyatakan kelipatan dampak 
langsung dan tidak langsung dari peningkatan 
permintaan akhir suatu sektor sebesar satu 
unit terhadap produksi total semua sektor 
(Miller dan Blair, 1985). Pada intinya, analisis 
angka pengganda berupaya melihat apa yang 
terjadi terhadap variabel-variabel endogen 
tertentu apabila terjadi perubahan variable- 


variabel eksogen, seperti permintaan akhir di 
dalam perekonomian yang meliputi: konsumsi 
rumah tangga, pengeluaran pemerintah, 
pembentukan modal tetap (investasi), 
perubahan stok dan ekspor (Nazara, 1997). 


Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam kajian ini 
adalah data sekunder dari buku Tabel Input- 
Ouput Tahun 2000 yang disusun oleh Badan 
Pusat Statistik (1994, 1999, 2004”) berupa 
"tabel transaksi domestik atas dasar harga 
produsen dalam satuan jutaan rupiah”. Untuk 
dapat merekam kontribusi ekspor sub sektor 
perikanan dan industri pengolahan hasil 
perikanan, dalam kajian ini digunakan Tabel 
Input-Output menurut klasifikasi 175 x 175 
sektor untuk tahun 2000. Selanjutnya dari 
tabel tersebut diklasifikasi kembali 
(reklasifikasi) dengan menggunakan teknik 
agregasi, sehingga menjadi matriks dengan 
klasifikasi 9 x 9 sektor, seperti tertera pada 
Tabel 2. 


Metode Analisis Data 

Dalam kajian ini, untuk menganalisis 
kontribusi ekspor sub sektor perikanan dan 
industri pengolahan perikanan dalam 
perekonomian nasional dilakukan dengan 
menggunakan pendekatan model input-output 
berdasarkan persamaan yang dapat 
diturunkan dari tabel domestik di atas adalah: 
- Persamaan menurut baris, 


Xf =x FS (6) 
- Persamaan menurut kolom, 

XS =x,+M,+V, (7) 
dimana: 


= input antara sektor ke-j yang berasal 


y 
dari produksi domestik sektor ke-i 
d 


Ff = permintaan akhir yang berasal dari 
produksi domestik sektor ke-i 

xX = output domestik sektor ke-i, untuk 7 = 1, 
2,3 

x" = input domestik sektor ke-j, untuk j = 1, 2, 
sah 
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Tabel 2. Pengklasifikasian Kembali Sektor-Sektor dari Tabel Input-Output yang 
digunakan menjadi Klasifikasi Matriks Ukuran 9 x 9 Sektor 
Table 2. Sectors Reclassification from Input Output Table to 9x 9 Matrix Classification 


Sektor-Sektor dalam Tabel Input-Output / 


ph. semat sr Sectors in Input Output Table 
p 1990 1995 2000 
1 Pertanian Non Perikanan/ Agriculture 1-28 1-31 1-30 


Non Fisheries 


Perikanan Primer/Primary Fisheries: 
2 - Sub Sektor Perikanan Laut dan Hasil 29 32; 34L 90”) Si: 33Loo” 2 
Perairan Laut Lainnya/ Sub Sector of 
Marine Fisheries and Its Result 
3 - Sub Sektor Perikanan Darat dan Hasil 30 33: 34Doo”” 32: 33Doo***) 
Perairan Darat Lainnya/Sub Sector of 
Fresh Water Fisheries and Its Result 


Perikanan Sekunder/ Secondary 
Fisheries: 
4 - Sub Sektor Industri Pengeringan dan 31 53 53 
Penggaraman Ikan dan Biota Perairan 
Lainnya/ Sb Sector Drying and Salting 
Processing Industries 
5 - Sub Sektor industri Pengolahan dan 48 54 54 
Pengawetan Ikan dan Biota Perairan 
Lainnya/Sub Sector Processing and 
Preserving Industries 


6 Pertambangan dan Penggalian/ Mining 32 — 34 36 — 48 35 — 48 
and Quarrying 
47 — 47; 49 — 52; 49 — 52; 
7 Industri Pengolahan Hasil Pertanian Non 49 — 83 55 - 91 55 — 93 
Perikanan/ Agriculture Non Fisheries 
Processing Industries 
84 — 131 92 — 139 94 — 141 
8 Industri Pengolahan Lainnya/ Other 
Processing Industries 
9 Jasa dan Lainnya/ Service and Others 132 — 161 35; 140-172 34; 142 — 175 


Keterangan: 
“) Proporsi Output Sektor 34 (udang) untuk Sektor 29 Sebesar 54,1% yang Berasal dari Udang Hasil Tangkapan di Laut pada Tahun 
1995 (BPS, 2004b) 
**) Proporsi Output Sektor 34 (udang) untuk Sektor 30 Sebesar 45,9% yang Berasal dari Udang Hasil Budidaya Tambak dan 
Tangkapan di Perairan Umum pada Tahun 1995 (BPS, 2004b) 
***) Proporsi Output Sektor 34 (udang) untuk Sektor 29 Sebesar 54,5% yang Berasal dari Udang Hasil Tangkapan di Laut pada Tahun 
2000 (BPS, 2004b) 
****) Proporsi Output Sektor 34 (udang) untuk Sektor 30 Sebesar 54,5% yang Berasal dari Udang Hasil Budidaya Tambak dan 
Tangkapan di Perairan Umum pada Tahun 2000 (BPS, 2004b) 


Remarks: 
*) Output Proportion of 34 Sector (shrimp) for 29 Sector is 54,1% from Shrimp from <arine in 1995 (BPS, 2004b) 
**) Output Proportion of 34 Sector (shrimp) for 30 Sector is 45,9% from Shrimp from Brackiswater Pond and in Land Water in 1995 (BPS, 
2004b) 
***) Output Proportion of 34 Sector (shrimp) for 29 Sector is 54,5% from Marine in 2000 (BPS, 2004b) 
****) Output Proportion of 34 Sector (shrimp) for 30 Sector is 54,5% from Brachkiswater Pond and Inland in 2000 (BPS, 2004b). 


40  Kontrribusi Ekspor.... Analisis Pendekatan Input-Output (Risna Y dan Tajerin) 


M, =imporsektorke-/, untukj-1,2,...,n 


J 
V, =nilaitambah sektor ke-j, untuk 


J=1,2,...,n 


Isian sepanjang baris pada Tabel 1 
memperlihatkan bagaimana output dari suatu 
sektor dialokasikan, yaitu sebagian untuk 
memenuhi permintaan antara dan sebagian 
lainnya untuk memenuhi permintaan akhir. 
Dalam model I-O, produksi yang dihasilkan 
oleh suatu sektor akan mempunyai dua jenis 
efek terhadap sektor produksi lainnya di dalam 
perekonomian. Pertama, hubungan 
keterkaitan dari suatu sektor terhadap sektor- 
sektor lainnya yang produksinya digunakan 
sebagai input oleh sektor tersebut atau yang 
disebut sebagai daya penyebaran atau 
keterkaitan ke belakang. Kedua, hubungan 
keterkaitan dari suatu sektor terhadap sektor- 
sektor lainnya yang produksinya digunakan 
sebagai input oleh sektor-sektor lainnya atau 
yang disebut derajat kepekaan atau 
keterkaitan ke depan. Hubungan keterkaitan 
tersebut dapat dijelaskan dengan 
menggunakan koefisien teknis dan matriks 
kebalikan Leontief. 

Koefisien teknis merupakan proporsi 
input antara yang berasal dari sektor ke-i 
terhadap total input sektor ke-j yang 
dirumuskan menjadi: 


a (8) 
a, = 
y X, 
dimana 
4; = unsur-unsur matriks koefisien teknis 
sektor j 
X; = banyaknya ouput sektor i yang 
digunakan sebagai input oleh sektor 


ï = totalinputsektorj 

Jika nilai y untuk seluruh sektor dapat 
dihitung, maka dapat disusun matriks koefisien 
teknis (A) yang merupakan dasar untuk 
perhitungan efek pengganda yang menjadi 
salah satu inti dari analisis I-O. Efek 


pengganda diperoleh dengan 
mensubstitusikan persamaan (1) ke dalam 
persamaan (3) sehingga susunan matriks-nya 
dapat ditulis kembali sebagai berikut: 


X ada (9) 


dimana: 
I matriks identitas 
A = matriks koefisien teknis 


F matriks permintaan akhir 
domestik, F = F-M 
(I-A) = matriks kebalikan Leontief 


Kontribusi 
Output 

Dalam model I-O output hubungan 
timbal balik dengan permintaan akhir terhadap 
output tersebut. Ini berarti bahwa jumlah 
output yang dapat diproduksi tergantung dari 
jumlah permintaan akhirnya. Pengaruh 
perubahan output akibat perubahan 
permintaan akhir dari dicari dengan formulasi 
berikut : 


XFD = (-AY FS 


Ekspor dalam Pertumbuhan 


(10) 


2. Kontribusi Ekspor dalam Pendapatan 
Masyarakat 

Nilai Tambahan Bruto (NTB) adalah 
input primer yang merupakan bagian dari input 
secara keseluruhan. Sesuai dengan asumsi I- 
O maka terdapat hubungan linier antara NTB 
dengan output, artinya kenaikan atau 
penurunan output akan diikuti secara 
proporsional oleh kenaikan atau penurunan 
NTB. Hubungan ini dapat dicari dengan 
menggunakan formulasi : 


V=vX (11) 


dimana : 

V= matriks NTB 

v 5 matriks diagonal koefisien NTB 
X = matriks output 


Kontribusi 
Tenaga Kerja 
Untuk melihat dampak perubahan 


Ekspor dalam Penyerapan 
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permintaan akhir terhadap kebutuhan tenaga 
kerja dapat dicari dengan menggunakan 
formulasi : 


L=iG@ayr (12) 
dimana: 
L = kebutuhan tenaga kerja yang 


dipengaruhi oleh permintaan akhir 
Matriks diagonal koefisien tenaga 
kerja 

output yang dipengaruhi 
permintaan akhir 


l 


(I-A)-1F* = 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Kontribusi Ekspor Terhadap Pertumbuhan 
Output 

Dari Tabel 3 dan Lampiran 1 terlihat 
bahwa pada tahun 2000 kontribusi ekspor dari 
keseluruhan sektor dalam pembentukan 
output perekonomian nasional adalah sebesar 
Rp.102.264.263 juta, sedangkan kontribusi 
ekspor perikanan primer (perikanan laut dan 
perikanan darat) dan perikanan sekunder 
(industri pengeringan dan penggaraman ikan 


dan industri pengolahan dan pengawetan ikan 
) pada tahun yang sama masing-masing baru 
mencapai sebesar 5,18% dan 10,28% dari 
kontribusi keseluruhan sektor. Secara riil, 
kontribusi ekspor perikanan primer dalam 
pembentukan output perekonomian nasional 
adalah sebesar Rp. 5.293.860 juta, sedangkan 
perikanan sekunder sebesar Rp. 10.515.921 
juta. Dengan demikian berdasarkan 
perbandingan nilai kontribusi ekspor ternyata 
perikanan sekunder memberikan kontribusi 
ekspor yang lebih besar dalam pembentukan 
output total dibandingkan dengan perikanan 
primer. 

Selanjutnya apabila dilihat secara lebih 
rinci, ternyata pada perikanan primer, 
perikanan laut memiliki kontribusi ekspor lebih 
besar yaitu sebesar Rp. 4.661.335 juta 
dibandingkan perikanan darat yang memiliki 
kontribusi ekspor sebesar Rp. 632.525 juta. 

Berdasarkan nilai kontribusi ekspor 
tersebut, ternyata secara relatif perikanan laut 
memberikan kontribusi ekspor yang lebih 
penting dalam pembentukan output 
dibandingkan dengan perikanan darat. Di lain 
pihak perikanan sekunder, ternyata secara 


Tabel 3. Kontribusi Ekspor Perikanan Primer, Perikanan Sekunder dan Keseluruhan 
Sektor Terhadap Pembentukan Output Ekonomi Nasional,2000 
Table 3. Export Contribution of Primary, Secondary Fisheries and All Sectors to National 


Economy Output Growth, 2000 


Jumlah Output Persentase / 


Uraian / (Juta Rupiah) / Presenting 
Description Output (Million (%) 
Rupiah) °, 
1. Perikanan Primer/Primary Fisheries 5.293.860 5,18 
- Perikanan Laut/ Marine Fisheries 4.661.335 4,56 
- Perikanan Darat/Fresh Water Fisheries 632.525 0,62 
2. Perikanan Sekunder / Secondary Fisheries 10.515.921 10,28 
- Industri Pengeringan dan Penggaraman Ikan/ 1.336.809 1,31 
Drying and Salting Processing Industries 
- Industri Pengolahan dan Pengawetan 9.179.112 8,98 
Ikan/Processing and Preserving Industries 
3. Keseluruhan Sektor / All Sector 102.264.263 100 


Sumber: Hasil Pengolahan Tabel /nput Output,2000 
Source : Processing Result of Input Output Table 2000 
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relatif secara relatif industri pengolahan dan 
pengawetan ikan memiliki kontribusi ekspor 
yang lebih penting dalam pembentukan output 
dibandingkan dengan industri pengeringan 
dan penggaraman. 


Kontribusi Ekspor Terhadap Pendapatan 
Masyarakat 

Dari Tabel 4 dan Lampiran 2 terlihat 
bahwa besarnya nilai kontribusi ekspor dari 
keseluruhan sektor dalam perolehan 
pendapatan masyarakat secara nasional 
adalah sebesar Rp. 28.721.949 juta. 
Sedangkan dari perikanan primer dan 
perikanan sekunder pada tahun yang sama 
masing-masing memberikan kontribusi ekspor 
masing-masing baru mencapai sebesar 3,63% 
dan sebesar 5,55%. Secara riil, kontribusi 
ekspor perikanan primer (perikanan laut dan 
perikanan darat) dalam perolehan pendapatan 
masyarakat secara nasional adalah sebesar 
Rp. 1.042.724 juta, sedangkan dari perikanan 
sekunder (industri pengeringan dan 
penggaraman ikan dan industri pengolahan 
dan pengawetan ikan) sebesar Rp. 1.594.282 
juta. Dengan demikian berdasarkan 


perbandingan nilai kontribusi ekspor tersebut 
ternyata secara relatif perikanan sekunder 
memiliki kontribusi ekspor yang lebih besar 
dalam pendapatan masyarakat dibandingkan 
dengan perikanan primer. 

Selanjutnya apabila dilihat secara lebih 
rinci, ternyata pada perikanan primer, 
perikanan laut memiliki kontribusi ekspor lebih 
besar yaitu sebesar 921.027 dibandingkan 
perikanan darat yang memiliki kontribusi 
eksporsebesar 121.697. Dari nilai kontribusi 
tersebut secara relatif perikanan laut memiliki 
kontribusi ekspor dalam perolehan 
pendapatan masyarakat yang lebih penting 
dibandingkan dengan perikanan darat, 
sedangkan di perikanan sekunder, ternyata 
secara relatif berdasarkan nilai kontribusi 
ekspor, secara relatif industri pengolahan dan 
pengawetan ikan memiliki kontribusi ekspor 
yang lebih penting dalam pendapatan 
masyarakat dibandingkan dengan industri 
pengeringan dan penggaraman. 


Kontribusi Ekspor Terhadap Penyerapan 
Tenaga Kerja 
Dari Tabel 5 atau Lampiran 3 terlihat 


Tabel 4. Kontribusi Ekspor Perikanan Primer, Perikanan Sekunder dan Keseluruhan 
Sektor terhadap Pendapatan Nasional,2000 
Table 4. Export Contribution of Primary, Secondary Fisheries and All Sectors to National 


Income, 2000 


Uraian/ 
Description 


Jumlah (Juta Rp)/ 
Amount (Million Rp) 


Persentase (%)/ 
Presentage (%) 


— 


. Perikanan Primer/Primary Fisheries 
- Perikanan Laut/Marine Fisheries 
- Perikanan Darat/ Fresh Water Fisheries 


2. Perikanan Sekunder/Secondary Fisheries 
- Industri Pengeringan dan Penggaraman Ikan/ 
Drying and salting Fisheries Industries 
- Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan/ 
Processing and Preserving Fisheries Industries 


3. Keseluruhan Sektor/Al/ Sectors 


1.042.724 3,63 
921.027 3,21 
121.697 0,42 

1.594.282 5,55 
198.119 0,69 

1.396.163 4,86 

28.721.949 100,00 


Sumber: Hasil Pengolahan Tabel /nput Output,2000 
Source : Processing Result of Input Output Table 2000 
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Tabel 5. Kontribusi Ekspor Perikanan Primer, Perikanan Sekunder dan Keseluruhan 
Sektor terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Nasional,2000 
Table 5. ExportContribution of Primary, Secondary Fisheries and All Sectors to Absorption 


National of Labor, 2000 


Uraian / 
Description 


AA 


. Perikanan Primer/Primary Fisheries 
- Perikanan Laut/Marine Fisheries 
- Perikanan Darat/Fresh Water Fisheries 


2. Perikanan Sekunder/Secondary Fisheries 


- Industri Pengeringan dan Penggaraman Ikan/ 


Drying and Salting Fisheries Industries 
- Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan/ 


Processing and Preserving Fisheries Industries 


3. Keseluruhan Sektor/ All Sectors 


Sumber: Hasil Pengolahan Tabel Input Output,2000 
Source : Processing Result of Input Output Table 2000 
bahwa besarnya kontribusi ekspor dari 
keseluruhan sektor dalam penyerapan tenaga 
kerja adalah sebanyak 2.685.339 orang. Pada 
tahun yang sama kontribusi ekspor perikanan 
primer (perikanan laut dan perikanan darat) 
dan perikanan sekunder (industri pengeringan 
dan penggaraman ikan dan industri 
pengolahan dan pengawetan ikan) dalam 
penyerapan tenaga kerja baru adalah sebesar 
7,45% dan 1,22%. Secara riil kontribusi 
perikanan primer dalam penyerapan tenaga 
kerja adalah sebanyak 200.110 orang yang 
terdiri dari sebanyak 188.058 orang dari 
perikanan laut dan sebanyak 12.052 orang 
dari perikanan darat. Sedangkan dari 
perikanan sekunder sebesar 32.649 orang 
yang terdiri dari sebanyak 2.113 orang dari 
industri pengeringan dan penggaraman ikan 
dan biota perairan lainnya, dan sebanyak 
30.536 orang dari industri pengolahan dan 
pengawetan ikan dan biota perairan lainnya. 
Berdasarkan perbandingan nilai kontribusi 
ekspor ternyata secara relatif perikanan 
sekunder memiliki kontribusi ekspor yang lebih 
besar dalam penyerapan tenaga kerja 
dibandingkan dengan perikanan primer. 


Jumlah (Orang)/ Persentase (%) / 


Amount (Person) Presentage (%) 
200.110 7,45 
188.058 7,00 
12.052 0,45 
32.649 1,22 
2.113 0,08 
30.536 1,14 
2.685.339 100,00 


Dengan demikian, berdasarkan nilai 
kontribusi ekspor tersebut, secara relatif 
perikanan primer memberikan kontribusi 
dalam penyerapan tenaga kerja yang lebih 
besar dibandingkan perikanan sekunder. 
Selanjutnya apabila dilihat lebih rinci, ternyata 
untuk perikanan primer secara relatif 
kontribusi ekspor perikanan laut dalam 
penyerapan tenaga kerja lebih besar 
dibandingkan perikanan darat, sedangkan 
untuk perikanan sekunder ternyata secara 
relatif kontribusi ekspor industri pengolahan 
dan pengawetan ikan dalam penyerapan 
tenaga kerja lebih besar dibandingkan dengan 
industri pengeringan dan penggaraman ikan. 


KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 


Kesimpulan 

Kontribusi ekspor perikanan primer 
(perikanan laut dan perikanan darat) dan 
perikanan sekunder (industri pengeringan dan 
penggaraman ikan dan industri pengolahan 
dan pengawetan ikan) dalam pembentukan 
output, pendapatan masyarakat dan 
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penyerapan tenaga kerja secara keseluruhan 
tergolong cukup besar. Secara relatif 
kontribusi ekspor perikanan sekunder dalam 
pembentukan output dan pendapatan 
masyarakat jauh lebih besar dibandingkan 
dengan perikanan primer. Dari kontribusi 
ekspor keseluruhan sektor terhadap 
pembentukan output perekonomian nasional 
sebesar Rp. 102.264.263 juta, kegiatan ekspor 
perikanan sekunder menyumbang sebesar 
10.28%, sedangkan perikanan primer sebesar 
5,18%. Sementara itu, dari kontribusi ekspor 
keseluruhan sektor terhadap pendapatan 
nasional sebesar Rp. 28.721.949 juta, 
kegiatan ekspor perikanan sekunder 
menyumbang sebesar 5,55%, sedangkan 
perikanan primer sebesar 3,63%. Sebaliknya 
untuk kontribusi ekspor dalam penyerapan 
tenaga kerja dari perikanan sekunder ternyata 
lebih rendah dibandingkan perikanan primer. 
Dari kontribusi ekspor keseluruhan sektor 
terhadap penyerapan tenaga kerja nasional 
sebanyak 2.685.339 orang (tenaga kerja), 
kegiatan ekspor perikanan sekunder 
menyumbang sebesar 1,22%, sedangkan dari 
perikanan primer sebesar 7,45%. 


Implikasi Kebijakan 

Pembangunan ekonomi suatu sektor 
akan lebih baik bila sub sektor sekunder dari 
sektor tersebut memiliki perkembangan yang 
lebih baik dibanding dengan sub sektor 
primernya. Mengingat bahwa kontribusi 
ekspor dari sub sektor industri pengeringan 
dan penggaraman ikan dan sub sektor industri 
pengolahan dan pengawetan ikan (sebagai 
sub sektor sekunder) dalam penyerapan 
tenaga kerja yang lebih rendah dibandingkan 
dengan perikanan laut dan perikanan darat 
(sebagai sektor primer), maka diperlukan 
peran pemerintah secara lebih nyata dalam 
mendorong besaran multiplier effect dalam 
penyerapan tenaga kerja dari perikanan 
sekunder, meskipun kontribusinya dalam 
pembentukan output dan pendapatan 
masyatakat jauh lebih besar dibandingkan 
dengan perikanan primernya. 


Untuk mendorong multiplier effect 
tersebut, upaya yang dapat dilakukan oleh 
pemerintah adalah dengan cara 
menumbuhkan kegiatan usaha industri yang 
berbasis perikanan sekunder (seperti industri 
pengeringan dan penggaraman ikan dan 
industri pengolahan dan pengawetan ikan) 
namun dengan tidak melupakan pentingnya 
meningkatkan peranan sektor perikanan 
primernya. Hal ini dianggap penting karena 
demi menjaga keberlangsungan usaha dari 
perikanan primer dan perikanan sekunder 
yang terintegrasi secara baik dalam suatu 
sistem agribisnis perikanan. Sehingga 
diharapkan dengan kegiatan usaha di industri 
pada perikanan sekunder yang terintegrasi 
dengan perikanan primernya tersebut pada 
gilirannya dapat menciptakan lapangan kerja 
yang tinggi, terutama melalui peningkatan 
investasi dan ekspor secara nyata.. 
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Lampiran1. Kontribusi Ekspor Terhadap Pembentukan Output Tahun 2000 
Appendix 1. Expor Contribution to Output Growth in 2000 


Jumlah output / 


Deskripsi / Description Sektor/ Amount of Output 
Sector (Juta Rp) / (Rp Million) 

Pertanian Non Perikanan / Agriculture Non isheries 1 57,898,992 
Perikanan Laut dan Hasil Perairan Laut lainnya / 
Marine Fisheries and Its Result 2 4,661,335 
Perikanan Darat dan Hasil Perairan Darat Lainnya / Fresh 
Water Fisheries and Its result 3 632,525 
Pertambangan dan Penggalian / Mining and Quarrying 4 133,832,951 
Industri Pengeringan/Penggaraman ikan / 
Drying and Salting processing and industries 5 1,336,809 
Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan / 
Processing and Preserving Industries 6 9,179,112 
Industri Pengolahan Hasil Perikanan Non Perikanan / 
Agriculture Non Fisheries Processing Industries 7 206,908,492 
Industri Pengolahan Lainnya / Other Processing Industries 8 278,376,383 
Jasa-jasa dan Lainnya / Services and Others 9 227,551,766 


Lampiran 2. Kontribusi Ekspor Terhadap Pendapatan Masyarakat Tahun 2000 
Appendix 2. Export Contribution to Social Income in 2000 


Sektor / Jumlah (Rp) / 
Deskripsi / Description Sector Amount (RP) 
Pertanian Non Perikanan / Agriculture Non Fisheries 1 13,712,135 
Perikanan Laut dan Hasil Perairan Laut Lainnya / Marine 
Fisheries and Its Result 2 921,027 
Perikanan Darat dan Hasil Perairan Darat Lainnya / Fresh Water 
Fisheries and Its Result 3 121,697 
Pertambangan dan Penggalian / Mining and Quarrying 4 20,423,610 
Industri Pengeringan/penggaraman ikan / 
Drying and Salting Processing and Industries 5 198,119 
Industri Pengolahan dan Pengawetan ikan / Processing and 
Preserving Industries 6 1,396,163 
Industri Pengolahan Hasil Perikanan Non Perikanan / 
Agriculture Non Fisheries Processing Industries 7 62,279,734 
Industri Pengolahan Lainnya / Other processing industries 8 74,195,970 
Jasa-jasa dan Lainnya / Services and Others 9 85,249,091 
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Lampiran 3. Kontribusi Ekspor Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Tahun 2000 
Appendix 3. Export Contribution to Absorption of Labor in 2000 


Deskripsi / Description 


Sektor / Sector 


Jumlah (Orang) / 


Amount (people) 
Pertanian Non Perikanan / Agriculture Non Fisheries 1 9,736,889 
Perikanan Laut dan Hasil Perairan Laut Lainnya / 
Marine Fisheries and its result 2 188,058 
Perikanan darat dan hasil perairan darat lainnya / 
Fresh Water Fisheries and Its Result 3 12,052 
Pertambangan dan Penggalian / Mining and Quarrying 4 561,636 
Industri Pengeringan/Penggaraman Ikan / 
Drying and Salting Processing and Industries 5 2,113 
Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan / 
Processing and Preserving Industries 6 30,536 
Industri Pengolahan Hasil Perikanan Non Perikanan / 
Agriculture Non Fisheries Processing Industries 7 1,110,573 
Industri Pengolahan Lainnya / Other Processing Industries 8 4,572,001 
Jasa-jasa dan Lainnya / Services and Others 9 7,954,195 
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DAMPAK KEBIJAKAN MAKROEKONOMI TERHADAP 
KINERJA SUB SEKTOR PERIKANAN DI INDONESIA: 
SUATU PENDEKATAN EKONOMETRIKA* 


Oleh: 
Asnawi ** 


ABSTRAK 


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan makroekonomi terhadap kinerja sub 
sektor perikanan. Model ekonometrika yang dibangun sebagai sistem persamaan simultan yang 
memasukan variabel kebijakan makroekonomi. Analisis dampak dibedakan dalam 3 (tiga) periode, yaitu 
sebelum krisis ekonomi periode 1993-1996, pada krisis ekonomi periode 1997-2000 dan pada peramalan 
periode 2003-2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan makroekonomi: (1) depresiasi nilai 
tukar rupiah, (2) peningkatan kredit di sub sektor perikanan, (3) peningkatan investasi di sub sektor 
perikanan, (4) kombinasi penurunan tingkat suku bunga dan peningkatan kredit di sub sektor perikanan, 
dan (5) kombinasi kebijakan 1, 3 dan 4 pada peramalan periode 2003-2007 dapat meningkatkan kinerja sub 
sektor perikanan (produksi, konsumsi dan ekspor perikanan meningkat). Depresiasi nilai tukar rupiah, 
peningkatan kredit atau investasi di sub sektor perikanan (kebijakan tunggal) dapat meningkatkan kinerja 
sub sektor perikanan. Kinerja sub sektor perikanan akan meningkat lebih tinggi apabila dilakukan 
kombinasi kebijakan yang dapat menurunkan tingkat suku bunga, peningkatan kredit dan investasi di sub 
sektor perikanan pada kondisi depresiasi nilai tukar rupiah. 


Kata Kunci: Kebijakan Makroekonomi, Kinerja Sub Sektor Perikanan, KrisisEkonomi. 


Abstract: Impacts of Macroeconomic Policy on The Performance of Fisheries Sector in Indonesia: 
An Econometrics Approach. By: Asnawi 


This research was intended to analyze the impact of macroeconomic policy on the performance of the 
fisheries sector. The Econometric model was built in terms of simultaneous equations system, which include 
macroeconomic policy variables. The impact analysis was elaborated into three periods, i.e. the period 
before the economic crisis (1993-1996), the period of economic crisis (1997-2000), and the forecasting 
period (2003-2007). The results of the macroeconomic policies of: (1) depreciation in exchange rate of 
rupiah, (2) the increasing of credit in fisheries sector, (3) the increasing of investment in fisheries sector, (4) 
the combination of the decreasing of interest rate and the increasing of credit in fisheries sector, and (5) the 
policy combination 1, 3 and 4 for the forecasting period 2003-2007 could increase the performance of 
fisheries sector in terms of production, consumption and fisheries export. The depreciation in exchange rate 
of rupiah, the increasing of credit or investment in fisheries sector (single policy) could increase the 
performance of fisheries sector. The performance of fisheries sector will be keep increasing by combining 
policies of: decreasing of interest rate, increasing of credit in fisheries sector and increasing of investment in 
fisheries sector at condition depreciations in exchange rate of rupiah. 


Key words: Macroeconomic Policy, Fisheries Sector Performance, Economic Crisis 
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PENDAHULUAN 


Pada era perdagangan bebas sub 
sektor perikanan akan menghadapi berbagai 
tantangan yang sangat besar. Salah satu 
tantangan yang dihadapi adalah berkaitan 
dengan daya saing komoditas perikanan 
Indonesia di pasar internasional yang masih 
rendah dan menyebabkan kinerja ekspor 
komoditas perikanan juga akan menjadi 
semakin menurun (Rusastra et al., 2002). 

Berkaitan dengan era globalisasi ini, 
kebijakan makroekonomi Indonesia yang akan 
ditetapkan tidak akan terlepas dengan 
kebijakan perdagangan internasional yang 
ada, dimana liberalisasi perdagangan 
internasional sudah semakin terasa 
dampaknya terhadap perekonomian 
Indonesia (Ratnawati, 1996). Pada era 
liberalisasi perdagangan ditandai dengan 
adanya perubahan menuju terms of trade 
(TOT), dimana kebijakan yang berupa 
rintangan perdagangan seperti tarif impor dan 
pajak ekspor secara bertahap akan 
dihapuskan (Gonarsyah etal., 2002) 

Sementara itu permasalahan dalam 
kebijakan ekonomi nasional selama ini dinilai 
sangat distortif dan kurang berpihak kepada 
kepentingan masyarakat luas (Suryana, et al, 
1998). Sektor pertanian termasuk di dalamnya 
komoditas perikanan merupakan salah satu 
sektor yang menghadapi permasalahan 
tersebut. Beberapa kebijakan makroekonomi 
yang kurang berpihak tersebut adalah: 

(1) Pertama, kebijakan tingkat suku bunga di 
Indonesia yang tergolong tinggi dan 
kurang mendukung sektor pertanian. 

(2) Kedua, kebijakan nilai tukar rupiah yang 
cenderung overvalued dan telah terbukti 
dibanyak negara termasuk Indonesia 
dinilai kurang mendukung sektor 
pertanian. 

(3) Ketiga, masih diberlakukannya penerapan 
pajak ekspor yang menyebabkan ekspor 


komoditas pertanian menurun. 

(4) Keempat, kebijakan kredit di sektor 
pertanian termasuk di dalamnya sub 
sektor perikanan yang belum mampu 
memberikan dorongan peningkatan 
produktivitas. 

(5) Kelima, rendahnya investasi untuk sektor 
pertanian dinilai yang menyebabkan 
sektor pertanian sulit berkembang karerna 
kekurangan modal. 

Salah satu langkah untuk dapat 
mengevaluasi sekaligus mengantisipasi 
berbagai permasalahan tersebut diatas adalah 
melalui pengkajian dan analisis terhadap 
beberapa variabel ekonomi maupun variabel 
kebijakan makroekonomi. Untuk itu secara 
umum penelitian ini dilakukan dengan tujuan 
menganalisis perubahan kebijakan 
makroekonomi terhadap kinerja sub sektor 
perikanan: dan secara khusus bertujuan: 

(1) Mengevaluasi dampak kebijakan 
makroekonomi terhadap kinerja sub 
sektor perikanan sebelum terjadi krisis 
(1993-1996); 

(2) Mengevaluasi dampak kebijakan 
makroekonomi terhadap kinerja sub 
sektor perikanan pada masa krisis (1997- 
2000): dan meramalkan dampak 
kebijakan makroekonomi terhadap 
kinerja sub sektor perikanan pada 
periode (2003-2007). 


METODE 


Model Ekonometrika 

Model ekonometrika dalam penelitian ini 
merupakan model simultan dinamis yang 
diestimasi dengan data deret waktu periode 
tahun 1969-2000. Setelah dilakukan 
respesifikasi dan reestimasi, dapat dibangun 
model ekonometrika yang secara empiris 
digunakan sebagai spesifikasi model dalam 
penelitian ini, yaitu: 
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Spesifikasi model ” 


QKAN, = a,PKAN, + a, NP, + a.TPMKAN, + a,RISET, + U, (1) 
PKAN, = b,CKAN, + b,PXKAN, + b,PMKAN,, + b, NT, + U, (2) 
CKAN, =c,YD,+c,CKAN,, + U, (3) 
XKAN, =d,PXKAN,, + d,PKAN, + d,NT, + d,KRX, + d,XKAN,, +U, (4) 
MKAN, = e,PMKAN, + e,NT, + e,Y,t e,MKAN,, +U, (5) 


dimana : 

QKAN, = Produksi sektor perikanan, tahun t (Milyar Rp.)/ 
Production in fisheries sector, t year (Billion Rp) 

PKAN, = Indeks harga sektor perikanan, tahun t/ 
Price index in fisheries sector, t year 

CKAN, 3 Konsumsi produk sektor perikanan (Milyar Rp.)/ 
Consumption of fisheries sector (Billion Rp) 

XKAN, = Nilai ekspor sektor perikanan (Juta US $)/ 
Export of fisheries sector (Million US $) 

MKAN, = Nilai impor sektor perikanan (Juta US $)/ 
Import of fisheries sector (Million US $) 

NP, 3 Penggunaan tenaga kerja di sektor pertanian (Ribu orang)/ 
Employment of agricultural sector (thousand person) 

TPMKAN, = Jumlah kapal/perahu motor, tahun t (Ribu Unit)/ 
Total of motor boat, t year (thousand unit) 

RISET, = Dana riset, tahun t (Milyar Rp)/ 
Research fund, t year (Billion Rp) 

PXKAN, 3 Indeks harga ekspor sektor perikanan, tahun t/ 
Export Price Index, t year 

PMKAN, = Indeks harga impor sektor perikanan, tahun t/ 
Import of fisheries sector, t year 

PMKAN,, = Lag indeks harga impor sektor perikanan, tahun t-1/ 
Lag of import Price Index, t-1 year 

NT, = Nilai tukar rupiah terhadap US $, tahun t (Rp/US $)/ 
Exchange rate of Rp to US $, t year (Rp/US $) 

YD, = Pendapatan disposabel, tahun t (Milyar Rp)/ 
Disposable income, t year (Billion Rp) 

CKAN,, = Lag konsumsi produk sektor perikanan, tahun t-1 (Milyar Rp)/ 
Consumtion lag of fisheries sector, t-1 year (Billion Rp) 

PXKAN,, = Lag indeks harga ekspor sektor perikanan, tahun t-1/ 
Lag of export price index, t-1 yaer 

KRX, = Kredit ekspor, tahun t (Milyar Rp)/ 
Export credits, t year (Billion Rp) 

XKAN, = Lag nilai ekspor sektor perikanan, tahun t-1 (Juta US $)/ 
Lag of export of fisheries, t-1 year (Million US $) 

Y, = Pendapatan Nasional Bruto, tahun t (Milyar Rp)/ 
Bruto National income, t year (Billion Rupiahs) 

MKAN, = Lag nilai impor sektor perikanan, tahun t-1 (Juta US $)/ 
Lag of import of fisheries sector, t-1 year (Million US $) 

Un, Ua, Ux Us gan Vs” = Error term 


” Detail Models are in The Appendix 
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Identifikasi dan Estimasi Model 

Sebelum dilakukan estimasi model, 
terlebih dahulu dilakukan identifikasi model 
untuk menentukan metode estimasi yang 
tepat, namun mengingat bahwa persamaan 
(model) yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah over identified maka dapat 
dimungkinkan untuk digunakan metode Two 
Stage Least Sguares (2SLS) atau Three Stage 
Least Sguares (3SLS) (Theil and Zellner, 
1962: Gujarati, 1995). Dalam penelitian ini 
digunakan metode Two Stage Least Sguares 
(2SLS). 


Validasi Model 

Sebelum disimulasi, terlebih dahulu 
model tersebut diuji daya prediksinya. Dalam 
penelitian ini validasi dilakukan dengan 
menggunakan perbandingan nilai aktual dan 
prediksi dari Root Mean Sguare Percentage 
Error (RMSPE) dan U-Theil. Nilai RMSPE dan 
U-Theil semakin kecil, maka semakin baik 
prediksi model. Nilai RMSPE di bawah 30 
persen dan U-Theil di bawah 0,2 merupakan 
nilai yang diharapkan (Theil and Zellner, 1962; 
Pindyck and Rubinfeld, 1991). 


Prosedur Simulasi 

Dalam penelitian ini dilakukan analisis 
simulasi kebijakan untuk melihat dampak 
perubahan kebijakan terhadap kinerja sub 
sektor perikanan. Untuk menjawab tujuan 
penelitian, dilakukan simulai historis (ex-post 
simulation) periode 1993-1996 dan periode 
tahun 1997-2000, dan simulasi peramalan (ex- 
ante simulation) periode tahun 2003-2007). 
Sebelum simulasi peramalan dilakukan, 
terlebih dahulu dilakukan peramalan seluruh 
variabel eksogen, dengan menggunakan 
metode trend waktu, yaitu trend-adjusted 
autoregresive dan exponenital smooting 
model. 

Simulasi kebijakan dalam penelitian ini 
menggunakan berbagai variabel instrumen 
kebijakan, simulasi kebijakan tersebut selain 
menggunakan variabel eksogen terdapat 


beberapa variabel endogen seperti: tingkat 
suku bunga, pajak ekspor, tarif impor, investasi 
di sektor pertanian, penerimaan pajak, dan 
pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu 
variabel tersebut harus dilakukan perubahan 
dari variabel yang semula endogen dirubah 
menjadi variabel eksogen, sehingga dapat 
dijadikan sebagai instrumen kebijakan 
(Pindyck and Rubinfeld, 1991; Ghale, 1977). 
Berbagai alternatif kebijakan yang dilakukan, 
yaitu sebanyak 19 skenario: 

SIM-1. Penurunan tingkat suku bunga bank 
sebesar 5%. Pertimbangan skenario 
ini untuk merangsang 
perkembangan sektor-sektor riil. 
Penurunan giro wajib minimum 
(GWM) sebesar 1% (simulasi 
historis) dan 3% (simulasi 
peramalan). Pertimbangan skenario 
ini dibuat untuk melihat respon 
penawaran uang terhadap 
perubahan GWM. 

Depresiasi nilai tukar rupiah 
terhadap US $ sebesar 25% 
(simulasi historis) dan 10% (simulasi 
peramalan). Pertimbangan skenario 
ini adalah untuk melihat kinerja 
ekspor dan impor, disisi lain untuk 
membuktikan adanya kekhawatiran 
dari sebagian besar masyarakat 
bahwa melemahnya nilai tukar 
rupiah terhadap US $ menyebabkan 
kinerja perekonomian Indonesia 
semakin memburuk. 

Apresiasi nilai tukar rupiah terhadap 
US $ sebesar 25% (simulasi historis) 
dan 10% (simulasi peramalan). 
Pertimbangan skenario ini adalah 
pertimbangan yang optimis bahwa 
nilai tukar rupiah terhadap US $ 
akan segera menguat. 
Pertimbangan lain untuk 
membuktikan, apakah jika nilai tukar 
rupiah terhadap US $ menguat 
kinerja perekonomian Indonesia 
dapat meningkat. 


SIM-2. 


SIM-3. 


SIM-4. 
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SIM-5. 


SIM-6. 


SIM-7. 


SIM-8. 


SIM-9. 


SIM-10. 


SIM-11. 


Penghapusan pajak ekspor. 
Skenario ini dilakukan dalam rangka 
meningkatkan kinerja ekspor, dan 
sekaligus memenuhi tuntutan 
globalisasi untuk menghadapi era 
perdagangan bebas. 

Penghapusan tarif impor. Skenario 
ini dilakukan untuk melihat daya 
saing produksi dalam negeri dan 
sekaligus melihat ketergantungan 
terhadap produk impor. 
Pertimbangan lain dalam rangka 
menghadapi era perdagangan 
bebas. 

Kombinasi 5 dan 6. Skenario ini 
dilakukan untuk melihat dua sisi 
yang mempunyai pengaruh berbeda 
terhadap kinerja perekonomian, dan 
sekaligus menghilangkan hambatan 
tarif dalam perdagangan bebas. 


Peningkatan penerimaan pajak 
sebesar 25%. Skenario ini 
dilakukan dalam rangka 


meningkatkan penerimaan 
domestik dan sekaligus mengurangi 
ketergantungan pemerintah 
terhadap pinjaman luar negeri. 
Penurunan penerimaan pajak 
sebesar 25%. Skenario ini dilakukan 
dalam rangka meningkatkan daya 
beli masyarakat, sehingga 
diharapkan permintaan terhadap 
produksi dalam negeri dapat 
ditingkatkan. Selanjutnya 
diharapkan dapat mendorong 
peningkatan produksi dalam negeri. 
Peningkatan pengeluaran 
pemerintah sebesar 25%. Skenario 
ini dilakukan untuk melihat 
efektivitas penggunaan dana yang 
bersumber dari pemerintah. 
Peningkatan kredit ekspor sebesar 
50%. Skenario ini dilakukan dalam 
rangka meningkatkan kinerja 
ekspor. 


SIM-12. 


SIM-13. 


SIM-14. 


SIM-15. 


SIM-16. 


SIM-17. 


SIM-18. 


SIM-19. 


Peningkatan kredit di sektor 
perikanan sebesar 50% dari yang 
sudah berjalan. Pertimbangan 
skenario ini adalah karena sektor 
pertanian termasuk didalamnya 
sektor perikanan pada saat krisis 
ekonomi masih mengalami 
pertumbuhan yang positif, dan 
menjadi sektor penampung tenaga 
kerja dari sektor lain yang 
mengalami pemutusan hubungan 
kerja (PHK). Pertimbangan lain 
karena secara mutlak nilai kredit di 
sub sektor perikanan sangat kecil 
jumlahnya dibandingkan dengan 
sektor yang lainnya. 

Peningkatan investasi di sektor 
perikanan sebesar 25%. Skenario 
ini dilakukan dalam rangka 
meningkatkan kinerja sub sektor 
perikanan. 

Peningkatan pinjaman luar negeri 
sebesar 25%. Skenario ini dilakukan 
untuk melihat efektivitas dan 
efisiensi penggunaan dana 
pinjaman luar negeri. 

Penurunan pinjaman luar negeri 
sebesar 25%. Skenario ini 
dilakukan dalam rangka mengurangi 
ketergantungan sumber dana 
terhadap luarnegeri. 

Kombinasi 1 dan 12. Skenario ini 
dilakukan dalam rangka 
meningkatkan kinerja sub sektor 
prikanan. 

Kombinasi 3 dan 5. Skenario ini 
dilakukan dalam rangka 
meningkatkan kinerja ekspor yang 
lebih tinggi. 

Kombinasi 3 dan 11. Skenario ini 
dilakukan dalam rangka 
meningkatkan kinerja ekspor yang 
lebih tinggi. 

Kombinasi 1, 3, 12 dan 13. Skenario 
ini dilakukan dalam rangka 
meningkatkan kinerja sub sektor 
perikanan yang lebih tinggi. 
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Sumber dan Jenis Data 

Jenis data yang digunakan adalah data 
sekunder yang merupakan data agregat time 
series mencakup periode tahun 1969-2000. 
Data tersebut bersumber dari Badan Pusat 
Statistik (BPS), Direktorat Jenderal Lingkup 
Departemen Pertanian, Direktorat Jenderal 
Perkebunan Departemen Kehutanan dan 
Perkebunan, Pusat Data dan Informasi 
Pertanian, Departemen Pertanian, 
Departemen Perindustrian dan Perdagangan, 
Bank Indonesia (BI), Badan Koordinasi 
Penanaman Modal (BKPM), (8) Lembaga- 
lembaga internasional (Bank Dunia, FAO, dan 
IMF), dan Asosiasi komoditi terkait, domestik 
maupun internasional. 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Hasil Estimasi Model 

Setelah model yang digunakan 
diestimasi secara berulang-ulang dengan 
melakukan respesifikasi model, diperoleh hasil 
bahwa semua variabel penjelas dalam 
persamaan perilaku mempunyai tanda yang 
sesuai dengan harapan (kriteria ekonomi) dan 
menurut kriteria statistik diperoleh hasil yang 
cukup baik. Sebanyak tiga dari lima 
persamaan yang digunakan ternyata memiliki 
nilai koefisien determinasi (R°) lebih besar dari 
80%. 

Secara umum variabel-variabel 
penjelas yang dimasukan dalam persamaan 
perilaku dalam penelitian ini mampu 
menjelaskan dengan baik keragaan setiap 
variabel endogennya. Sedangkan dalam 
pengujian parameter berdasarkan uji thitung 
telah diupayakan memperoleh hasil yang 
terbaik (selang kesalahan terendah), setelah 
kriteria ekonomi dipenuhi, dengan demikian 
dalam penelitian ini taraf nyata (selang 
kesalahan) yang digunakan bersifat fleksibel 
dengan toleransi sampai 0,20. 

Dalam penelitian ini hanya dijelaskan 
pada perilaku ekonomi yang berkaitan dengan 


sub sektor perikanan, yaitu: 

(1) Produksi sub sektor perikanan 
dipengaruhi oleh tingkat harga, tenaga 
kerja dan dana riset; 

(2) Perilaku harga output sub sektor 
perikanan dipengaruhi dan mempunyai 
hubungan negatif dengan tingkat 
produksi, sebaliknya berhubungan positif 
dengan konsumsi, harga ekspor, harga 
impor dan nilai tukar rupiah, 

(3) Pengeluaran konsumsi sub sektor 
perikanan dipengaruhi oleh pendapatan 
disposabel. Pengeluaran konsumsi 
respon terhadap perubahan pendapatan 
disposabel dalam jangka panjang, 

(4) Harga ekspor, harga domestik dan nilai 
tukar rupiah tidak berpengaruh secara 


nyata terhadap ekspor sub sektor 
perikanan: 
(5) Harga impor, nilai tukar rupiah dan 


pendapatan nasional berpengaruh 
terhadap impor sub sektor perikanan. 
Secara rinci estimasi parameter dapat 
dilihat pada Tabel 1. 


Dampak Kebijakan Makroekonomi 
Terhadap Kinerja Sektor Perikanan Periode 
1993-1996 


Dampak kebijakan makroekonomi 
terhadap kinerja sub sektor perikanan 
sebelum krisis ekonomi periode 1993-1996 
dapat dilihat pada Tabel 2 dan 3. Berdasarkan 
indikator kinerja sub sektor perikanan dari 19 
skenario yang telah dilakukan dipilih 5 (lima) 
alternatif kebijakan yang dapat meningkatkan 
kinerja sub sektor perikanan, yaitu: (1) 
depresiasi nilai tukar rupiah sebesar 25% 
(SIM-3), (2) peningkatan kredit di sub sektor 
perikanan sebesar 50% (SIM-12), (3) 
peningkatan investasi di sub sektor perikanan 
sebesar 25% (SIM-13), (4) penurunan tingkat 
suku bunga bank sebesar 5% dan diikuti 
dengan peningkatan kredit di sub sektor 
perikanan sebesar 50% (SIM-16), dan (5) 
penurunan tingkat suku bunga bank sebesar 
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Tabel 1. Hasil Estimasi Parameter dan Elastisitas 
Table 1. Resultof Parameters Estimation and Elaticity 


. . 2 Estimasi / Elastisitas Jangka / 
No. Variabel Penjelas/ Endegenous Variabels Parameter Period Elasticity 
Pendek / Panjang / 
Short Long 
1. AKAN = Produksi sub sektor perikanan/ Production in Fisheries 
Sector 
INTERCEP 
PKAN - Indeks Harga Sub Sektor Perikanan/Price Index in 0,419245 a 0,453 0,453 
Fisheries Sector 
NP = Tenaga Kerja Sektor Pertanian/Employment of Agricultural 0,024311 c 0,189 0,189 
Sector 
TPMKAN = Total Perahu Motor/Total of Motor Boat 0,002178 a 0,203 0,203 
RISET- Dana Penelitian/Research Fund 35,595562 0,175 0,175 
F = 1176,651 R?- 0,997 DW - 1,191 
2. PKAN - Indeks Harga Sub Sektor Perikanan/ Price Index in 
Fisheries Sector 
INTERCEP -1205,53614 
CKAN - Konsumsi Sub Sektor Perikanan/Consumtion of Fisheries 0,251343 0,294 0,294 
Sector 
PXKAN - Indeks Harga Ekspor Perikanan/Export Price Index 0,045661 0,046 0,046 
PMKANL = Lag Indeks Harga Impor Perikanan/Lag of Import Price 1,320277 c 0,344 0,344 
Index 
NT = Nilai Tukar Rupiah terhadap US $ / Exchange Rate of Rp to 1,164517 a 0,732 0,732 
US $ 
R? = 0,9511 DW = 1,512 
F = 141,922 
3: CKAN = Konsumsi Sub Sektor Perikanan/ Consumtion of Fisheries 
Sector 
INTERCEP 1314,046349 
YD = Pendapatan Disposabel/Disposable Income 0,008205 a 0,601 0,620 
CKANL = Lag Konsumsi Sub Sektor Perikanan/ Consumtion Lag of 0,030477 
Fisheries Sector 
F = 101,748 R° = 0,8742 DW = 1,599 
4. XKAN=Ekspor sub sektor perikanan/Export of Fisheries Sector 
INTERCEP 173,0523 
PXKANL = Lag Indeks Harga Ekspor Perikanan/Lag of Export Price 0,0502 0,197 0,938 
Index 
PKAN = Indeks Harga Sub Sektor Perikanan/Price Index of -0,0755 -0,347 -1,652 
Fisheries Sector 
NT = Nilai Tukar Rupiah terhadap US $ / Exchange Rate of Rp to 0,0396 0,114 0,543 
US $ 0,0218 0,016 0,076 
KRX = Kredit ekspor/Export credit 0,7899 a 
XKANL = Lag ekspor sub sektor perikanan/Lag of Export of 
Fisheries Sector 
R? = 0,6113 DW = 1,958 
F = 42,340 
5; MKAN = Impor Sub Sektor Perikanan/Import of Fisheries Sector 
INTERCEP 13,409815 
PMKAN = Indeks Harga Impor Sub Sektor Perikanan / Import Price -0,025372 c -0,439 -0,761 
Index of Fisheries Sub Sector 
NT = Nilai Tukar Rupiah terhadap US $ / Exchange Rate of Rp to -0,007194 a -0,300 -0,521 
US $ 0,000172 a 1,040 1,803 
Y = Pendapatan Nasional/Income Capital 0,423024 a 
MKANL = Lag Impor Sub Sektor Perikanan/Lag of Import of 
Fisheries Sector 
R? - 0,6767 DW - 1,449 
F = 16,174 
Keterangan/Remark: 


a = Berbeda nyata pada a = 5%; 
b = Berbeda nyata pada a = 10%; 
c = Berbeda nyata pada a = 20%. 
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Tabel 2. Dampak Kebijakan Makroekonomi terhadap Kinerja Sektor Perikanan Sebelum 
Krisis Ekonomi Periode 1993-1996 
Table2. Impacts of Macroeconomic Policy on the Performance of Fisheries Sector in The 


Period of PreEconomic Crisis 1993-1996 


Indikator Kinerja Sektor Dampak Perubahan (%)/Impact of Change (46) 


Perikanan Simulasi 
No. Indicator of Performance in Dasar/Basic 
fisheries sector Simulation SIM-1 SIM-2 SIM-3 SIM-4 SIM-5 SIM-6 SIM-7 SIM-8 SIM-9 SIM-10 
Value 
al: Produksi Perikanan 5349 0,09 0,00 2,94 -2,92 0,00 0,00 0,00 -0,11 0,13 0,41 
2. Konsumsi Perikanan 5951 1,26 0,07 1,38 -0,84 0,15 0,02 0,17 -1,53 2,15 6,92 
a: Ekspor Perikanan 917 0,00 0,00 2,33 -2,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4. Impor Perikanan 104 1,55 0,07 -2,19 2,83 0,16 0,02 0,18 0,38 1,42 8,53 


Sumber/Source: Asnawi, 2005 


Keterangan/Remark: 
SIM-1 = Penurunan Tingkat Suku Bunga Bank Sebesar 5%/Depresiation of Bank Interest Rate by 5%; 
SIM-2 = Penurunan Giro Wajib Minimum Sebesar 1%/Depresiation of Obligation Giro at Least by 1%; 
SIM-3 = Depresiasi Nilai Tukar Rupiah Terhadap US $Sebesar 25%/Depresiation of Rp Exchange 
Rate to Us $ by 25%; 
SIM-4 = Apresiasi Nilai Tukar Rupiah Terhadap US $ Sebesar 25%/Appreciation of Rp Exchange Rate 
to US $ by 25%; 
SIM-5 = Penghapusan Pajak Ekspor/ Export Tax Waived; 
SIM-6 = Penghapusan Tarif Impor//mport Tariff Waived; 
SIM-7 = Penghapusan Pajak Ekspor dan Tarif Import/Export Tax and Import Tariff Waived; 
SIM-8 = Peningkatan Penerimaan Pajak Sebesar 25%/ Tax Revenue Increase by 25%; 
SIM-9 = Penurunan Penerimaan Pajak Sebesar 25%/ Tax Revenue Decrease by 25%; 
SIM-10 = Peningkatan Pengeluaran Pemerintah Sebesar 25%/Goverment Expenses Increased by 
25%. 
Tabel 2. Lanjutan 
Table 2. Continues 
Nilai 
Indikator Kinerja Sektor Simulasi Dampak Perubahan (%)/Impact of Change (%) 
Perikanan/ Dasar/ 
No. Indicator of Performance Basic 
in fisheries sector ae SIM41  SIM12  SIM413  SIM14 SIM-45 SIM16  SIM17 SIM48  SIM-19 
1. Produksi Perikanan 5349 0,02 0,07 11,68 0,11 -0,04 0,19 2,95 2,94 14,81 
2. Konsumsi Perikanan 5951 0,29 0,45 0,25 1,92 -0,50 1,71 1,53 1,38 3,33 
3. Ekspor Perikanan 917 2,54 0,01 0,04 0,00 0,00 0,01 2,33 4,90 2,38 
4. Impor Perikanan 104 0,38 0,54 0,30 2,35 -0,63 2,11 -2,02 -2,19 0,20 
Sumber/Source: Asnawi, 2005 
Keterangan/Remark: 
SIM-11 = Peningkatan Kredit Ekspor Sebesar 50%/Export Credit Increased by 50%; 
SIM-12 = Peningkatan Kredit di Sektor Perikanan Sebesar 50% / 
Credit of Fisheries Sector Increased by 50%; 
SIM-13 = Peningkatan investasi di sektor perikanan sebesar 25% / 
Investment in Fisheries Sector Increased by 25%; 
SIM-14 = Peningkatan Pinjaman Luar Negeri Sebesar 25%/Foreign Loan Increased by 25 %; 
SIM-15 = Penurunan Pinjaman Luar Negeri Sebesar 25%/ForeignLoan Decreased by 25 %; 
SIM-16 = Kombinasi 1 dan 12/Combination 1 and 12: 
SIM-17 = Kombinasi 3 dan 5/Combination 3 and 5; 
SIM-18 = Kombinasi 3 dan 11/Combination 3 and 11; 
SIM-19 = Kombinasi 1, 3, 12 dan 13/Combination 1,3, 12 and 13; 


5%, depresiasi nilai tukar rupiah terhadap US$ yang lalu tidak menguntungkan bagi sub 


sebesar 25%, peningkatan kredit di sub sektor 
perikanan sebesar 50% dan diikuti dengan 
peningkatan investasi di sub sektor perikanan 
sebesar 25% (SIM-19). Hal ini menunjukkan 
bahwa rendahnya kredit dan investasi di sub 
sektor perikanan dan nilai tukar rupiah 
terhadap US $ yang over value pada masa 


sektor perikanan. Kebijakan pada masa lalu 
yang kurang berpihak pada sektor pertanian 
termasuk di dalamnya sub sektor perikanan, 
hal ini terlihat dari rendahnya nilai kredit dan 
investasi di sektor pertanian. Tingkat bunga 
yang tinggi pada masa lalu juga tidak 
menguntungkan bagi sub sektor perikanan. 
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Kebijakan depresiasi nilai tukar rupiah 
terhadap US $ sangat menguntungkan bagi 
sub sektor perikanan, karena dapat 
mendorong peningkatan ekspor komoditi 
perikanan, dengan demikian produksi 
perikanan dapat ditingkatkan guna memenuhi 
kebutuhan konsumsi dalam negeri dan ekspor. 

Penurunan tingkat suku bunga sebesar 
5% belum mampu memperbaiki kinerja sub 
sektor perikanan, hal ini menunjukkan bahwa 
tingkat suku bunga yang berlaku masih 
tergolong tinggi untuk usaha di bidang 
perikanan, sehingga penurunan tingkat suku 
bunga belum mampu mendorong investor 
untuk menanamkan modalnya di bidang 
perikanan. Hal yang sama berlaku pada 
penurunan giro wajib minimum, tidak banyak 
mempengaruhi kinerja sub sektor perikanan. 

Depresiasi nilai tukar rupiah sebesar 
25% dapat meningkatkan ekspor perikanan, 
sehingga mempunyai peran dalam 
peningkatan pendapatan nasional. 
Meningkatnya pendapatan nasional sebesar 
1,75% dapat mendorong peningkatan 
konsumsi perikanan sebesar 1,38%. 
Selanjutnya harga di sub sektor perikanan 
meningkat, sehingga produksi perikanan 
dapat meningkat. Sebaliknya penghapusan 
tarif dapat meningkatkan impor, sehingga 
dapat menurunkan surplus neraca 
perdagangan. Kalau pajak ekspor dan tarif 
impor dihapus, maka surplus neraca 
perdagangan semakin kecil, karena disatu sisi 
meningkatkan surplus tapi disisi lain dapat 
menurunkan surplus, tetapi penurunan surplus 
pada penghapusan tarif impor lebih kecil 
penurunannya sedangkan penghapusan 
pajak ekspor lebih besar peningkatannya, 
sehingga masih ada surplus. 


Dampak Kebijakan Makroekonomi 
Terhadap Kinerja Sektor Perikanan Pada 
Masa Krisis Ekonomi Periode 1997-2000 


Dampak kebijakan makroekonomi 
terhadap kinerja sub sektor perikanan pada 
masa krisis ekonomi periode 1997-2000 dapat 


dilihat pada Tabel 3. Berdasarkan indikator 
kinerja sub sektor perikanan dari 19 skenario 
yang telah dilakukan dapat dipih 5 (lima) 
alternatif kebijakan yang dapat meningkatkan 
kinerja sub sektor perikanan, yaitu: (1) 
depresiasi nilai tukar rupiah sebesar 25% 
(SIM-3), (2) peningkatan kredit di sub sektor 
perikanan sebesar 50% (SIM-12), (3) 
peningkatan investasi di sub sektor perikanan 
sebesar 25% (SIM-13), (4) penurunan tingkat 
suku bunga bank sebesar 5% dan diikuti 
dengan peningkatan kredit di sub sektor 
perikanan sebesar 50% (SIM-16), dan (5) 
penurunan tingkat suku bunga bank sebesar 
5%, depresiasi nilai tukar rupiah sebesar 25%, 
peningkatan kredit di sub sektor perikanan 
sebesar 50%, dan diikuti dengan peningkatan 
investasi di sub sektor perikanan sebesar 
25% (SIM-19). 

Penurunan tingkat suku bunga bank 
belum mampu memperbaiki kinerja sub sektor 
perikanan, hal ini menunjukkan bahwa tingkat 
suku bunga yang berlaku masih tergolong 
tinggi untuk usaha di bidang perikanan, dan 
belum mampu mendorong investor untuk 
menanamkan modalnya. Hal yang sama 
berlaku pada penurunan giro wajib minimum, 
tidak banyak mempengaruhi kinerja sub 
sektor perikanan. Namun di sisi lain, 
depresiasi nilai tukar rupiah dapat mendorong 
peningkatan ekspor perikanan sebesar 9,55% 
karena harga komoditi ekspor semakin murah 
di pasar internasional. Depresiasi nilai tukar 
rupiah juga dapat meningkatkan penerimaan 
dalam bentuk rupiah, sehingga pendapatan 
nasional meningkat. Meningkatnya 
pendapatan nasional dapat meningkatkan 
daya beli masyarakat, sehingga konsumsi 
perikanan meningkat sebesar 7,10%. Hal yang 
sama terjadi pada produksi yaitu produksi 
meningkat sebesar 6,47%, peningkatan 
produksi disebabkan adanya respon terhadap 
peningkatan harga di sub sektor perikanan. 
Hal sebaliknya akan terjadi pada apresiasi nilai 
tukar rupiah terhadap US $. Sementara itu, 
peningkatan investasi di sub sektor perikanan 
sebesar 25% akan meningkatkan produksi 
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Tabel 3. Dampak Kebijakan Makroekonomi terhadap Kinerja Sektor Perikanan Pada Masa 


Krisis Ekonomi Periode 1997-2000 


Table 3. Impacts of Macroeconomic Policy on the Performance of Fisheries Sector the Period 


After the Economic Crisis 1997-2000 


Indikator Kinerja Sektor Nilai 
No. Perikanan/ Simulasi Dampak Perubahan (%)/ Impact of Change (%) 
Indicator of Performance in Dasar/ 
fisheries sector Basic 
Simulation SIM-1 SIM-2 SIM-3 SIM-4 SIM-5 SIM-6 SIM-7 SIM-8 SIM-9 SIM-10 
Value 
k Produksi Perikanan / 8340 0,05 0,00 6,47 -6,45 0,00 -0,02 -0,02 -0,21 -0,04 0,78 
Fisheries Production 
2. Konsumsi Perikanan / 6318 0,78 0,04 7,18 -6,25 0,18 -0,44 -0,28 -3,81 -0,56 16,31 
Fisheries Consumption 
3. Ekspor Perikanan/ 756 0,00 0,00 9,55 -9,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Fisheries Export 
4. Impor Perikanan / 60 0,70 0,30 -1,13 5,06 2,03 -8,26 -6,24 1,15 0,95 5,84 


Fisheries Import 


Sumber/Source: Asnawi, 2005 


Keterangan/Remark: 
SIM-1 = Penurunan Tingkat Suku Bunga Bank Sebesar 5%/Depresiation of Bank Interest Rate by 5%; 
SIM-2 = Penurunan Giro Wajib Minimum Sebesar 1%/Depresiation of Obligation Giro at Least by 1%; 
SIM-3 = Depresiasi Nilai Tukar Rupiah Terhadap US $Sebesar 25%/Depresiation of Rp Exchange 
Rate to Us $by 25%; 
SIM-4 = Apresiasi Nilai Tukar Rupiah Terhadap US $ Sebesar 25%/Appreciation of Rp Exchange Rate 
to US $ by 25%; 
SIM-5 = Penghapusan Pajak Ekspor/ Export Tax Waived; 
SIM-6 = Penghapusan Tarif Impor/Import Tariff Waived; 
SIM-7 = Penghapusan Pajak Ekspor dan Tarif Import/Export Tax and Import Tariff Waived; 
SIM-8 = Peningkatan Penerimaan Pajak Sebesar 25%/ Tax Revenue Increase by 25%; 
SIM-9 = Penurunan Penerimaan Pajak Sebesar 25%/ Tax Revenue Decrease by 25%; 
SIM-10 = Peningkatan Pengeluaran Pemerintah Sebesar 25%/Goverment Expenses Increased by 
25%. 
Tabel 3. Lanjutan 
Table 3. Continues 
Nilai 
Indikator Kinerja Sektor Simulasi Dampak Perubahan (%)/Impact of Change (%) 
Perikanan/ Dasar/ 
No. Indicator of Performance Basic 
in fisheries sector Simulation — SIM-11 SIM-12  SIM13  SIM14 = SIM-15 = SIM-16  SIM-17 SIM18  SIM-19 
Value 
1. Produksi Perikanan/ 5349 -0,01 0,44 4,00 0,05 -0,02 0,11 6,48 6,47 14,50 
Fisheries Production 
2. Konsumsi Perikanan/ 5951 0,46 0,32 0,09 1,14 -0,30 1,35 7,28 7,10 8,60 
Fisheries Consumption 
3. Ekspor Perikanan/ 917 2,08 0,01 0,06 0,00 0,00 0,01 9,55 11,64 9,62 
Fisheries Export 
4. Impor Perikanan/ 104 0,54 0,24 0,50 2,61 -2,61 0,72 0,50 -0,68 0,27 


Fisheries Import 


Sumber/Source: Asnawi, 2005 


Keterangan/Remark: 
SIM-11 = Peningkatan kredit ekspor sebesar 50%/Export credit increased by 50%; 
SIM-12 = Peningkatan kredit di sektor perikanan sebesar 50%/Credit of fisheries sector increased by 50%; 
SIM-13 = Peningkatan investasi di sektor perikanan sebesar 25%/Investment in fisheries sector increased by 
25%; 
SIM-14 = Peningkatan pinjaman luar negeri sebesar 25%/Foreign loan increased by 25 %; 
SIM-15 = Penurunan pinjaman luar negeri sebesar 25%/Foreign loan decreased by 25 %; 
SIM-16 = Kombinasi 1 dan 12/Combination 1 and 12; 
SIM-17 = Kombinasi 3 dan 5/Combination 3 and 5; 
SIM-18 = Kombinasi 3 dan 11/Combination 3 and 11; 


SIM-19 Kombinasi 1, 3, 12 dan 13/Combination 1,3, 12 and 13; 
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Tabel 4. Dampak Kebijakan Makroekonomi terhadap Kinerja Sektor Perikanan Pada 
Peramalan Periode 2003-2007 
Table 4. Impacts of Macroeconomic Policy on the Performance of Fisheries Sector the Period 
Forecasting 2003-2007 


Nilai 
Indikator Kinerja Sektor Simulasi Dampak Perubahan (%)/Impact of Change (%) 
Perikanan Dasar/ 
No. Indicator of Performance in Basic 
Fisheries Sector Simulation SIM-14 SIM-2 SIM-3 SIM-4 SIM-5 SIM-6 SIM-7 SIM-8 SIM-9 SIM-10 
Value 
1. Produksi Perikanan / 11464 0,00 0,01 3,57  -3,57 0,00 -0,01 -0,01 -0,16 0,14 0,14 
Fisheries Production 
2. Konsumsi Perikanan / 7092 -0,02 0,11 5,24 -5,17 0,14 -0,35 -0,19 -2,99 2,75 2,82 
Fisheries Consumption 
3. Ekspor Perikanan / 1047 0,00 0,00 3,25 -3,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


Fisheries Export 
4. Impor Perikanan / 
Fisheries Import 


32 -0,01 0,49 3,08 -2,72 0,55 -1,45 -0,90 -4,64 3,75 11,67 


Sumber/Source: Asnawi, 2005 


Keterangan/Remark: 


SIM-1 
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= 
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Tabel 4. Lanjutan 
Table 4. Continues 


Penurunan Tingkat Suku Bunga Bank Sebesar 5%/Depresiation of Bank Interest Rate by 5%; 
Penurunan Giro Wajib Minimum Sebesar 1%/Depresiation of Obligation Giro at Least by 1%; 
Depresiasi Nilai Tukar Rupiah Terhadap US $Sebesar 25%/Depresiation of Rp Exchange 
Rate to Us $ by 25% ; 

Apresiasi Nilai Tukar Rupiah Terhadap US $ Sebesar 25%/Appreciation of Rp Exchange Rate 
to US $ by 25%; 

Penghapusan Pajak Ekspor/ Export Tax Waived; 

Penghapusan Tarif Impor//mport Tariff Waived; 

Penghapusan Pajak Ekspor dan Tarif Import/Export Tax and Import Tariff Waived; 
Peningkatan Penerimaan Pajak Sebesar 25%/ Tax Revenue Increase by 25%; 

Penurunan Penerimaan Pajak Sebesar 25%/ Tax Revenue Decrease by 25%; 

Peningkatan Pengeluaran Pemerintah Sebesar 25%/Goverment Expenses Increased by 
25%. 


Nilai 
Indikator Kinerja Sektor Simulasi Dampak Perubahan (%)/Impact of Change (%) 
Perikanan Dasar/ 
No. Indicator of Performance Basic 
in Fisheries Sector Simulation — SIM-11 SIM12  SIM13  SIM14 SIM15 SIM16  SIM-17  SIM-18 SIM-19 
Value 
1. Produksi Perikanan / 11464 0,00 0,23 15,29 0,06 -0,06 0,23 3,57 3,57 19,10 
Fisheries Production 
2. Konsumsi Perikanan / 7092 0,08 2,07 0,79 1,06 -1,08 2,12 5,39 5,33 8,31 
Fisheries Consumption 
3. Ekspor Perikanan / 1047 2,58 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 3,25 5,83 3,34 
Fisheries Export 
4. Impor Perikanan/ 32 0,38 8,55 3,29 4,42 -4,42 8,74 3,62 3,47 15,73 


Import Fisheries 


Sumber/Source: Asnawi, 2005 


Keterangan/Remark: 


SIM-11 = Peningkatan Kredit Ekspor Sebesar 50%/Export Credit Increased by 50%; 
SIM-12 = Peningkatan Kredit di Sektor PerikananSebesar 50%/Credit of Fisheries Sector Increased by 50%; 
SIM-13 = Peningkatan Investasi di Sektor Perikanan Sebesar 25%/ 

Investment in Fisheries Sector Increased by 25%; 


Peningkatan Pinjaman Luar Negeri Sebesar 25%/Foreign Loan Increased by 25 %; 
Penurunan Pinjaman Luar Negeri Sebesar 25%/Foreign Loan Decreased by 25 %; 
Kombinasi 1 dan 12/Combination 1 and 12, 

Kombinasi 3 dan 5/Combination 3 and 5, 

Kombinasi 3 dan 11/Combination 3 and 11, 

Kombinasi 1, 3, 12 dan 13/Combination 1,3,12 and 13; 
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perikanan sebesar 4%. Oleh karena itu untuk 
mendorong peningkatan produksi di sub 
sektor perikanan perlu dilakukan langkah- 
langkah kebijakan yang dapat menarik minat 
investor untuk menanamkan modalnya di sub 
sektor perikanan. 


Alternatif Kebijakan Makroekonomi 
Periode 2003-2007 


Dampak kebijakan makroekonomi 
terhadap kinerja sub sektor perikanan periode 
2003-2007 dapat dilihat pada Tabel 4. 
Berdasarkan indikator kinerja sub sektor 
perikanan, dari 19 skenario yang dilakukan 
dapat dipilih 5 (lima) alternatif kebijakan yang 
dapat meningkatkan kinerja sub sektor 
perikanan, yaitu: (1) depresiasi nilai tukar 
rupiah terhadap US $ sebesar 10% (SIM-3), 
(2) peningkatan kredit di sub sektor perikanan 
sebesar 50% (SIM-12), (3) peningkatan 
investasi di sub sektor perikanan sebesar 50% 
(SIM-13), (4) penurunan tingkat suku bunga 
bank sebesar 5% dan diikuti dengan 
peningkatan kredit di sub sektor perikanan 
sebesar 50% (SIM-16), dan (5) penurunan 
tingkat suku bunga bank sebesar 5%, 
depresiasi nilai tukar rupiah terhadap US $ 
sebesar 10%, peningkatan kredit di sub sektor 
perikanan sebesar 50% dan diikuti dengan 
peningkatan investasi di sub sektor perikanan 
sebesar 25% (SIM-19). 

Kebijakan depresiasi nilai tukar rupiah 
terhadap US $ (SIM-3) dapat meningkatkan 
produksi perikanan sebesar 3,57%, konsumsi 
perikanan meningkat sebesar 5,24% dan 
ekspor perikanan meningkat sebesar 3,25%. 
Peningkatan produksi tersebut akibat adanya 
peningkatan harga komoditas perikanan yang 
cukup besar, sehingga harga tersebut 
merupakan daya tarik bagi produsen untuk 
meningkatkan produksinya. Sedangkan 
peningkatan ekspor disebabkan adanya 
peningkatan produksi yang cukup besar. Disisi 
lain meningkatnya ekspor dapat meningkatkan 
pendapatan nasional. Selanjutnya 


pendapatan nasional dapat meningkatkan 
konsumsi dan impor komoditas perikanan. 
Demikian pula dengan peningkatan investasi 
di sub sektor perikanan (SIM-13) dapat 
memperkuat modal di sub sektor perikanan, 
sehingga produksi perikanan mengalami 
peningkatan sebesar 15,29%. Penurunan 
tingkat suku bunga yang secara bersama- 
sama dibarengi dengan peningkatan kredit di 
sub sektor perikanan (SIM-16), akan semakin 
memperkuat permodalan di sub sektor 
perikanan, sehingga berdampak positif 
terhadap peningkatan produksi perikanan, 
namun peningkatannya masih relatif kecil yaitu 
hanya sebesar 0,23%. Nampaknya penurunan 
suku bunga justru mendorong tingkat 
konsumsi komoditas perikanan naik sebesar 
2,12%, hal ini disebabkan penurunan suku 
bunga dan peningkatan kredit justru dapat 
mendorong peningkatan produksi pada sektor 
lainnya, sehingga secara nasional dapat 
meningkatkan pendapatan nasional. Oleh 
karena itu terjadi peningkatan konsumsi 
komoditas perikanan yang cukup signifikan. 

Dari kelima alternatif kebijakan yang 
pengaruhnya sangat besar terhadap 
peningkatan produksi perikanan adalah 
kebijakan peningkatan investasi di sub sektor 
perikanan (SIM-13), dan kombinasi dari 
penurunan tingkat suku bunga, depresiasi nilai 
tukar rupiah, peningkatan kredit dan investasi 
di sub sektor perikanan (SIM-19). Sedangkan 
terhadap peningkatan konsumsi, alternatif 
kebijakan yang pengaruhnya sangat besar 
adalah depresiasi nilai tukar rupiah terhadap 
US $ (SIM-3) dan kombinasi dari peurunan 
tingkat suku bunga, depresiasi nilai tukar 
rupiah terhadap US $, peningkatan kredit dan 
investasi di sub sektor perikanan (SIM-19). 
Alternatif kebijakan yang dapat meningkatkan 
ekspor perikanan yang paling besar adalah 
kombinasi dari depresiasi nilai tukar rupiah 
terhadapUS $ dan peningkatan kredit ekspor 
(SIM-18). 
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KESIMPULAN DAN SARAN 


Kesimpulan 


Beberapa kesimpulan yang dapat 


ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 


1. 


Peningkatan investasi di sub sektor 
perikanan sebesar 25% (periode 2003- 
2007) dapat meningkatkan kinerja sub 
sektor perikanan, yaitu produksi 
meningkat sebesar 15,29%, konsumsi 
meningkat sebesar 0,79% dan ekspor 
perikanan meningkat sebesar 0,10 %. 
Pada periode 2003-2007 kinerja sub 
sektor perikanan meningkat lebih tinggi 
jika dilakukan kombinasi kebijakan (mixed 
policy) yang dapat menurunkan tingkat 
suku bunga sebesar 5%, peningkatan 
kredit sebesar 50% dan investasi di sub 
sektor perikanan sebesar 25% pada 
kondisi depresiasi nilai tukar rupiah 
terhadap US $ sebesar 10%. 

Depresiasi nilai tukar rupiah terhadap US $ 
sebesar 10% dapat meningkatkan 
produksi perikanan sebesar 3,57%, 
konsumsi perikanan sebesar 5,24% dan 
ekspor perikanan sebesar 3,25% (periode 
2003-2007) 

Dampak kebijakan penghapusan pajak 
ekspor dan tarifimpor pada periode (1993- 
1996) sebelum krisis ekonomi dapat 
meningkatkan surplus neraca 
perdagangan perikanan dan sebaliknya 
pada periode (1997-2000) krisis ekonomi 
menurunkan neraca perdagangan 
perikanan, sedangkan pada periode 
(2003-2007) peramalan berdampak kecil 
terhadap penurunan surplus neraca 
perdagangan perikanan. 

Kebijakan peningkatan pengeluaran 
pemerintah sebesar 25% pada periode 
sebelum krisis ekonomi dapat 
meningkatkan konsumsi perikanan 
sebesar 6,92%, pada periode masa krisis 
ekonomi dapat meningkatkan konsumsi 


6. 


perikanan sebesar 16,31% dan pada 
periode peramalan meningkatkan 
konsumsi perikanan sebesar 2,82%. Hal 
ini dapat menunjukan bahwa pada kondisi 
krisis ekonomi daya beli masyarakat 
sangat menurun, sehingga kebijakan dari 
sisi demand sangat efektif untuk 
dilakukan, khususnya kebijakan fiskal. 

Kebijakan peningkatan pinjaman luar 
negeri sebesar 25% pada periode 
sebelum krisis ekonomi meningkatkan 
konsumsi perikanan sebesar 1,92%, pada 
periode masa krisis ekonomi 
meningkatkan konsumsi perikanan 
sebesar 1,14% dan pada periode 
peramalan meningkatkan konsumsi 
perikanan sebesar 1,06%. Sebaliknya 
penurunan pinjaman luar negeri sebesar 
25% pada periode sebelum krisis 
ekonomi, dapat menurunkan konsumsi 
perikanan sebesar 0,50%, pada periode 
masa krisis ekonomi dapat menurunkan 
konsumsi perikanan sebesar 0,30% dan 
pada periode peramalan menurunkan 
konsumsi perikanan sebesar 1,08%. 


Saran Kebijakan 


Beberapa saran kebijakan yang dapat 


diajukan adalah sebagai berikut: 


1. 


Karena kredit, investasi dan tingkat suku 
bunga berperan penting dalam 
meningkatkan kinerja sub sektor 
perikanan dimana para nelayan dan 
pembudidaya perikanan di Indonesia 
sebagaian besar masih termasuk dalam 
kelompok nelayan dan pembudidaya 
perikanan yang memiliki asset atau lahan 
sempit, maka untuk meningkatkan 
kinerja di sub sektor perikanan perlu 
kebijakan yang dapat mempermudah 
para nelayan/pembudidaya untuk 
mendapatkan kredit usaha kecil dan 
menengah (UKM) dengan tingkat suku 
bunga pinjaman yang rendah. 
Peningkatan kredit dan investasi di sub 


meningkatkan konsumsi dan impor 
perikanan, sehingga menurunkan 
surplus neraca perdagangan perikanan. 
Sebaliknya kebijakan penurunan 
pinjaman luar negeri menurunkan 
konsumsi dan impor perikanan, sehingga 
meningkatkan surplus neraca 
perdagangan perikanan. Oleh karena itu 
kebijakan yang telah dilakukan 
pemerintah untuk mengurangi pinjaman 
luar negeri perlu dilanjutkan. 
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Indonesia. dan Distribusi Pendapatan di Indonesia: 
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Lampiran 1. Model Makroekonomi Indonesia 
Appendix 1. Indonesia Macroeconomics Model 


Spesifikasi model 


1. Blok Produksi / Production Block 


APH 
ANAK 
OKAN 
QBUN 
QHUT 
QP 


-f( PPH, LPH, INT, KP, W, KBIMAS, RISET ) 
-f( PNAK. KP, NP, RISET ) 

=f( PKSN, NP, TPMKAN, RISET ) 

=f( PBUN, LBUNL, KP, NP, KRP, RISET ) 
=f( PHUT, LHUT, W, RISET, QHUTL ) 

= QPH + QNAK + QKAN + QBUN + QHUT 
=f( PIMM, KA, NIMM, QIMML ) 

=f( DPIPP, KA, NIPP, QIPPL ) 

=f( PIKK, KA, NIKK, QIKKL ) 

=f (PIPK. KA, NIPK, QIPKL ) 

= QIMM + QIPP + QIKK + QIPK 

=f( PNA, KNA, WL ) 

=f( PNP, KNP, NNP ) 

=f( PJ, KJ, QUL ) 

= QP + QA + QNA + QNP + QJ 


3. Blok Fiskal / Fiscal Block 


TXX 
TXM 
TXPH 
TX 

G 


=f( X, TRENDX, TXXL ) 

=f( M, TXML ) 

=f( Y, TXPHL ) 

=TXX + TXM + TXPH + TXOTHER 

=f( TX, NONTAXL, YGOIL, YGFRL, GL ) 


5. Blok Konsumsi / Consumption Block 


CPH 


=f( YD, CPHL ) 
=f( YD, PNAK ) 

=f( YD, CKANL ) 

=f( YD, CBUNL ) 

=f( YD, PHUT, CHUTL ) 

=CPH + CNAK + CKAN + CBUN + CHUT 
=f( YD, CIMML ) 

=f( YD, PIPP ) 

=f( YD, CIKKL ) 

=f( YD, PIPK, CIPKL ) 

=CIMM + CIPP + CIKK + CIPK 

=f( YD, PNA ) 

=f( YD, CNPL ) 

=f( RYD ) 

=CP + CA + CAN + CNP 4 CJ 


7. Blok Perdagangan / Trade Block 


Ekspor 


=f( PXPH, PPH, NTL, KRX ) 

=f( PXNAKL, PNAK, NT, XNAKL ) 

=f( PXKANL, PKAN, NT, KRX, XKANL ) 

=f( DPXBUN, OBUN. DNT, TXXL, KRX, TRENDX) 
=f( PXHUT, PHUT, NT, TXX, XHUTL ) 
=XPH+XNAK+XKAN+XBUN+XHUT 

=f( PXIMML, PIMM, NT, XIMML ) 

=f( PXIPP, PIPP, NT, TXXL, XIPPL ) 


2. Blok Harga / Price Block 

PPH =f( APH, CPH, PMPHL, NT ) 

PNAK  =f( QNAK, CNAK, PXNAK, PMNAKL, PNAKL ) 
PKAN = =f( CKAN, PXKAN, PMKANL, NT) 

PBUN  =f( QBUN, CBUN, PXBUN, PMBUNL, NT) 
PHUT =f( QHUT, CHUT, PXHUT, NT, PHUTL ) 
PIMM — =f( QIMM, CIMML, PXIMML, NT, PIMML ) 
PIPP =f( QIPP, CIPP, PXIPP, NTL ) 

PIKK =f( QIKK, CIKK, PXIKK, PMIKK, NT ) 

PIPK =f( QIPK. CIPK, PXIPK, PMIPKL, NT ) 

PNA =f( QNA, CNA, PXNAL, PMNA, NTL, PNAL ) 
PNP =f( QNP, CNP, PXNP, NT) 

PJ =f( CJ, NT, PJL ) 

P =f( Q, Y. NT, PL) 


4. Blok Modal dan Investasi / 
Modal and Invesment Block 

KP =f( R, FDI, QP, G, KPL ) 

KA =f( R, FDI, QA, G, KAL) 

KNA =f( RL, FDI, LOAN, KNPL ) 

KNP =f( R, FDI, LOAN, KNPL ) 


KJ =f( R, FDI, LOAN, KJL ) 
K =KP + KA + KNA + KNP + KJ 
| =f( KY, IL) 


6. Blok Tenaga Kerja / Labour Block 
NP =f( W, ROP ) 

NIMM — =f( W, PIMM ) 

NIPP =f( W, PIPP ) 

NIKK =f( W, PIKK, NIKKL ) 

NIPK =f( W, PIPK, NOPKL ) 

NA =NIMM+NIPP+NIKK+NIPK 
NNA =f( W, PNA, NNAL ) 

NNP =f( W, RQNP, NNPL ) 


NJ =f( W, RQJ, NJL ) 

ND =NP+NA+NNA+NNP+NJ 
NS =f( W, UK, NSL ) 
UNEMP=(NS - ND)/NS “100 

W =f( ND. NS. P, WL ) 
Impor / Import 


MPH =f( PMPH, PPH, NTL, Y, TXM ) 
MNAK — =f( PMNAK, NT, Y, TXM, MNAKL ) 
MKAN  =f( PMKAN. NT, Y, MKANL ) 

MBUN =f PMBUN, NT, Y, MBUNL ) 

MP =MPH + MNAK + MKAN + MBUN 
MIMM — =f( PMIMM, PIMM, NT, Y, RMIMML ) 
MIPP =f{( PMIPP, NT, Y, MIPPL ) 

MIKK — =f( PMIKK, NT, Y, MIKKL ) 


62 Dampak Kebijakan..... Suatu Pendekatan Ekonometrika (Asnawi) 


Lanjutan Lampiran 1 
Appendix 1 continues 


XIKK —— 5f( PXIKK, PIKK, NTL, TXXL, KRX, XIKKL ) MIPK — =f( PMIPK, NT, Y, MIPKL ) 
XIPK — =f( PXIPKL, PIPK, NT, TXX, XIPKL ) MA =MIMM + MIPP + MIKK + MIPK 
XA =XIMM+XIPP+XIKK+XIPK MNA  =f( PMNAL, NT, Y, MNAL ) 
XNA  =f( PXNA, QNA, PNP, DNT, TXX, XNAL ) MNP. =f( PMNP, NT, Y, TXM ) 
RXNP =f( PXNP, PNP, NTL, RXNPL ) M =MP + MA + MNA + MNP 
x =XP + XA + XNA + XNNP BOTP =XP-MP 

BOT =X-M 


BOP =BOT+NCIFG+NCIFP+NJASA+SELISIH+SDR 


8. Blok Moneter / Monetary Block 9. Blok Pendapatan Nasional/ National Income Block 

MD =f( R, IFL, Y) / National Income Block 

MS -f( R, GWM, IFL, BOP ) Y =C + |+ G + (X*NT) - (M*NT) 

R =f( MD, MS, RL) YD =Y-TX 

IFL =f( P. IFLL ) 

Q = Produksi Nasional (Milyar Rp.)/ National Production (Billion Rp) 

QP = Produksi Sektor Pertanian (Milyar Rp.)/Production of Agriculture Sector (Billion Rp) 

QA = Produksi Sektor Agroindustri (Milyar Rp.) /Production of Agroindustry Sector 
(Billion Rp) 

QPH = Produksi Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura (Milyar Rp.) / Production of 
Food Crops and Horticulture Sub Sector (Billion Rp) 

QNAK - Produksi Sub Sektor Peternakan (Milyar Rp.)/ Production of Live Stock Sub Sector 
(Billion Rp) 

AKAN = Produksi Sub Sektor Perikanan (Milyar Rp.) / Production of Fisheries Sub Sector 
(Billion Rp) 

QBUN = Produksi Sub Sektor Perkebunan (Milyar Rp.) / Production of Estate Crops Sub 
Sector (Billion Rp) 

QHUT = Produksi Sub Sektor Kehutanan (Milyar Rp.) / Production of Forestry Sub Sector 
(Billion Rp) 

QIMM = Produksi Sub Sektor Industri Makanan, Minuman dan Tembakau (Milyar Rp.) / 
Production of Food, Beverage and Tobacco Industry Sub Sector (Billion Rp) 

QIPP = Produksi Sub Sektor Pemintalan, Tekstil, Pakaian dan Kulit (Milyar Rp.) / 
Production of Spinning Mill, Textile, Clothes and Leather Sub Sector (Billion Rp) 

QIKK = Produksi Sub Sektor Industri Kayu (Milyar Rp.) / Production of Wood Industry Sub 
Sector (Billion Rp) 

QIPK = Produksi Sub Sektor Industri Pulp dan Kertas (Milyar Rp.) / Production of Pulp and 
Paper Sub Sector (Billion Rp) 

QNA = Produksi Sektor Industri Non Agroindustri (Milyar Rp.) / Production of Non- 


Agroindusry Sub Sector (Billion Rp) 


QNP = Produksi Sektor Non-Pertanian (Milyar Rp.) / Production of Non - Agriculture 
Sector (Billion Rp) 

QJ = Penerimaan Sektor Jasa (Milyar Rp.) / Service Sector Revenue (Billion Rp) 

K = Total Modal (Milyar Rp.) / Total Capital (Billion Rp) 

KP = Modal Sektor Pertanian (Milyar Rp.)/ Capital ofAgriculture Sector (Billion Rp) 

KNP = Modal Sektornon-pertanian (Milyar Rp.) / Capital of Non-Agriculture (Billion Rp) 

KA = Modal Sektor Agroindustri (Milyar Rp.) / Capital ofAgroindustry sector (Billion Rp) 

KNA = Modal Sektor Non-Agroindustri (Milyar Rp.) / Capital of Non Agroindustry Sector 
(Billion Rp) 

KJ = Modal Sektor Jasa (Milyar Rp.) / Capital of Service Sector (Billion Rp) 

ND = Total Permintaan Tenaga Kerja (Ribu Orang) / Total of Employment Demand (A 


Thousand People) 


J. Bijak dan Riset Sosek KP. Vol.2 No.1, 2007 63 


Lanjutan Lampiran 1 
Appendix 1 continues 


NS 
NP 
NA 


NIMM 


Total Penawaran Tenaga Kerja (Ribu orang) / Total of Employment Offer 
(Thousand people) 

Penggunaan Tenaga Kerja di Sektor Pertanian (Ribu orang) / Employment Used by 
Agriculture Sector (Thousand people) 

Penggunaan Tenaga Kerja di Sektor Agroindustri (Ribu orang) / Employment Used 
byAgroindustry Sector (Thousand people) 

Penggunaan Tenaga Kerja di Sub Sektor Industri Makanan, Minuman dan 
Tembakau (Ribu orang)/ Employment Used by Food, Beverages and Tobacco Sub 
Sector (Thousand people) 

Penggunaan Tenaga Kerja di Sub Sektor Industri Pemintalan, Tekstil, Pakaian dan 
Kulit (Ribu orang) / Employment Used by Spinning Mill, Textile, Clothes and 
Leather Sub Sector (Thousand people) 

Penggunaan Tenaga Kerja di Sub Sektor Industri Kayu (Ribu orang) / Employment 
Used by Wood Industry Sub Sector (Thousand people) 

Penggunaan Tenaga Kerja di Sub Sektor Industri Pulp dan Kertas (Ribu orang) / 
Employment Used by Pulp and Paper Industry Sub Sector (Thousand people) 
Penggunaan Tenaga Kerja di Sektor Non-Agroindustri (Ribu orang) / Employment 
Used by NonAgroindustry Sector (Thousand people) 

Penggunaan Tenaga Kerja di Sektor Non-Pertanian (Ribu orang) / Employment 
Used by NonAgriculture Sector (Thousand people) 

Penggunaan Tenaga Kerja di Sektor Jasa (Ribu orang) / Employment Used by 
Service Sector (Thousand people) 

Tingkat Pengangguran (%) / Unemployment Rate (%) 

Tingkat Upah Nasional (Rp/hari) / National Wages Rate (Rp/a day) 

Indeks Harga Umum / General Price Index 

Indeks Harga Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura / Price Index of Food 
Crops and Horticulture Sub Sector 

Indeks Harga Sub Sektor Peternakan / Price Index of Livestock Sub Sector 

Indeks Harga Sub Sektor Perikanan / Price Index of Fishery Sub Sector 

Indeks Harga Sub sektor Perkebunan / Price Index ofEstate Crops Sub Sector 
Indeks Harga Sub Sektor Kehutanan / Price Index of Forestry Sub Sector 

Indeks Harga Sub Sektor Industri Makanan, Minuman dan Tembakau / Price Index 
of Food, Beverages and Tobacco Industry Sub Sector 

Indeks Harga Sub Sektor Industri Pemintalan, Tekstil, Pakaian dan Kulit / Price 
Index of Spinning Mill, Textile, Clothes and Leather Industry Sub Sector 

Indeks Harga Sub Sektor Industri Kayu / Price Index of Wood Industry Sub Sector 
Indeks Harga Sub Sektor Industri Pulp dan Kertas / Price Index of Pulp and Paper 
Industry Sub Sector 

Indeks Harga Sektor Industri Non-Agroindustri / Price Index of Non Agroindustry 
Sub Sector 

Indeks Harga Sektor Non Pertanian / Price Index of Non Agriculture Sector 

Indeks Harga Sektor Jasa / Price Index of Service Sector 

Total Konsumsi (Milyar Rp.)/ Total Consumption (Billion Rp) 

Konsumsi Sektor Pertanian (Milyar Rp.) / Consumption of Agriculture Sector 
(Billion Rp) 

Konsumsi Sektor Agroindustri (Milyar Rp.) / Consumption of Agro Industry Sector 
(Billion Rp) 

Konsumsi Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura (Milyar Rp.) / 
Consumption of Food Crops and Horticulture Sub Sector (Billion Rp) 
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CNAK 


Konsumsi Sub Sektor Peternakan (Milyar Rp.) / Consumption of Livestock Sub 
Sector (Billion Rp) 

Konsumsi Sub Sektor Perikanan (Milyar Rp.)/ Consumption of Fishery Sub Sector 
(Billion Rp) 

Konsumsi Sub Sektor Perkebunan (Milyar Rp.)/ Consumption of Estate Crops Sub 
Sector (Billion Rp) 

Konsumsi Sub Sektor Kehutanan (Milyar Rp.) / Consumption of Forestry Sub 
Sector 

Konsumsi Sub Sektor Industri Makanan, Minuman dan Tembakau (Milyar Rp.) / 
Consumption of Food, Beverages and Tobacco Industry Sub Sector (Billion Rp) 
Konsumsi Sub Sektor Industri Pemintalan, Tekstil, Pakaian dan Kulit (Milyar Rp.) / 
Consumption of Spinning Mill, Textile, Clothes and Leather Industry Sub Sector 
(Billion Rp) 

Konsumsi Sub Sektor Industri Kayu (Milyar Rp.) / Consumption of Wood Industry 
Sub Sector (Billion Rp) 

Konsumsi Sub Sektor Industri Pulp dan Kertas (Milyar Rp.)/ Consumption of Pulp 
and Paper Indsutry Sub Sector (Billion Rp) 

Konsumsi Sektor Non-Agroindustri (Milyar Rp.) / Consumption of non Agroindustry 
Sector (Billion Rp) 

Konsumsi Sektor Non-Pertanian (Milyar Rp.) / Consumption of Non Agriculture 
Sector (Billion Rp) 

Konsumsi Sektor Jasa (Milyar Rp.)/ Consumption of Service Sector 

Nilai Total Ekspor (Milyar Rp.)/ Total Export Value 

Nilai Ekspor Sektor Pertanian (Juta US $) / Export VVaue of Agriculture Sector 
(Million US $) 

Nilai Ekspor Sektor Agroindustri (Juta US $) / Export Value of Agro Industry Sector 
Value (Million US $) 

Nilai Ekspor Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura (Juta US $) / Export 
Value of Food Crops and Horticulture Sub Sector 

Nilai Ekspor Sub Sektor Peternakan (Juta US $) / Export Value of Livestock Sub 
Sector 

Nilai Ekspor Sub Sektor Perikanan (Juta US $) / Export Value of Fishery Sub Sector 
Nilai Ekspor Sub Sektor Perkebunan (Juta US $)/ Export Value of Estate Cops Sub 
Sector 

Nilai Ekspor Sub Sektor Kehutanan (Juta US $) / Export Value of Forestry Sub 
Sector 

Nilai Ekspor Sub Sektor Industri Makanan, Minuman dan Tembakau (Juta US $) / 
Export Value of Food, Beverages and Tobacco Industry Sub Sector 

Nilai Ekspor Sub Sektor Industri Pemintalan, Tekstil, Pakaian dan Kulit (Juta US $)/ 
Export Value of Spinning Mill, Textile, Clothes and Leather Indsutry Sub Sector 
Nilai Ekspor Sub Sektor Industri Kayu (Juta US $) / Export Value of Wood Industry 
Sub Sector 

Nilai Ekspor Sub Sektor Industri Pulp dan Kertas (Juta US $) / Export Value of Pulp 
and Paper Industry Sub Sector 

Nilai Ekspor Sektor Non-Agroindustri (Juta US $) / Export Value of Non 
Agroindustry Sector 

Nilai Ekspor Sektor Non-Pertanian (Juta US $) / Export Value of Non Agriculture 
Sector 

Nilai Total Impor (Juta US $)/ Total Import Value 
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MP 
MA 
MPH 
MNAK 


MKAN 
MBUN 


MIMM 


MIPP 


MIKK 
MIPK 
MNA 
MNP 
TXX 


TXM 


YD 
NT 


R 

MD 
MS 
BOTP 


BOT 
BOP 


Nilai Impor Sektor Pertanian (Juta US $)/ Import Value of Agriculture Sector 

Nilai Impor Sektor Agroindustri (Juta US $) / Import Value of Agroindustry Sector 
Nilai Impor Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura (Juta US $) / Import 
Value of Food Crops and Horticulture Sub Sector 

Nilai Impor Sub Sektor Peternakan (Juta US $) / Import Value of Livestock Sub 
Sector 

Nilai Impor Sub Sektor Perikanan (Juta US $)/ Import Value of Fishery Sub Sector 
Nilai Impor Sub Sektor Perkebunan (Juta US $) / Import Value of Estate Crops Sub 
Sector 

Nilai Impor Sub Sektor Industri Makanan, Minuman Dan Tembakau (juta Us $) / 
Import value of food, beverages and tobacco sub sector (Million US $) 

Nilai Impor Sub Sektor Industri Pemintalan, Tekstil, Pakaian Dan Kulit (juta Us $) / 
Import Value Of Spinning Mill, Textile, Clothes And Leather Industry Sub Sector 
(million Us $) 

Nilai Impor Sub Sektor Industri Kayu (juta Us $) / Import Value Of Wood Industry 
Sub Sector (million Us $) 

Nilai Impor Sub Sektor Industri Pulp Dan Kertas (juta Us $) / Import Value Of Pulp 
And Paper Industry Sub Sector (million Us $) 

Nilai Impor Sektor Non-agroindustri (juta Us $) / Import Value Of Non Agroindustry 
Sector (million Us $) 

Nilai Impor Sektor Non-pertanian (juta Us $) / Import Value Of Non Agriculture 
Sector (million Us $) 

Jumlah Penerimaan Pajak Ekspor (milyar Rp.)/ Value Export Tax Revenue (billion 
Rp) 

Jumlah Penerimaan Tarif Impor (milyar Rp.) / Value Import Tariff Revenue (billion 
Rp) 

Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan (milyar Rp.) / Value Tax Income Revenue 
(billion Rp) 

Total Penerimaan Pajak (milyar Rp.)/ Total Tax Revenue (billion Rp) 

Total Pengeluaran Pemerintah (milyar Rp.) / Total Expenditure Ministry (billion Rp) 
Investasi Sektor Swasta (milyar Rp.)/ Investment Private Sector (billion Rp) 
Pendapatan Nasional Bruto (milyar Rp.)/ National Gross Income (billion Rp) 
Pendapatan Disposable (milyar Rp.)/ Disposable Income (billion Rp) 

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Us $ (rp/us $) / Exchange Value Rupiah Against Us $ 
(rp/us $) 

Tingkat Bunga Bank/pasar (%) / Bank Interest Degree (%) 

Permintaan Uang (milyar Rp.)/ Money Demand (billion Rp) 

Penawaran Uang (milyar Rp.) / Money Offer (billion Rp) 

Neraca Perdagangan Pertanian (juta Us $) / Agriculture Trade Balance (billion Us 
$) 

Neraca Perdagangan (juta Us $) / Trade Balance 

Neraca Pembayaran Internasional (juta Us $) / International Trade Balance 


Sedangkan nama variabel kemudian diikuti huruf (L) menunjukan variabel lag. 
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MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN KEPADA MASYARAKAT NELAYAN 
DI DESA LABUHAN BHAKTI, KABUPATEN SIMEULUE 
PROPINSI NANGGROE ACEH DARRUSSALAM 


Oleh: 
Rizky Muhartono dan Zahri Nasution * 


ABSTRAK 


Secara khusus tsunami berdampak besar terhadap kehidupan nelayan. Tulisan ini bertujuan 
mengkaji mekanisme pemberian bantuan terhadap masyarakat nelayan setelah terjadinya gempa dan 
tsunami di Desa Labuhan Bhakti Kabupaten Simeulue, Propinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Riset 
dilakukan menggunakan pendekatan studi kasus pada mekanisme pemberian bantuan kepada masyarakat 
nelayan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan 
menggunakan pendekatan survei terhadap responden menggunakan cara wawancara semi terstruktur 
dengan panduan beberapa topik data. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder 
dianalisis secara deskriptif. Hasil riset menunjukkan bahwa gempa bumi dan tsunami yang terjadi di 
Kabupaten Simeulue telah mengakibatkan rusaknya sarana dan fasilitas di sektor kelautan dan perikanan, 
bahkan korban jiwa pada masyarakat nelayan. Pemberian bantuan kepada masyarakat nelayan di 
Kabupaten Simeulue melalui beberapa tahapan, mulai dari menentukan lokasi penerima bantuan dan 
kelompok pendamping, hingga pentahapan yang berupa kegiatan pendaftaran, pendaftaran ulang, 
penegasan, penguatan organisasi dan administrasi. Kemudian, dilanjutkan dengan penguatan modal, 
usaha produktif dan penguatan jaringan menuju tahap pengembangan usaha. Program pendampingan 
telah berhasil dilakukan pada nelayan setempat yang ditunjukkan oleh dua aspek yaitu respon masyarakat 
dan aspek ekonomi. Disarankan proses pemberian bantuan terhadap nelayan memperhatikan kondisi 
sosial budaya, adat dan kebiasaan dalam menangkap ikan, sehingga bantuan dapat berguna bagi nelayan, 
melalui proses need assessmentyang dilakukan secara cepat, tepat dan terarah. 


Kata kunci : Mekanisme dan Pemberian Bantuan, Nelayan, Labuhan Bhakti, 


Abstract : The Giving Aid Mechanism to the Fishers at Labuhan Bhakti Village, Simeulue District, 
Nanggroe Aceh Darrussalam Province. By: Rizky Muhartono and Zahri Nasution 


Specially, tsunami has big impact for fishers. The aim of this paper is to recite the aid mechanism for 
fishers after tsunami and earthquake at Labuhan Bhakti Village, Simeulue District Nanggroe Aceh 
Darrussalam Province. This reaserch was done by using case study approach in term to see fishers aid 
mechanism. Primary and secondary data was used. Data was collected by using survey approach to 
responden that contain semi-structure interview with some data topics as a guideline. Descriptive analysis 
was used to analize primary and secondary data. The result shows that earthquake and tsunami that 
happened in Simeulue District has destroyed facilities in marine and fisheries sector, include fishers victims. 
Steps in giving aid mechanism to the fishers at Simelue District; Choosing location for aid receiver and 
assistant group, arranging in phases that contents registers, re-registers, confirmation, administration and 
organization strenghten. Then, it was continued by capital strenghten, productive effort and network 
strenghten to the development phase. Assistance programe has been done successtully by the local fishers 


* Peneliti Pada Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, BRKP-DKP. 
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that showed by two aspects : society response and economy aspect. The study suggests that donation or 
aid mechanism has to be considered with social-culture condition and customs in fishing, so that the aid can 
be useful for the fishers through need assessment process done quickly, exactly and directed. 


Key word : The Giving Aid Mechanism, Fisherman, Labuhan Bhakti 


PENDAHULUAN 


Gempa bumi dan tsunami yang 
melanda Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam 
dan Sumatera Utara (Nias) pada 26 Desember 
2004 memberikan dampak yang luar biasa 
terhadap kehidupan masyarakat terutama 
masyarakat pesisir. Sedikitnya terdapat 164 
ribu korban meninggal dan 114 ribu dinyatakan 
hilang. Disamping itu kerugian ditaksir 
mencapai trilyunan rupiah (+ 46 trilyun), yang 
mencakup hancurnya infrastruktur seperti 
jalan, jembatan dan bangunan (Anonimous 
2006). Perkiraan luas penutup/ penggunaan 
lahan yang terpengaruh pada bencana 
tsunami dan gempa di Kabupaten Simeulue 
diperkirakan mencapai 28.195,9 Ha atau 
13,3% dari total seluruh wilayah Kabupaten 
Simeulue (Anonimous, 2005). 

Secara khusus tsunami berdampak 
besar terhadap kehidupan nelayan. Secara 
fisik kerugian akibat tsunami pada nelayan 
dapat dilihat dari rusak atau hilangnya kapal 
nelayan, rusaknya peralatan menangkap ikan 
(jaring, pancing,dll), peralatan pengolah ikan 
serta sarana dan prasarana yang terkait 
seperti TPI, darmaga, dan rumah nelayan. 
Faktor psikis yang ditimbulkan akibat tsunami 
antara lain adalah perasaan trauma nelayan 
untuk melaut, kehilangan harta benda dan 
rasa sedih akibat kehilangan sanak famili. 

Banyaknya korban jiwa dan infrastruktur 
akibat tsunami membuat pemerintah negeri 
tetangga maupun negara lain untuk 
memberikan bantuan. Inventarisasi kerusakan 
sarana perikanan telah dilakukan diberbagai 
daerah dan bantuan kapal dan alat tangkap 


telah diberikan melalui bantuan international, 
pemerintah dan berbagai organisasi 
international non pemerintah (Wijopriono et al., 
2007). Negara yang memberikan bantuan 
antara lain; Malaysia, Saudi Arabia, Turki, 
German, Canada, USA, Inggris, dan lain-lain. 
Selain bantuan dari pihak pemerintah ada juga 
bantuan yang diberikan oleh LSM/NGO 
(Lembaga Swadaya Masyarakat / Non 
Government Organization) dari dalam maupun 
luar negeri. LSM/NGO tersebut antara lain, 
Dompet Duafa, Save Children, Red Cross 
International, Rumah Zakat dll. Bantuan yang 
diberikan antara lain berupa makanan, 
pakaian, sarana kesehatan, maupun bantuan 
berupa kegiatan pembangunan seperti, 
rumah, jalan, dan bangunan. 

Proses pemberian bantuan dapat 
dilakukan melalui berbagai cara yaitu secara 
langsung dan bertahap. Pemberian bantuan 
secara langsung diberikan sesuai dengan 
jenis bantuan yang tersedia, sebagai contoh: 
lembaga X memberikan bantuan makanan 
sebanyak 100 paket kepada masyarakat di 
desa Y. Di lain pihak, bantuan bertahap 
diberikan melalui proses riset kebutuhan 
masyarakat setempat (need assessmeni). 
Kedua proses pemberian bantuan ini masing- 
masing memiliki kelebihan dan kekurangan. 
Proses pemberian bantuan langsung terkait 
dengan bantuan cepat tanggap seperti, 
makanan, pakaian dan obat-obatan. Bantuan 
bertahap terkait dengan pembangunan 
fasilitas fisik maupun penciptaan kesempatan 
kerja paska terjadinya bencana. Namun 
demikian, faktor terpenting dalam pemberian 
bantuan adalah bantuan harus diberikan tepat 
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sasaran dan memikirkan faktor pemerataan. 
Permasalahan yang sering terjadi 
dalam pemberian bantuan kepada masyarakat 
nelayan adalah bantuan tidak sampai ke 
nelayan (salah sasaran), bantuan tidak sesuai 
dengan kondisi alam dan kebiasaan nelayan 
(jenis dan bahan perahu berbeda), alat 
tangkap (jaring dan pancing) tidak sesuai 
dengan keahlian nelayan, bantuan tidak layak 
diberikan (mudah rusak). Hal ini dikarenakan 
pemberian bantuan tidak didasarkan akan 
kebutuhan, namun didasari oleh tersedianya 
bantuan oleh donatur, sehingga dalam 
pendistribusiannya mengalami kendala. Hal ini 
antara lain sebagai akibat kurangnya informasi 
jumlah korban bencana yang tepat untuk 
mendapatkan bantuan. Selain itu, banyak 
bantuan yang diberikan hanya mengejar 
kuantitas tetapi tidak menjaga kualitas, 
sehingga bantuan tidak bertahan lama. 
Dibeberapa desa pesisir ditemukan 
fakta bahwa proses pemberian bantuan tidak 
merata, dimana ada desa yag mendapatkan 
bantuan secara berlebih, sedangkan desa 
yang lain tidak mendapatkan bantuan (Garces 
et al., 2006). Mencermati adanya masalah 
yang terjadi dalam pemberian bantuan kepada 
masyarakat nelayan, maka kegiatan 
pendugaan kebutuhan (need assessment) 
menjadi hal yang penting untuk dilakukan. 
Proses pendugaan kebutuhan (need 
assessment) kepada masyarakat nelayan 
harus sesuai prosedur yang telah ditetapkan, 
sehingga pemberian bantuan dapat tepat 
sasaran. Tulisan ini bertujuan 
menggambarkan mekanisme pemberian 
bantuan terhadap masyarakat nelayan setelah 
terjadinya gempa dan tsunami di Desa 
Labuhan Bhakti Kabupaten Simeulue, 
Propinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD). 


METODE 


Lokasi dan Pendekatan Riset 

Riset dilakukan di Desa Labuhan 
Bhakti, Kecamatan Teupah Selatan, 
Kabupaten Simeulue, Propinsi NAD (Gambar 


1). Pemilihan lokasi didasarkan beberapa 
kriteria yaitu: masukan dari Dinas Perikanan 
setempat, aspek penerimaan dan keterbukaan 
masyarakat terhadap peneliti yang melakukan 
riset, serta keberhasilan program yang diukur 
dari pencapaian fisik berupa: bangunan, 
jumlah kapal dan fasilitas lain. 

Riset dilakukan menggunakan 
pendekatan studi kasus (case study) yang 
meneliti tentang status subyek penelitian yang 
berkenaan dengan suatu fase khas dari 
keseluruhan personalitas (Nazir 1988). Kasus 
yang dilihat adalah mekanisme pemberian 
bantuan kepada masyarakat nelayan setelah 
terjadinya bencana gempa bumi dan tsunami 
di wilayah Desa Labuhan Bhakti, Kecamatan 
Teupah Selatan, Kabupaten Simeulue, 
Propinsi NAD. Oleh karena itu, seperti halnya 
dengan penelitian kualitatif lainnya, penarikan 
kesimpulan hanya bisa dilakukan secara 
terbatas pada komunitas dan rentang waktu 
tertentu, dalam hal ini hanya terkait pada 
masyarakat tempat penelitian dilakukan. 
Untuk lingkup kehidupan sosial yang lebih 
luas, kesimpulan hasil studi ini hanya berlaku 
sebagai proposisi hipotetis (Yin, 1997). 
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Gambar 1. Peta lokasi penelitian 
Picture 1. The Reaserch Location Map 


laporan yang terkait dengan bencana gempa 

bumi dan tsunami baik di Dinas Kelautan dan 

Perikanan setempat maupun lembaga lain. 
Data primer yang dikumpulkan adalah 
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berupa pengetahuan lokal masyarakat terkait 
dengan kejadian gempa bumi dan tsunami, 
mekamisme pemberian bantuan, termasuk 
kegiatan dalam pendampingan. Juga 
pengorganisasian yang terkait dengan 
pembinaan kelompok nelayan yang dilakukan 
dalam kaitannya dengan pemberian bantuan, 
pola bagi hasil, dan keberhasilan program baik 
secara ekonomi maupun besaran partisipasi 
masyarakat dan proses pendampingan yang 
dilakukan. Data sekunder yang dikumpulkan 
antara lain adalah data yang berkaitan dengan 
kerusakan sarana dan prasarana di sektor 
kelautan dan perikanan. Data dimaksud 
adalah kerusakan armada dan alat tangkap 
perikanan, kerusakan sarana pengolahan 
hasil perikanan, sarana perbenihan, dan 
tempat pelelangan ikan. 


Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan 
menggunakan pendekatan survei terhadap 
responden menggunakan cara wawancara 
semi terstruktur dengan panduan beberapa 
topik data seperti yang telah disebutkan pada 
jenis data yang diperlukan. Juga dilakukan 
observasi terhadap kondisi kehidupan 
responden guna mempertajam analisis dalam 
membahas hasil riset. 

Penetapan contoh responden dilakukan 
menggunakan teknik purposive sampling, 
dimana sampel ditentukan berdasarkan 
kriteria-kriteria tertentu. Kriteria sampel 
ditetapkan pada nelayan penerima bantuan di 
Desa Labuhan Bhakti, Kecamatan Teupah 
Selatan, Kabupaten Simeulue Propinsi NAD. 
Kriteria tersebut meliputi nelayan 
penangkapan, anggota kelompok nelayan, 
pengurus kelompok nelayan, serta 
pendamping kelompok nelayan. 


Metode Analisis Data 

Data yang diperoleh baik data primer 
maupun data sekunder dianalisis secara 
deskriptif. Tujuannya adalah untuk 
menggambarkan kondisi masyarakat nelayan 


setelah bencana gempa dan tsunami dan 
kaitannya dengan proses pemberian bantuan. 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Dampak Tsunami dan Pengetahuan Lokal 
Masyarakat 

Gempa bumi dan tsunami di Kabupaten 
Simelue berdampak terhadap rusaknya 
armada dan alat tangkap. Pada tabel 1 terlihat 
akibat yang ditimbulkan pada armada dan alat 
tangkap, antara lain; jumlah perahu tanpa 
motor yang mengalami rusak berat dan hilang 
sebanyak 403 unit. Perahu motor yang 
mengalami rusak ringan dan hilang sebanyak 
581 unit. Kapal motor (3-5 GT) yang 
mengalami rusak ringan, rusak berat dan 
hilang sebanyak 42 unit. Kapal motor yang 
mengalami rusak ringan dan rusak berat 
sebanyak 5 unit. Kerusakan terhadap alat 
tangkap nelayan antara lain: jaring hilang 
sebanyak 433 unit, jala hilang sebanyak 110 
unit, pancing hilang sebanyak 3.325 unit, rawai 
hilang sebanyak 44 unit, jermal/bagan hilang 
sebanyak 2 unit. Pukat pantai yang mengalami 
rusak ringan, rusak berat dan hilang sebanyak 
7 unit. Bubu yang mengalami rusak ringan, 
rusak berat dan hilang sebanyak 24 unit. 

Sementara pada tabel 2 terlihat pula 
dampak gempa bumi dan tsunami terhadap 
sarana pengumpulan dan pengolahan hasil 
laut serta prasarana kelautan, yaitu sebanyak 
412 unit mengalami kerusakan. Secara detail 
kerusakan tersebut yaitu jemuran rusak ringan 
38 unit, jemuran rusak berat 10 unit, jemuran 
hilang 52 unit dan cool box hilang 312 unit. 
Pabrik es yang mengalami rusak berat 1 unit 
dan rusak ringan 1 unit, BBI (balai benih ikan) 
yang mengalami rusak berat 1 unit, dermaga 
rusak berat 8 unit, rusak ringan 1 unit dan 
hilang 2 unit, TPI (tempat pelelangan ikan) 
hilang 1 unit, kantor koperasi kelautan rusak 
ringan 1 unit, rusak berat 2 unit dan hilang 2 
unit. Boat latih 49 GT hilang 1 unit. 

Rusaknya sarana dan infrastruktur 
perikanan di Simeulue membawa dampak 
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Tabel 1. Kondisi Armada dan Alat Tangkap Setelah Tsunami Tahun 2004 
Table 1. Condition of Fishing Fleets and Gears After Tsunami, 2004 


Jumlah Berdasarkan Tingkat Kerusakan/ 


No Jenis Sarana Penangkapan/ The Amount Based on Damage Levels Jumlah/ 
Type of Catch Facility Rusak Ringan/ Rusak Berat/ Hilang/ Total 
Small Damage Full Damage Lost 

Armada Tangkap! Vessels 75 317 639 1.031 

1 Perahu Tanpa Motor/ 148 255 403 
Boat Without Engine 

2 Perahu Motor / 51 152 378 581 
Boat With Engine 

3 Kapal Motor / 21 15 6 42 
Motor Boat 3-5 GT 

4 Kapal Motor / 3 2 5 
Motor Boat 6-10 GT 

Alat Tangkap/Fishing Gear 9 10 3.939 3.958 

1 Jala / Cast Net 110 110 

2 Jaring / Gill Net 433 433 

3 Pancing / Hook & Line 3.325 3.325 

4 Pukat Pantai / Beach Seine 3 3 1 T 

5 Rawai / Longline 44 44 

6 Bubu / Trap 6 7 24 24 

7 Jermal / Bagan / Raft Net 2 15 


Sumber/Source: Anonimous, 2006 


Tabel 2. Dampak Tsunami Terhadap Prasarana Kelautan dan Pengolahan Ikan Tahun 2004 
Table 2. The Impactof Tsunamion Fisheries Infrastructure and Fish Processing 2004 


Jumlah Berdasarkan Tingkat Kerusakan / 
The Amount Based On Damage Levels Jumlah/ 


No Penangkapan/ - 
ar es Rusak Ringan/ Rusak Berat/ 3 Total 
Type of Fishing Facility Small Damage Full Damage Hilang/Lost 


Pengolahan Hasil Laut / Fish Procesing 


Jenis Sarana 


1 Jemuran / Drying Facility 38 10 52 100 
Kotak Pendingin / 312 312 
Cool Box 
Sub Jumlah / Sub Total 38 10 364 412 
Prasarana / Facility 
1 BBI / The Government 1 1 
Hatchery 
2 Pabrik Es / Ice Factory 1 1 2 
3 Dermaga / Pier 1 8 2 11 
4 Tpi / Fish Landing Pier 1 1 
5 Kantor Koperasi Kelautan / 1 2 2 5 
Marine Cooperation Office 
6 Kapal Latih/ 1 1 
Training Boat (49 Gt) 
Sub Jumlah/Sub Total 3 12 6 21 


Sumber/Source : Anonimous, 2006 
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terhadap kehidupan nelayan. Kondisi ini 
membuat nelayan tidak bisa pergi ke laut untuk 
mencari ikan. Nelayan banyak menganggur di 
tenda pengungsian dikarenakan tidak punya 
keahlian untuk beralih pekerjaan lain. Dalam 
hal ini, kondisi Simeulue setelah diterjang 
gempa bumi dan tsunami adalah sama dengan 
daerah lainnya seperti di Banda Aceh, 
Meulaboh, Calang; bangunan hancur, kapal 
rusak dan prasarana infrastruktur lainnya 
mengalami kerusakan. Namun, ditengah 
kehancuran infrastruktur di Kabupaten 
Simeulue terdapat kondisi yang sangat 
berbeda dengan daerah yang lain, yakni 
sedikitnya korban jiwa. Menurut peta perkiraan 
korban jiwa serta kerusakan infrastruktur 
perikanan paska tsunami (Soebandono dan 
Budiman, 2006) menyebutkan terdapat 7 
orang korban jiwa di Kabupaten Simeulue. 
Jumlah korban ini jauh lebih sedikit jika 
dibandingkan dengan kondisi Banda Aceh 
yang agak jauh dari pusat gempa dan 
menimbulkan jumlah korban yang banyak 
sekitar 3384 orang. Diperkuat dengan laporan 
Anton Alifandi seorang wartawan BBC siaran 
Indonesia yang menyatakan dari total 
penduduk 78.000 jiwa di Pulau Simeulue, 
hanya tujuh orang yang meninggal dunia, 
sementara di Aceh daratan sampai ratusan 
ribu orang tewas dihantam tsunami 
(http//;www.bbc.co.uk). Kondisi seperti ini 
tentu saja menimbulkan pertanyaan berbagai 
pihak karena letak Kabupaten Simeulue 
cenderung lebih dekat dengan pusat gempa, 
namun hanya sedikit korban jiwa sedangkan 
daerah lain yang agak jauh dari pusat gempa 
banyak memakan korban. 

Sedikitnya korban jiwa yang berjatuhan pada 
Kabupaten Simeulue menarik pihak luar 
negeri. Setidaknya hal itu yang melatar 
belakangi pemberian penghargaan (UN- 
Sasakawa Award) atas kewaspadaan dini 
rakyat Simeulue terhadap bahaya 
Tsunami/Smong akibat gempa 26 Desember 
2004) yang diberikan melalui Bupati Simeulue 
pada hari Rabu (12/10/05) di Bangkok 


Thailand (http.www.serambinews.com). 

Jika melihat sejarah, dahulu pernah 
terjadi tsunami di Simeulue pada tahun 1907 
(Soebandono dan Budiman, 2006). Saat itu 
terjadi kerusakan yang parah dan 
menimbulkan jatuhnya korban jiwa yang tidak 
sedikit. Hal inilah yang menimbulkan trauma 
psikis dan jiwa kepada penduduk di Simeulue 
sehingga memberikan bekas luka yang sulit 
untuk dilupakan. Sejak saat itu tsunami telah 
dikenal oleh masyarakat di Pulau Simeulue. 
Tsunami mendapat istilah oleh penduduk asli 
dengan sebutan “SMONG” (berarti ombak 
yang menggulung). Diantara banyaknya 
korban jiwa yang berjatuhan, ada juga korban 
yang selamat dari musibah tersebut. Korban 
yang selamat ini menjadi saksi hidup atas 
kejadian yang pernah dialami. Semenjak saat 
itulah cerita tsunami dengan istilah “SMONG” 
mulai disampaikan secara turun temurun. 
Secara garis besar ceritanya adalah "jika 
dihari kelak terjadi gempa bumi kemudian 
disusul dengan menyusutnya air laut dari 
pinggir pantai, maka berlarilah kearah gunung 
dan jangan mempedulikan harta benda yang 
ada dirumah, ajaklah keluargamu turut serta 
dan jangan tergoda untuk mengambil ikan 
dipinggir pantai walaupun terdapat banyak 
ikan". Hal inilah menjadi pengetahuan lokal 
masyarakat setempat yang diperkirakan dapat 
berguna bagi masyarakat setempat terutama 
kaitannya dengan kesadaran akan adanya 
bencana tsunami di sekitar mereka. 

Selain pengetahuan lokal tersebut, 
kondisi topografi Pulau Simeulue 
memungkinkan penduduk untuk 
menyelamatkan diri dari tsunami. Dr Rahman 
Hidayat, anggota Tim Survey Internasional, 
secara khusus meneliti Pulau Simeulue 
setelah tsunami dan dua gempa yang 
melanda pulau ini dalam waktu dua tahun. 
"Dari fakta di lapangan dapat dilihat bahwa 
hanya 200 hingga 300 meter dari garis pantai 
sudah perbukitan, sehingga sebagai jalur 
menghindari mereka lebih baik dibanding di 
Meulaboh, Calang, atau di Lhok Nga," kata Dr. 
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Rahman Hidayat. Dengan demikian maka 
waktu yang dibutuhkan para penduduk Pulau 
Simeulue untuk menyelamatkan diri relatif 
lebih pendek dari beberapa wilayah lainnya 
(http//:www.bbc.co.uk). 


Mekanisme Pemberian Bantuan dan 
Pendampingan 


Penentuan Desa Penerima Bantuan 
Proses penentuan desa penerima 


bantuan ditentukan oleh tim yang melakukan 
need assessment dengan kriteria yang telah di 
tetapkan. Pembentukan tim tergantung dari 
kebijakan pemberi bantuan. Anggota tim dapat 
terdiri dari atas perwakilan dinas perikanan 
setempat, perwakilan pemberi bantuan atau 
tim independent yang ditunjuk oleh Donor. 
Kriteria yang ditetapkan dalam menentukan 
desa bermacam-macam, antara lain; 
kerusakan yang ditimbulkan, akses lokasi, 
lokasi dengan karakter tertentu (desa 


Bantuan Donor/ 


Financial Aid 
Penilaian oleh Tim/ Dana Bergulir/Revolving Fund 
Assessment by Tram ------------ 
Proses Pentahapan/Phasing Process: Desa Pesisir 
PE aa x (Korban Tsunami)/ coastal village 
-Pendaftaran ulang'Re-register (Tsunami victims) f 
-Penegasan/Confirmation Pendamping 
Kelompok/Assistance 
TR Ge oe trea gee R NYA Group 


Masyarakat 
Korban tsunami/Community 
(Tsunami victims) 


Wadah Kerjasama Antar Kelompok 
Nelayan/Place of Cooperation between 


| Kelompok Baru/ 
—— 


Fisherman Group 
(Gabungan Beberapa Kelompok) 


(Groups Alliance) 


Pengurus/Official Member 
Ketua(chief) ,Sekretaris(Secretary) Bendahara 
(Treasury), Bagian Produksi (Production Staff), 


Bagian Simpan Pinjam(Keep -Borrow Staff) 


New Group 
Tahap Penguatan 1/ 
Empowerment Phase1 
1. Penguatan Organisasi 
Organization empowerment 
2. Penguatan Administrasi/ 
Administration Empowerment 
i Pengurus 
Pembentukan Kelompok/Group 
Kelompok/Group Formingf ~~~ ~~~ Official Member 


| 


Tahap Penguatan 2/ 
Reinforcement Phase 2 
1. Penguatan Modal/Capital Empowerment 
2. Penguatan Usaha Produktif Productive Business 


| 


Tahap Pengembangan 
Usaha/Expanding Business 


Reinforcement 
3. Penguatan Jaringan Networking Empowerment 


Phase 


Tidak/No 


Usaha Berkembang 
Expanding Business 


Ya/Yes 


Gambar 2. Mekanisme Pendampingan dan Pembentukan Kelompok Nelayan 
Picture 2. Assisstence and Formation Fishers Groups Mechanism 
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perikanan atau pertanian), penerimaan warga, 
jenis bantuan yang akan diberikan. Setelah 
sampling kebutuhan telah dilakukan 
dibeberapa desa maka keputusan penetapan 
lokasi desa menjadi kewenangan tim. 
Langkah-langkah yang ditempuh untuk 
melakukan tahapan pendampingan dan 
pembentukan kelompok nelayan dapat dilihat 
pada gambar 2. 


Pendampingan dan Penentuan Kelompok 

Setelah desa penerima bantuan telah 
ditetapkan maka proses selanjutnya yang 
harus dilakukan adalah pembentukan 
pendamping kelompok. Pendamping 
kelompok tidak berasal dalam satu desa 
melainkan dari daerah lain. Hal ini ditujukan 
agar tidak menjadi konflik kepentingan bagi 
pendamping kelompok danjenis bantuan yang 
akan diberikan. Pendamping kelompok 
merupakan orang yang memiliki keahlian lebih 
dibandingkan dengan masyarakat setempat. 
Kriteria pendamping kelompok antara lain; 
berkemauan keras, mudah bersosialisasi, 
memiliki kemampuan managerial, mampu 
melihat potensi orang lain, mengerti adat dan 
budaya lokal, dan mau menetap dilokasi. 
Kriteria ini penting untuk dipenuhi sehingga 
program pendampingan dapat berjalan sesuai 
rencana yang telah ditetapkan. 

Proses penentuan kelompok dilakukan 
oleh pendamping desa dan tim penentu desa. 
Pada tahap awal dilakukan sosialisasi 
program di desa untuk menjelaskan kepada 
masyarakat tentang kegiatan pemberian 
bantuan. Pada tabel 3 dapat terlihat fluktuasi 
jumlah masyarakat yang terlibat dalam 
kegiatan. Pada proses pendaftaran terdaftar 
sebanyak 200 orang. Banyaknya masyarakat 
yang mendaftar dapat dimaklumi karena 
mereka mengharapkan untuk mendapatkan 
bantuan. Pada tahap ini dijelaskan bahwa 
bantuan merupakan dana bergulir dan bukan 
hibah. Hal ini sengaja dilakukan untuk 
mengubah pola pikir masyarakat sehingga 
tidak menjadi malas dan hanya mengharapkan 


datangnya bantuan. Pada pola pemberian 
bantuan secara bergulir dijelaskan bahwa 
masyarakat diasumsikan berhutang dan 
diwajibkan melunasi kewajiban secara 
menyicil setiap bulannya. Setelah pendaftar 
diseleksi dengan kriteria yang telah ditetapkan 
oleh donor (bantuan khusus untuk nelayan 
tangkap) maka dilakukan pendaftar ulang dan 
tersaring sebanyak 138 orang. Jumlah ini 
kemudian menyusut menjadi 78 orang setelah 
masyarakat mengikuti pengarahan yang 
dilakukan oleh tim mengenai mekanisme 
pemberian bantuan. 


Penguatan Organisasi dan Administrasi 

Kegiatan penguatan pertama berfokus 
pada penguatan organisasi dan penguatan 
administrasi. Penguatan organisasi dilakukan 
dengan cara mengenalkan dan membentuk 
susunan organisasi awal masyarakat calon 
penerima bantuan seperti pembentukan 
ketua, sekertaris dan bendahara. Masyarakat 
diajarkan bagaimana terlibat dalam sebuah 
rapat, bagaimana memimpin rapat, 
mengeluarkan pendapat, menghargai 
pendapat, izin keluar ruangan pada saat rapat, 
membuat notulen rapat dan mengambil 
keputusan secara musyawarah. Penguatan 
organisasi penting dilakukan sebagai sarana 
memperkenalkan masyarakat terhadap arti 
sebuah lembaga sehingga masyarakat 
merasa memiliki serta bertangung jawab untuk 
mengembangkannya. Proses ini merupakan 
tahapan yang berat karena harus merubah 
pandangan (mind-set) masyarakat dari 
pengambilan keputusan perseorangan 
menjadi keputusan bersama yang harus ditaati 
semua pihak. Selain itu, pada tahapan ini juga 
menyadarkan masyarakat tentang hak dan 
kewajiban dalam berorganisasi. 

Penguatan administrasi dilakukan untuk 
menyadarkan masyarakat akan pentingnya 
informasi yang tercatat dalam pembukuan 
sederhana. Masyarakat diajarkan bagaimana 
mengelola sebuah pembukuan, mencatat 
perputaran uang, mencatat barang inventaris 
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serta mencatat jumlah anggota kelompok yang 
terlibat. Proses ini juga sulit dilakukan 
mengingat tingkat pendidikan mereka rendah 
sehingga mempunyai keterbatasan dalam hal 
kebiasaan membaca dan menulis. Selain itu 
merubah pola pikir masyarakat dari keacuhan 
dalam pencatatan menjadi sebuah kepedulian 
terhadap administrasi. Pada tabel 3 terlihat 
bahwa selama mengikuti tahap penguatan 
organisasi dan penguatan administrasi 
ditemukan berbagai respon dari masyarakat 
yang mengikuti program. Ada masyarakat 
yang semangat, acuh, bahkan tidak 
melanjutkan kegiatan karena merasa jenuh 
atau kesulitan untuk merubah cara pandang 
dalam berorganisasi. Hal ini secara tidak 
langsung menjadi seleksi alam dalam 
penentuan penerima bantuan. Setelah 
melewati tahap ini jumlah masyarakat yang 
masih bertahan sebanyak 42 orang. 


Pembentukkan Kelompok 

Pembentukan kelompok dilakukan 
melalui dinamika organisasi yaitu melakukan 
penggantian pengurus bayangan yang telah 
dibentuk dengan pengurus yang baru. 
Pergantian ini penting untuk dilakukan untuk 
melakukan pergantian suasana baru dalam 
kelompok. Pemilihan pengurus didasarkan 
dari pemantauan potensi peserta selama 
mengikuti kegiatan penguatan organisasi dan 


administrasi. Dalam hal ini anggota kelompok 
yang menentukan pengurus melalui 
mekanisme musyawarah. 

Jumlah kelompok yang dibentuk dari 
jumlah masyarakat yang bertahan mengikuti 
program (42 orang) adalah dua kelompok yaitu 
Cahaya Rezeki dan Rezeki Bersama. Tiap 
kelompok terdiri dari 20 -22 orang. Tiap 
kelompok diberikan 10 buah perahu dengan 
kapasitas masing-masing dua orang. Perahu 
itu menjadi milik pribadi dengan cara dicicil 
setiap penangkapan dengan kondisi tidak 
mengalami kerugian. 


Penguatan Modal, Usaha dan Jaringan 
Tahapan penguatan kedua terdiri dari 
penguatan modal, penguatan usaha produktif 
dan penguatan jaringan. Tahap penguatan 
modal dilakukan setelah melakukan 
pembentukan kelompok dan Wadah 
Kelompok Antar Nelayan (WKAK). Tahap 
penguatan modal dilakukan dengan cara 
menghimpun modal awal dari nelayan sebesar 
Rp 50.000,00 dan dapat dicicil setiap bulan. 
Penghimpunan modal ini berfungsi sebagai 
metode mengikat nelayan agar bersungguh- 
sungguh dalam menggunakan bantuan dan 
tidak menyiakannya. Selain itu ada 
pembayaran cicilan kapal dan alat tangkap 
sebesar Rp 5000,00 yang wajib dicicil oleh 
nelayan selama 5 tahun dengan syarat jumlah 


Tabel 3. Jumlah Nelayan yang Mengikuti Tahapan Kegiatan 
Table 3. Number of Fishers in Each Stage ofAction 


No Pentahapan/Reinforcement 


Pendaftaran / Register 
Pendaftaran Ulang / Re- register 
Penegasan / Confirmation 


Pembentukan / Forming 


a fF ù N > 


Pengembangan / Development 


Sumber : Data Primer 
Source : Primary Date 


Jumlah Nelayan (orang)/ 
Fisherman Number 


200 
138 
78 
42 
62 
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hasil tangkapan? Rp 50.000,00. Jika hasil 
tangkapan nelayan « Rp 50.000, maka 
nelayan tidak wajib untuk mencicil. Nelayan 
juga dikenalkan budaya menabung dengan 
memfasilitasi tabungan sukarela yang dapat 
diambil sewaktu nelayan membutuhkan. 
Besarnya tabungan sukarela bervariasi yaitu, 
Rp 2000,00 -Rp 50.000,00 setiap melakukan 
penangkapan. 

Penguatan usaha produktif dilakukan 
dengan cara menjual BBM (Bahan Bakar 
Minyak), dan es yang digunakan oleh nelayan 
setiap kali akan berangkat kelaut. Penjualan 
bbm dan es tidak hanya kepada nelayan 
anggota kelompok tetapi dijual juga kepada 
nelayan yang bukan anggota kelompok. Selain 
itu nelayan mendapatkan pinjaman tanpa 
bunga yang hanya diperuntukan membeli 
rokok atau umpan pancing pada saat akan 
melakukan penangkapan. Mekanisme 
pengembalian pinjaman bermacam-macam. 
Untuk pembayaran hutang BBM dan uang non 
bunga dikembalikan maksimal dalam satu 
minggu, sedangkan pembayaran es harus 
dibayarkan setelah melakukan penangkapan. 
Keterikatan nelayan yang menjadi anggota 
kelompok adalah wajib menjual hasil 
tangkapan ikan ke kelompok. Salah satu 
fungsi WKAK adalah membeli ikan hasil 
tangkapan nelayan kemudian menjual ke 
pasar. Ikan hasil tangkapan nelayan dibeli 
dengan harga Rp 8.000,00 per kg dan dijual ke 
pasar atau pembeli lain seharga Rp 10.000,00. 
Keuntungan tiap kg sebesar Rp 2.000,00 
dijadikan sebagai keuntungan kelompok dan 
dibagikan pada saat perhitungan bagi hasil. 

Tahapan penguatan jaringan dilakukan 
dengan cara melibatkan anggota kelompok 
secara aktif untuk mengenalkan dengan 
jaringan yang terkait dengan usaha 
penangkapan, seperti mengenalkan jaringan 
pemasaran dan birokrasi. Pengenalan 
jaringan pemasaran dilakukan secara 
langsung kepada perwakilan kelompok 
dengan cara berkunjung kelokasi pemasaran 


seperti: Sinabang (Kabupaten Simeulue), 
Sibolga (Propinsi Sumatera Utara) dan Singkil 
(Aceh daratan). Pada saat itu nelayan 
dikenalkan dengan calon pembeli yang siap 
menampung hasil tangkapan dan dijelaskan 
mengenai rantai pemasaran serta harga yang 
terkait dengan hasil tangkapan. Selain itu 
dijelaskan pentingnya menjaga kondisi 
tangkapan untuk tetap hidup agar nilai jual 
meningkat. 

Disamping mengenalkan pembeli dan 
proses pengiriman barang, nelayan diberikan 
pelatihan pembuatan kapal berbahan kayu di 
Pulau Jawa. Pelatihan ini berguna bagi 
nelayan sehingga dapat mandiri dalam hal 
pembuatan kapal dan tidak tergantung dengan 
daerah lain. Nelayan juga diajarkan membuat 
kapal berbahan viber dan mengenalkan toko 
yang khusus menjual bahan tersebut di 
Medan. 

Untuk pengenalan jaringan birokrasi, 
nelayan diantarkan untuk bertemu dengan 
dinas perikanan kelautan setempat dan BRR 
Aceh-Nias (Badan Rekonstruksi dan 
Rehabilitasi) untuk melakukan audiensi. 
Kegiatan ini berguna bagi nelayan sebagai 
pembelajaran agar dapat menyalurkan 
aspirasi ke instansi resmi maupun 
pemerintahan. Disamping bermanfaat bagi 
nelayan, kegiatan ini bermanfaat bagi dinas 
terkait sehingga penyaluran aspirasi 
masyarakat tidak harus melalui demonstrasi 
yang berbau anarkis tetapi melalui aspirasi 
yang disampaikan secara damai. 


Wadah Kelompok Antar Nelayan (WKAK) 

WKAK merupakan sebuah lembaga 
yang mewadahi kumpulan dari kelompok- 
kelompok nelayan. Tujuan wadah ini dibentuk 
adalah mengkoordinasikan kegiatan nelayan 
dalam hal usaha penangkapan, melakukan 
pengawasan dan manajemen terhadap 
kelompok yang ada, serta bertanggung jawab 
terhadap mekanisme pemasaran hasil 
tangkapan nelayan. 
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Pada awalnya, nelayan melakukan 
kegiatan administrasi pencatatan hasil 
tangkapan ikan dengan sistem piket bergilir. 
Metode ini bertujuan untuk memberikan 
pemahaman kepada nelayan akan pentingnya 
informasi data tangkapan sekaligus melatih 
dalam hal administrasi. Namun dikarenakan 
ada kendala terkait dengan tingkat pendidikan 
dan kemampuan nelayan untuk menulis 
membuat kegiatan pencatatan hasil 
tangkapan tidak dilakukan oleh nelayan 
melainkan pengurus WKAK. Tugas nelayan 
terkait proses penangkapan ikan, sedangkan 
administrasi merupakan tugas WKAK. 

Mekanisme pengawasan yang 
dilakukan oleh WKAK adalah melakukan 
koordinasi secara langsung dengan pengurus 
kelompok. Pengurus kelompok melakukan 
koordinasi dengan anggota kelompok. 


Hasil Tangkapan 
Rata-rata per-trip/Average Catch 


per trip (10 kg ) === 


Pola Bagi Hasil 

Pada gambar 3 terlihat skema pola bagi 
hasil yang dilakukan nelayan anggota 
kelompok dengan WKAK. Bagi hasil dilakukan 
pada saat nelayan selesai melakukan 
penangkapan. Nelayan anggota kelompok 
wajib menjual hasil tangkapan kepada WKAK. 
Demikian pula halnya dengan WKAK wajib 
membeli hasil tangkapan nelayan anggota. 
Hasil tangkapan dibeli oleh WKAK seharga Rp 
8.000,00 per kg kemudian WKAK menjual 
kembali ke pembeli atau pasar dengan harga 
Rp 10.000,00 per kg. Setelah hasil tangkapan 
dibeli oleh WKAK maka hasil tersebut 
dikenakan potongan dari pembelian bbm dan 
es. Untuk harga bbm per liter sebesar Rp 
7.000,00 dan harga es per kg Rp 1.000,00. 
Setelah hasil dikurangi untuk membayar BBM 
dan es maka hasil harus dibagi menjadi dua 
bagian. Sehingga setiap nelayan 


Hasil tangkapan dibeli oleh WKAK dengan 
harga @ Rp8.000 per kg kemudian dijual 
ke pembeli @ Rp 10.000 per kg 
(keuntungan = Rp 2000 per kg). Total 
Catch was buy by WKAK Rp 8000 each kg 
and sell it to buyer Rp 10.000 each kg 
(profit=Rp 2000 each kg) 


Potongan/Expenses 
BBM /Oil Fuet 4 liter @ Rp7000 
Es/ice-20 Kg @ Rp1000 


1 bagian/portion 
(1 orang/person) 


1 bagian/portion 
(1 orang/person) 


Jika hasil tangkapan per trip (if total catch per trip) : 


> Rp 50.000 wajib bayar cicilan (must pay) 


hutang investasi kapal ship investment debt (Rp 5000) 


« Rp 50.000 tdk wajib (must'n pay) 


Gambar 3. Skema Pola Bagi Hasil 
Figure 3. Sharing System Scheme 
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mendapatkan hasil sebesar 1 bagian sesuai 
dengan hasil tangkapannya. 

Sebagai contoh jika dalam satu kapal 
mendapatkan hasil sebanyak 10 kg maka nilai 
tangkapannya adalah 10 x Rp 8.000,00 yaitu 
sebesar Rp 80.000,00. hasil tersebut dipotong 
biaya produksi untuk membeli es dan BBM ((4 
x 7000)+(20 x 1000)) sebesar Rp 48.000,00. 
Hasil yang didapatkan nelayan adalah Rp 
32.000,00. Kemudian hasil tangkapan dibagi 
menjadi dua bagian, masing-masing 
mendapatkan Rp 16.000,00. 


Sisa Hasil Usaha (SHU) 

Sisa Hasil Usaha (SHU) nelayan 
dihitung pada kurun waktu satu tahun sekali. 
Pengurus WKAK melakukan perhitungan SHU 
berdasarkan keaktifan kelompok nelayan 
dalam melakukan proses produksi. Semakin 
banyak melakukan pembelian BBM dan es 
maka keuntungan yang akan diperoleh 
menjadi semakin besar. Demikian halnya 
dengan semakin meningkatnya hasil 
tangkapan ikan akan berpengaruh terhadap 
pendapatan SHU. 

Pada gambar 4 terlihat mekanisme 
pembagian shu kepada nelayan. Proporsi 
keuntungan yang diberikan WKAK dari 


keuntungan penjualan es dan BBM kepada 
nelayan adalah 2%, sedangkan 98% 
dipergunakan sebagai dana cadangan yang 
dikelola oleh WKAK. Selain itu, nelayan 
mendapatkan keuntungan dari setiap 
penjualan ikan selama satu tahun sebesar 2%. 
Pengurus kelompok mendapatkan 396. Untuk 
keuntungan sebesar 95% dipergunakan 
sebagai dana cadangan yang dikelola oleh 
kelompok. 


Keberhasilan Program bantuan 


Partisipasi Masyarakat 

Salah satu kunci keberhasilan kegiatan 
pendampingan ini adalah adanya partisipasi 
dan peranan masyarakat dalam menentukan 
proses yang akan dilalui untuk mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan. Tahapan yang 
utama adalah menyadarkan masyarakat 
bahwa sukses atau tidaknya program 
tergantung dari masing-masing pihak 
sehingga menjadi memiliki tanggung jawab 
bersama. Untuk menumbuhkan partisipasi 
maka kegiatan yang akan dilakukan 
merupakan kebutuhan yang diinginkan 
masyarakat. 


Keuntungan Penjualan Ikan / Profit for Selling Fish 

(2% ) Bagian Nelayan / Fisherman Portion 

(3%) Bagian Pengurus / Official Member Portion 

(95%) Untuk Dana Cadangan Dikelola Kelompok Nelayan / 
Reserve Fund for fisherman group 


Kelompok/ 
Group — 
(50%) 
SHU 
Nelayan/Fisherman 
Net Income 
WKAK 
(50%) 


Keuntungan penjualan es dan minyak/profit for selling ice 

and fuel : 

(2 Yo) Untuk Nelayan / For Fisherman 

(98%) Dana Cadangan Dikelola WKAK / Reserve Fund 
by WKAK 


Gambar 4. Mekanisme Pembagian Sisa Hasil Usaha 


Figure 4. SHU Mechanism 
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Pendampingan yang Berkelanjutan 
Pendampingan terhadap masyarakat 
dilakukan secara bertahap dan menyeluruh. 
Masyarakat disadarkan untuk maju dan 
berkembang tidak tergantung dengan bantuan 
dari pihak lain (NGO/Gov) serta dijauhkan dari 
pemahaman untuk meminta-minta. 
Pendampingan dilakukan dengan cara 
mengubah mind-set masyarakat terkait 
dengan pemberian bantuan bencana. 
Masyarakat diberikan pemahaman secara 
adminsitrasi, teori dan praktek sehingga 
pemberian bantuan tidak hanya diberikan 
tetapi masyarakat mengetahui proses yang 
telah dan akan dilakukan sehingga 
menciptakan masyarakat yang mandiri. 


Respon Masyarakat 

Ukuran yang dapat dijadikan tolak ukur 
keberhasilan sebuah program memiliki 
standar yang bervariasi diantaranya respon 
masyarakat. Respon masyarakat dapat dilihat 
dari jumlah masyarakat yang mengikuti 
program sejak pendaftaran hingga program 
berjalan. Selain itu respon masyarakat dapat 
dilihat dari keterlibatan dalam sebuah 
program. Semakin banyak masyarakat yang 
terlibat maka dapat dikatakan sebagai respon 
positif sedangkan jika jumlah masyarakat yang 
terlibat sedikit, maka respon negatif. 
Perubahan cara pandang masyarakat tentang 
suatu program merupakan sebuah respon. 
Jika perubahan sesuai dengan tujuan program 
dapat dikatakan respon positif dan jika tidak 
ada perubahan terkait dengan program maka 
respon negatif. 

Respon masyarakat di lokasi penelitian 
dapat dikatakan positif. Hal ini dapat dilihat dari 
jumlah masyarakat yang mengikuti program 
pada saat pendaftaran sebanyak 200 orang, 
walaupun mengalami penurunan seiring 
adanya proses seleksi alam menjadi 40 orang. 
Namun pada saat pengembangan program, 
jumlah masyarakat yang terlibat meningkat 
menjadi 62 orang, pada tabel 3. Hal ini 
mengindikasikan adanya keberhasilan 


program dilihat dari 
masyarakat yang terlibat 

Dilihat dari perubahan cara pandang 
masyarakat terhadap program dapat dinilai 
positif. Hal ini terlihat dari antusiasme 
keterlibatan masyarakat dalam program. 
Mereka merasa yakin bahwa kehidupan akan 
semakin membaik seiring keterlibatan dengan 
program ini. Hal ini dikarenakan saat ini 
mereka telah memiliki penghasilan dari hasil 
menangkap ikan dan tidak perlu khawatir 
merugi sebab ikan hasil tangkapan sudah 
dipastikan ada yang membeli. Ketika 
dilakukan wawancara masyarakat tidak 
mengharapkan bantuan kepada pihak yang 
datang ke lokasi tetapi terlihat ada perubahan 
pola pikir masyarakat bahwa mereka sanggup 
menjadi mandiri mengahadapi situasi sulit 
setelah tsunami. 


menigkatnya jumlah 


Aspek Ekonomi 

Keberhasilan aspek ekonomi terlihat 
dari bertambahnya jumlah kapal yang dimiliki 
oleh kelompok. Pada awal program jumlah 
kapal motor yang dimiliki sebanyak 20 unit 
sedangkan hampir satu tahun program 
berjalan jumlah kapal meningkat menjadi 25 
unit. Selain itu terdapat peningkatan nilai 
modal yang dimiliki. Modal awal yang dimiliki 
sebanyak Rp 500.000,- kemudian meningkat 
menjadi Rp 2.500.000,-. Peningkatan terjadi 
dari hasil keuntungan penjualan ikan hasil 
tangkapan nelayan dan penjualan BBM. 

Setelah terjadi tsunami banyak nelayan 
kehilangan pekerjaan. Hal ini dikarenakan 
rusaknya peralatan menangkap ikan dan 
ketidakmampuan nelayan untuk beralih 
pekerjaan karena tidak memiliki keahlian 
selain menangkap ikan. Setelah mengikuti 
program pendampingan, masyarakat memiliki 
penghasilan dari hasil menangkap ikan. Hasil 
yang dibawa pulang nelayan setiap melakukan 
penangkapan ikan bervariasi tergantung 
dengan jumlah tangkapan dan jenis ikan, rata- 
rata penghasilan yang dibawa pulang adalah 
Rp 25.000,- sampai Rp 50.000,-. Walaupun 
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nilai ini terbilang kecil, namun hal ini jauh lebih 
baik dibandingkan kondisi pada saat setelah 
tsunami dimana nelayan tidak memiliki 
penghasilan. Adanya perubahan menuju 
kondisi lebih baik pada saat sebelum dan 
sesudah mengikuti program mengindikasikan 
bahwa program tersebut bernilai positif. Dilain 
pihak jika tidak terdapat perubahan menuju 
kondisi lebih baik bahkan cerderung 
memburuk maka dapat dikatakan program 
bernilai negatif. 


KESIMPULAN DAN SARAN 


Gempa bumi dan tsunami yang terjadi di 
Kabupaten Simeulue telah mengakibatkan 
rusaknya sarana dan fasilitas di sektor 
kelautan dan perikanan, bahkan korban jiwa 
pada masyarakat nelayan. Pemberian 
bantuan kepada masyarakat nelayan di 
Kabupaten Simeulue melalui beberapa 
tahapan, mulai dari menentukan lokasi 
penerima bantuan dan kelompok pendamping, 
hingga pentahapan yang berupa kegiatan 
pendaftaran, pendaftaran ulang dan 
penegasan. Kemudian dilanjutkan dengan 
kegiatan penguatan organisasi dan 
administrasi. Output dari proses 
penguatanladalah terbentuknya kelompok 
penerima bantuan. Proses selanjutnya adalah 
penguatan modal, usaha produktif dan 
penguatan jaringan menuju tahap 
pengembangan usaha. Jika usaha 
berkembang maka dibentuk kelompok baru, 
namun jika tidak berkembang tetap dilakukan 
tahap penguatan usaha dan jaringan, menuju 
pengembangan usaha. 

Program pendampingan telah berhasil 
dilakukan pada nelayan setempat yang 
ditunjukkan oleh dua aspek yaitu respon 
masyarakat dan aspek ekonomi. Dilihat dari 
respon masyarakat disimpulkan bahwa 
nelayan setempat memiliki respon yang tinggi 
terhadap program. Jika dilihat dari aspek 
ekonomi terjadi peningkatan pendapatan 
nelayan setelah tsunami menjadi Rp 25.000,- 
sampai Rp 50.000,- setiap melakukan 


penangkapan. 

Berdasarkan hasil riset ini, maka 
disarankan bahwa proses pemberian bantuan 
terhadap nelayan hendaknya memperhatikan 
kondisi sosial budaya, adat dan kebiasaan 
dalam menangkap ikan, sehingga bantuan 
dapat berguna bagi nelayan. Proses need 
assessment harus dilakukan secara cepat, 
tepat dan terarah sehingga bantuan yang 
diberikan sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat pada saat itu dan tidak sia-sia. 
Untuk pemberian bantuan dengan term waktu 
yang panjang dibutuhkan program 
pendampingan terhadap masyarakat 
penerima bantuan. Proses pendampingan 
harus mampu merubah pemikiran (mind-set) 
masyarakat untuk menjadi mandiri dan tidak 
tergantung dengan program bantuan dan 
keberadaan pendamping. 
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DAMPAK PEMBERITAAN PENYALAHGUNAAN FORMALIN 
DI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN 


Oleh: 
Yayan Hikmayani, Siti Hajar Suryawati, 
Agus Heri Purnomo, dan Zahri Nasution" 


ABSTRAK 


Riset dampak pemberitaan penyalahgunaan formalin di sektor kelautan dan perikanan telah 
dilakukan pada tahun 2006. Riset ini bertujuan untuk melihat sejauhmana dampak yang ditimbulkan akibat 
pemberitaan tentang penyalahgunaan formalin di sektor kelautan dan perikanan pada produsen dan 
konsumen. Pendekatan studi digunakan melalui analisis kebijakan. Data primer dan sekunder dirumuskan 
sesuai keperluan analisis kebijakan ini yaitu penelusuran terhadap dampak pemberitaan formalin terhadap 
produsen dan konsumen di sektor kelautan dan perikanan. Kemudian data hasil verifikasi dan survey lapang 
yang berasal dari kuesioner dan catatan lapangan (field notes) diolah secara deskriptif untuk mendapatkan 
interpretasi logis. Lokasi studi ditetapkan secara sengaja (purposive) dengan kriteria tersebut merupakan 
sentra penanganan dan pengolahan produk perikanan dan diberitakan banyak menggunakan bahan kimia 
formalin yaitu Jawa Barat (Karawang), Jawa Tengah (Semarang), DKI Jakarta dan Bandar Lampung. Hasil 
studi menunjukkan bahwa bagi produsen yang meliputi nelayan, pengolah dan pembudidaya ikan dampak 
negatif dari pemberitaan formalin adalah menurunnya permintaan ikan hasil tangkapan dan olahan 
sehingga pendapatan nelayan dan pengolah menjadi berkurang, sedangkan bagi konsumen dampak 
negatifnya konsumen jadi takut mengkonsumsi ikan laut dan hasil olahan sehingga lebih memilih 
mengkonsumsi tempe/tahu dan telur. Dampak positifnya bagi produsen baik nelayan dan pengolah yaitu 
sebagian dari mereka jadi mengetahui bahwa formalin tersebut membahayakan dan berusaha tidak 
menggunakan lagi. Dampak positif bagi konsumen bertambah pengetahuan tentang bahaya formalin 
sehingga mereka akan lebih hati-hati dalam mengkonsumsi ikan dan untuk sementara konsumsi ikan 
mereka dialihkan ke ikan hasil budidaya yang banyak dijual dalam kondisi hidup. 


Kata Kunci : Dampak, Pemberitaan, Formalin, Kelautan dan Perikanan 


Abstract: The Impact of Announcement on The Mis-used of Formalin in Marine and Fisheries Sector. 
By: Yayan Hikmayani, Siti Hajar Suryawati, Agus Heri Purnomo, and Zahri Nasution 


Research on impact of mis-used of formalin in marine and fisheries sector have been done in 2006. 
The aim of the research was to show the impact of announcement on the mis-used of formalin to producers 
and consumers. Policy analysis approach was used as the method of study. Primary and secondary data 
were formulated accordingly to meet the requirement of the policy analysis, that is impact of media release 
on both side of producers and consumers. Verified data and field survey processed descriptively to build 
logical interpretation. The locations of study were specified in purpose to represent the center of handling and 
processing of fisheries product indicated with formalyn abuse. These location were West Java (Karawang), 
Central Java (Semarang), DKI Jakarta and Bandar Lampung. The results of study showed that the negative 
impacts of the news on formalin abuse to the producers were decreasing on demand of catch and processed 
fish products, which in turn reduce the income of the fisherman and fish processors. On the other side, the 
consumer shift their preference to other products such as tempe, tofu and eggs. The positive impacts to the 
fisherman and fish processors were the knowledge of the danger of formalin abuse on their products and 
they avoid to use the chemical. The positive impact on fish consumers were the awareness on formalin use 
on health arose and temporary their fish consumption shifted to the aqucultured fish which sold in living form. 


Keywords : Impact, Announcement, Formalyn, Marine and Fisheries 


* Peneliti Pada Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, BRKP-DKP. 
Jl. KS TUBUN Petamburan VI Slipi Jakarta 10260. Telp. (021) 53650159 


84 Dampak Pemberitaan.... Kelautan dan Perikanan (Yayan H., Siti H. S., Agus H. P., dan Zahri N.,) 


PENDAHULUAN 


Isu penggunaan bahan kimia terlarang 
terutama formalin dalam penanganan dan 
pengolahan hasil perikanan marak diberitakan 
oleh media massa dan menyita perhatian 
publik. Isu yang terus berkembang di tengah 
masyarakat, telah menimbulkan keresahan, 
sehingga dikhawatirkan dapat berpengaruh 
terhadap stabilitas politik, ekonomi dan 
keamanan. Penjualan formalin secara bebas 
telah menyebabkan meluasnya pemakaian 
bahan tersebut secara luas, sehingga 
pemberitaan tersebut di atas membawa 
dampak yang menyebar ke berbagai produk 
yang diperdagangkan. Dampak terbesar 
terjadi terutama pada pengusaha-pengusaha 
kecil, diantaranya pengusaha ikan asin, tahu 
dan mie basah yang produknya diduga 
mengandung formalin. Tidak hanya dalam hal 
jenis produknya, ternyata penggunaan 
formalin juga meluas dalam konteks cakupan 
geografisnya, hampir merata di seluruh 
wilayah Indonesia. 

Penggunaan formalin dalam produk 
perikanan ditemukan baik pada ikan segar 
ataupun ikan olahan. Penggunaan formalin 
pada ikan segar dipicu oleh kenaikan biaya 
produksi yang ditanggung oleh nelayan akibat 
makin jauhnya lokasi penangkapan dan makin 
tingginya harga solar dan harga es. Dengan 
penggunaan formalin, selain dapat 
mengurangi beban muatan, karena nelayan 
tidak perlu repot membawa dalam jumlah 
banyak, biaya produksi diperkirakan dapat 
ditekan hingga + 20% (BBRSE, 2005). 

Pemberitaan mengenai penggunaan 
formalin dalam produk perikanan ini, baik yang 
disampaikan melalui media televisi, radio 
ataupun media cetak memunculkan reaksi pro 
ataupun kontra, terkait dengan potensi 
dampak positif dan negatif yang timbul di 
masyarakat baik konsumen maupun 
produsen. Dampak positifnya, pemberitaan ini 
diyakini dapat meningkatkan pengetahuan 
masyarakat tentang bahaya mengkonsumsi 
produk yang mengandung formalin. 
Sementara itu, dampak negatif dari 
pemberitaan ini diantaranya adalah 
penurunan pendapatan pengusaha kecil 
termasuk di sektor perikanan dan penurunan 
konsumsi protein hewani dari produk 
perikanan sebagai akibat menurunnya minat 


mengkonsumsi ikan.. 

Mencuatnya kasus ini sangat 
mengganggu program peningkatan konsumsi 
ikan masyarakat yang sebelumnya sudah 
menunjukkan adanya tanda-tanda 
keberhasilan. Dilain pihak, berbagai 
perubahan positif yang terkait dengan isu 
penyalahgunaan formalin jelas perlu 
didukung, sedangkan dampak negatifnya 
harus diminimalisir. Sehubungan dengan hal 
tersebut berbagai solusi potensial untuk 
permasalahan tersebut menjadi sangat 
relevan. Diharapkan melalui tulisan ini dapat 
menampung gagasan-gagasan terbaik dari 
semua pihak terkait sehingga semua potensi 
dampak posistif dapat direalisasikan ke dalam 
program-program yang efektif. Dilain pihak 
potensi dampak negatif dapat dikurangi atau 
dihilangkan sama sekali. 

Tulisan ini bertujuan mengemukakan 
persepsi masyarakat produsen dan konsumen 
terhadap pemberitaan penggunaan formalin 
yang di muat oleh media massa. Kemudian, 
mengemukakan pula perubahan perilaku dan 
pola konsumsi serta produksi masyarakat 
produsen sebagai akibat pemberitaan 
penyalahgunaan penggunaan formalin yang 
dilansir oleh media massa. Pada bagian akhir 
tulisan dikemukakan alternatif opsi kebijakan 
yang diperlukan untuk mendukung 
keberlangsungan perubahan perilaku yang 
bersifat positif dan berkurang atau hilangnya 
perubahan perilaku yang bersifat negatif 
tersebut. 


METODE 
Pendekatan dan Lingkup Penelitian 


Studi dilakukan menggunakan 
pendekatan analisis kebijakan. Analisis 
kebijakan adalah suatu aktivitas intelektual 
yang merupakan suatu bentuk analisis yang 
menghasilkan dan menyajikan informasi 
sedemikian rupa sehingga dapat memberi 
landasan dari para pembuat kebijakan dalam 
membuat keputusan (Dunn, 2000). Dengan 
kata lain, analisis kebijakan adalah proses 
atau kegiatan mensintesa informasi, termasuk 
hasil-hasil penelitian, untuk menghasilkan 
rekomendasi opsi desain kebijakan publik 
(Simatupang, 2003). 
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Sebagai langkah awal analisis, 
identifikasi isu yaitu proses yang dilakukan 
untuk menemukan masalah-masalah yang 
relevan untuk diatasi dengan tindakan 
kebijakan. Kebutuhan akan identifikasi isu 
kebijakan dapat muncul dari perubahan klien 
atau kebutuhan akan kebijakan baru, 
munculnya masalah baru dan adanya 
alternatif pemecahan masalah. Dalam studi ini 
diidentifikasi isu dan permasalahan serta 
kebijakan yang ada dilakukan dari berbagai 
pemberitaan tentang isu formlain yang ada di 
media massa, wawancara dengan pelaku 
usaha dan konsumen dan verifikasi lapang. 


Lokasi Penelitian 

Lokasi studi ditetapkan secara sengaja 
(purposive). Penetapan lokasi didasarkan 
kepada kriteria bahwa lokasi tersebut 
merupakan sentra penanganan dan 
pengolahan produk perikanan dan diberitakan 
banyak menggunakan bahan kimia formalin. 
Hasil pengamatan dan pengujian dilakukan 
oleh Badan POM menunjukkan bahwa hampir 
semua wilayah propinsi di Indonesia terdapat 
penyalahgunaan formalin. Namun demikian, 
berdasarkan contoh yang diperiksa oleh 
Badan POM diketahui bahwa daerah yang 
memiliki persentase terbesar kandungan 
formalin dalam produk perikanan dan pangan 
adalah Semarang (Jawa Tengah), DKI 
Jakarta, Bandar Lampung (Anonimous, 2006). 
Namun demikian, verifikasi dan pengumpulan 
data lapangan dilakukan pada beberapa 
wilayah yaitu Jawa Barat (Karawang dan 
Bandung), Lampung dan Semarang dengan 
tujuan untuk memahami sejauhmana dampak 
pemberitaan penggunaan formalin di sektor 
kelautan dan perikanan. 


Metode Pengumpulan dan Analisis Data 
Data yang dikumpulkan terdiri dari data 
primer dan sekunder. Data primer dan 
sekunder berupa semua data dan informasi 
yang berhubungan dengan hasil pengamatan, 
observasi, verifikasi dan atau studi pustaka 
yang berhubungan dengan pemberitaan 
penggunaan bahan kimia formalin pada 
wilayah yang menjadi cakupan penelitian. 
Data pokok yang terkait dengan penggunaan 
formalin pada sektor perikanan yang 
dimaksudkan adalah kasus penggunaan 


fornalin pada ikan, dampak yang ditimbulkan 
akibat pemberitaan formlain, kebijakan 
tentang pengawasan, monitoring, 
pengendalian penggunaan formalin. Selain itu, 
kebijakan yang terkait dengan produk pangan 
perikanan yang dikonsumsi, termasuk 
pendidikan dan penyuluhan terhadap 
konsumen mengenai produk pangan terkait 
dengan tugas dan fungsi institusi pembina. 

Metode pengumpulan data dan fakta 
dilakukan menggunakan metoda survey 
(Singarimbun dan Effendi, 1989). Data 
sekunder dan primer dikumpulkan dari 
sumber-sumber tercatat maupun wawancara 
dengan responden, baik dari kalangan pejabat 
pemerintah yang terkait, pelaku usaha 
(penangkapan ikan/nelayan, pengolah produk 
pangan perikanan) dan konsumen/ 
masyarakat yang menjadi target pemasaran 
dari para pelaku usaha tersebut. Selain itu, 
dilakukan studi pustaka (literature) baik buku 
serta terbitan media massa untuk 
mengumpulkan fakta-fakta yang berhubungan 
dengan analisis kebijakan ini. 

Data sekunder dan primer serta hasil 
studi pustaka dirumuskan sesuai keperluan 
analisis kebijakan ini yaitu penelusuran 
terhadap dampak pemberitaan formalin 
terhadap produsen dan konsumen di sektor 
kelautan dan perikanan. Kemudian data hasil 
verifikasi dan survey lapang yang berasal dari 
kuesioner dan catatan lapangan (field notes) 
diolah secara deskriptif untuk mendapatkan 
interpretasi logis (Nazir, 1988), yang kemudian 
dilanjutkan dengan Content Analysis. 


HASIL DAN PEMBAHASAN 


Pemberitaan Tentang Penyalahgunaan 
Formalin Pada Produk Perikanan 


Berbagai kasus penyalahgunaan 
formalin pada berbagai produk perikanan dan 
kelautan diketahui dari hasil Inspeksi 
mendadak berbagai Instansi terkait disajikan 
melalui berbagai media massa. Sebagai 
contoh, berdasarkan hasil survey yang 
dilakukan oleh Badan POM terhadap produk 
makanan yang ada di Jakarta terlihat bahwa 
kandungan formalin pada produk perikanan 
berkisaran 5,86 — 40,18 ppm (Anonimous, 
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Tabel 1. Hasil Temuan Penggunaan Formalin Pada Produk Perikanan di Beberapa Wilayah 
Yang di Tulis Di Media Massa. 
Table 1. Investigation Results at The Use of Formaline in Fisheries Product in Several Areas 


Reported on Mass Media 
Media massa/ Instansi/ Lokasi/ Jenis Ikan/ Hasil Temuan/ 
Mass Media Agencies Location Type of Fish Investigation Results 
Kompas, 13 Badan POM/Food Bandar Ikan segar, cumi, Dari 93 sample 
Januari and Drug Lampung kerang rebus, ikan ternyata 34 sampel 
2006/Kompas Adminstration asin, cumi asin mengandung formalin 
January 13”, Agency dan rebon/ (36,55%)/ 34 of 94 
2006 Fresh Fish, Squid, samples contain 
Boiled Mussels, formalin (36,55%) 
Salted Fish, 
Salted Squid 
Kompas, 30 Surabaya Pangan olahan/ Dari 91 sampel 21% 
Desember Processed Food terdapat pada ikan 
2006/ Kompas segar dan 14% pada 
December 30, ikan asin/21% fish and 
2006 14% salted fish of 91 
samples 
- Jawa Pos ,3 Dinas Perikanan Jawa Tengah Ikan segar dan 20-25% produk 
Januari dan Kelautan/ olahan/ Perikanan yang 
2006/Jawa Pos, Marine and Fresh and beredar di pasar 
January 3, 2006 Fisheries Processed Fish mengandung 
Provincial Service formalin/20-25% of fish 
- Kompas, 3 distributed in market 
Januari 2006/ contain fomalin 
Kompas, 


January 3, 2006 


Kompas, 20 
Januari 2006/ 
Kompas, 
January 20, 
2006 


Kompas, 12 
Januari 2006/ 
Kompas, 
January 20, 
2006 


Kompas 10 
Pebruari 2006/ 
Kompas, 
Pebruary 10, 
2006 


Dinas Kesehatan, 
Kota Semarang/ 

Health Service of 
Semarang District 


BPOM/ Food and 
Drug 
Adminstration 
Agency 


Dinas Perikanan 
dan Kelautan DKI 
Jakarta/ Marine 
and Fisheries 
Provincial Service 


Pasar 
Rejomulyo, 
Semarang 


Solo dan 
Semarang 


TPI Muara 
Angke 


TPI Cilincing, 


Ikan kuniran dari 
Pati, Ikan Teri dan 
Silas (ikan olahan) 
dari Demak/ 
Yellow Tail Fish 
from Pati, 
Anchovies, 
Processed Fish 
from Demak 

Ikan asin/ 

Salted Fish 


Ikan Laut hasil 
tangkapan/ 
Catched Sea Fish 


Ikan hasil 
tangkapan dan 
olahan/ 
Catched and 
Processed Fish 


3 dari 5 sampel yang 
diuji mengandung 
formalin, kadar 
formalin 10-20 ppm/3 
of 5 tested samples 
contain formalin in 
concentration of 10-20 


ppm 


57,4% berformalin/ 
57,4 % of samples 
contain formalin 


Dari 4 kapal 1 kapal 
positif mengndung 
formalin 0,1 ppm (ikan 
komo, kembung, 
manyung)/1 of 4 ship 
use 0,1 ppm formalin 
(rasteriger sp, 


ikan asin, ikan 
kembung, teri basah, 
tongkol dan 
cumi/salted fish, 
rasteriger sp, 
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2006). Hal ini berbahaya bagi kesehatan, 
karena masuknya formalin ke tubuh manusia 
hanya kurang lebih 30% yang disekresi, 
sedangkan sisanya disimpan dalam tubuh dan 
menyebabkan mutasi sel. Pemberitaan 
lainnya di beberapa wilayah digambarkan 
pada Tabel1. 

Berdasarkan Tabel 1 tersebut dapat 
dilihat bahwa penggunaan formalin telah 
marak digunakan dalam produk perikanan 
baik dalam kondisi segar maupun ikan olahan. 
Hasil wawancara terhadap nelayan 
menunjukkan bahwa penggunaan formalin 
dilakukan oleh kapal-kapal besar yang waktu 
melautnya lama 3- 6 bulan. Hal ini dilakukan 
karena harga es yang mahal dan 
keperluannya yang cukup banyak sampai 
waktu yang diperlukan, sedangkan 
penggunaan formalin sangat minim dan tidak 
memerlukan ruang yang banyak untuk 
menyimpannya. Kemudian, penggunaan 
formalin untuk mengawetkan ikan dapat 
menurunkan biaya operasional. Sebagai 
ilustrasi : untuk sekali melaut selama 14 hari 
bilamana menggunakan memerlukan 700 es 
balok @ Rp 7.500,-= Rp 5,25 juta. 

Di lain pihak, jika menggunakan 
formalin cukup 2 liter saja @ Rp 7.000,- - Rp 
14.000,-. 1 (satu) liter formalin yang sudah 
dicampur air ini cukup untuk mengawetkan 10 
ton ikan hasil tangkapan. Penggunaan 
formalin oleh pengolah dilakukan agar produk 
olahannya bertahan lama dan tidak 
membusuk dan berharga murah. Sementara 
itu, mereka tidak mengetahui bahaya yang 
ditimbulkan oleh penggunaan formalin. 

Penggunaan formalin dalam produk 
pangan sangat membahayakan kesehatan, 
karena dapat menyebabkan efek jangka 
pendek dan panjang tergantung dari besarnya 
paparan dalam tubuh. Efek yang dapat terjadi 
antara lain iritasi pada saluran pernapasan, 
muntah-muntah, kepala pusing, rasa terbakar 
pada tenggorokan, penurunan suhu badan 
dan rasa gatal di dada. Selain itu dapat juga 
menyebabkan terjadinya kerusakan hati, 
jantung, otak, limpa, pankreas, sistem 
susunan syaraf pusat dan ginjal. Disamping itu 
penggunaan formalin dapat memicu sel pada 
jaringan tubuh manusia dan binatang, dan 
mutasi sel tersebut yang akhirnya 
menyebabkan penyakit kanker. Hal ini 


didasarkan pada kenyataan bahwa 3% 
formalin yang disekresi oleh ginjal dan 
disekresi melalui saluran pernapasan hanya 
10-20% (Anonimous, 2006). 

Sosialisasi yang kurang tentang 
dampak penyalahgunaan formalin 
menyebabkan pengguna formalin tetap 
menggunakan meskipun berita tentang 
penyalahgunaannya ramai diberitakan media 
massa. Padahal peraturan secara legal sudah 
melarang pelaku usaha yang memproduksi 
dan mengedarkan produk pangan untuk 
menggunakan formalin dalam produknya. 
Dalam hal ini, Balai Besar POM di Jakarta telah 
berupaya untuk menghentikan kegiatan 
tersebut, menarik dan memusnahkan produk 
pangan yang mengandung formalin dari 
peredaran. Hal ini terkait dengan pelanggaran 
terhadap Undang-Undang No. 7 tahun 1996 
tentang Pangan yang dapat dikenai pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau 
denda paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam 
ratus juta rupiah), dan melanggar UU No. 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
yang dapat dikenai pidana penjara paling lama 
5 (lima) tahun atau pidana denda paling 
banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar 
rupiah). 


Dampak Pemberitaan Formalin 
Pemberitaan yang terkait dengan 
penyalahgunaan formalin pada produk 
perikanan (segar dan olahan) telah 
memberikan dampak ekonomi dan sosial bagi 
usaha dan pelaku usaha di bidang perikanan. 
Dampak tersebut, antara lain penurunan 
omzet penjualan produk yang dihasilkan, 
sehingga menyebabkan menurunnya 
pendapatan mereka. Merebaknya kasus 
formalin pada makanan ini juga berpotensi 
mengakibatkan hilangnya lapangan kerja di 
sektor industri perikanan, terutama industri 
kecil dan menengah dan mikro yang kini 
menyerap sekitar 43,2 juta tenaga kerja. 


1. Dampak ekonomi 

Dari berbagai pemberitaan media 
massa diketahui berbagai keluhan dari 
produsen tentang berbagai dampak yang 
ditimbulkan akibat pemberitaan tersebut, 
sebagaimana diperlihatkan pada tabel 2. 
Berdasarkan tabel 2, dapat dikemukakan 
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Tabel 2. Dampak Pemberitaan Penggunaan Fomalin Dalam Usaha Perikanan 
Table 2. Impact of Formalin Usage Announcementin Fisheries Bussiness 


Media Massa/Mass Lokasi/Location 
Media 

Suara Merdeka, 2 
Januari 2006/Suara 
Merdeka, January 2, 
2006 


Desa Sidomulyo, kec 
Sluke, Rembang, 
jawa Tengah 


Jawa pos, 6 Januari 
2006/ Jawa Pos, January 
6, 2006 


Tegal 


Suara merdeka, 19 
Januari 2006/ Suara 
Merdeka, January 19, 
2006 


Rembang 


Jawa Pos, 23 Januari 
2006/ Jawa Pos, January 
23, 2006 


Rembang 


Suara Merdeka, 23 
Januari 2006/ Suara 
Merdeka, January 23, 
2006 


Semarang 


Suara Merdeka, 24 Demak 
Janurai 2006/ Suara 


Merdeka, January 24, 


2006 

Kompas, 8 Februari Kabupaten Seruyan, 
2006/ Kompas February Kalimantan 

8, 2006 Tengah 


Dampak Bagi Produsen/Impact to Producer 


Walaupun pengusaha terasi tersebut tidak 
menggunakan formlain namun terkena imbasnya yaitu 
menurunnya jumlah pesanan hingga mencapai 25%/ 
Fish paste market/order decreased by 25% eventhough 
the producer didn’t use the formalin in the product 
Pengusaha Ikan asin rugi ratusan juta akibat produk 
yang dikirim ke Palembang tidak laku terjual.. Harga 
ikan asin turun dari Rp. 8000/kg menjadi Rp. 1500/kg. 
Terjadi PHK tenaga kerja yang bekerja di perusahaan 
pengasinan ikan/Salted fish product marketed in 
Palembang was rejected, the producer loss hundreds of 
million rupiah. The price droped from Rp. 8000/kg to 
Ro. 1500/kg. Employees in salted fish industries were 
retired. 

1600 ton ikan asin tidak laku dijual. Akibatnya 

se banyak 500 orang pekerja sudah dirumahkan aki bat 
berhentinya usaha ikan asin./ 1600 tons of salted fish 
rejected from the market. 500 employee in the 
industries sent to home. 

Harga ikan di tingkat nelayan turun hingga 50% karena 
banyak pedagang yang tidak ikut lelang sehingga ikan 
menumpuk di TPI sehingga pendapatan nelayan 
menurun,/ The fish price at the fisherman level 
decreased by 5%, auctioner withdrawn from the FCP. 
Fisherman income desreased. 

Pedagang ikan di pasar Kobong pendapatannya 
menurun sampai 30%, akibat penurunan transaksi dan 
harga ikan yang turun mencapai Rp. 1000-3000/ 
kg/Fish seller income at Kobong Market decrease by 
30%. The fish price dropped by Rp. 1000 — Rp. 3000/kg 
Aki bat sepi pembeli, pedagang menurunkan harga ikan 
hingga 40%./Fih demand decrease, the selling price at 
the market level dropped by 40% 


Nelayan di kabupaten Seruyan, Kalimantan 

Tengah mengalami penurunan pendapaan 
akibatmenurunnya harga ikan hasil tangkapan/Fishermar 
income of Seruyan Distri 

ct, Central Kalimantan deceased since the price of fresh fi 
dropped. 


bahwa terungkapnya penyalahgunaan 
formalin sebagai pengawet pada produk 
produk perikanan menimbulkan kerugian bagi 
para industri dan padagang makanan, serta 
berpotensi akan mengakibatkan hilangnya 
lapangan kerja di sektor ini. 

Dampak negatif pemberitaan 
penggunaan formalin lebih dirasakan oleh 
nelayan dan pengolah ikan khususnya ikan 


asin dan terasi. Akibat adanya pemberitaan 
tersebut produk mereka untuk sementara 
waktu banyak yang tidak terjual dan dihargai 
sangat murah. Walaupun nelayan yang tidak 
menggunakan formalin tetap saja ikan hasil 
tangkapannya sulit dijual, sehingga 
menyebabkan mereka merugi dan tidak 
melaut untuk beberapa saat. Begitu pula bagi 
pengolah ikan asin dan terasi untuk sementara 
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waktu terjadi pengurangan penjualan ikan 
hasil olahannya. 

Sisi positif dari pemberitaan tersebut 
yaitu bertambahnya kesadaran nelayan untuk 
kembali menggunakan es. Hasil pengamatan 
dan wawancara di lapangan terdapat 
perubahan pada tingkat nelayan di Muara 
Angke, Jakarta, saat ini nelayan telah 
membawa es untuk mengawetkan ikan hasil 
tangkapannya di laut. Produsen ikan asin, saat 
ini tidak lagi menggunakan bahan kimia 
formalin sebagai pengawet. Sisi positif lain 
terjadi untuk pembudidaya ikan adalah terjadi 
peningkatan terhadap ikan hidup hasil 
budidaya sejak adanya pemberitaan formlain. 
Hal ini diperoleh dari hasil wawancara dengan 
instansi terkait yaitu Dinas Perikanan Propinsi 
Jawa Barat dan beberapa pedagang di Muara 
Angke, Jakarta dan Bandar Lampung serta 
Semarang. 

Persepsi dari produsen, misalnya 
pengolah merasa dirugikan dengan adanya 
pemberitaan tersebut. Sebagai contoh 
dikemukakan oleh respoden nelayan di 
Kabupaten Karawang yang menyatakan 
bahwa sejak isu formalin merebak, ikan hasil 
tangkapannya mengalami penurunan harga, 
padahal mereka tidak menggunakan formalin 
(operasi penangkapannya hanya satu hari). 
Hal yang sama juga dikemukakan oleh para 
nelayan lokal di Bandar Lampung. Akibat 
pemberitaan tersebut harga ikan di tempat 
pelelangan turun drastis, padahal ikan yang 
didaratkan di TPI tersebut yang mengandung 
formalin berasal dari nelayan andon. Namun 
demikian akibat penemuan tersebut seluruh 
ikan yang didaratkan dituduh menggunakan 
formalin. 

Untuk ikan segar kerugian yang 
dirasakan nelayan adalah terjadinya 
penurunan harga yang jauh di bawah standar. 
Sebagai contoh untuk ikan bawal putih 
sebelum ada isu formalin bernilai Rp 85.000,- 
/kg, tetapi setelah ada isu formalin menjadi 
hanya Rp.45.000,-/kg. Nilai selisihnya 
merupakan kerugian nelayan yang harus 


dipikul sebagai akibat adanya isu penggunaan 
formalin pada ikan hasil tangkapa di wilayah 
tersebut. 


2. Dampak sosial 

Dampak sosial dari pemberitaan 
penggunaan formalin pada produk perikanan 
pada produsen dan konsumen dicirikan 
dengan perubahan prilaku dalam 
memproduksi dan konsumsi produk ikan dan 
olahannya. Hasil wawancara terhadap 
responden di beberapa wilayah di Bandar 
Lampung, Karawang, dan Semarang, 
diketahui bahwa konsumen merasa ketakutan 
dan khawatir dengan mengkonsumsi ikan. 
Ketakutan tersebut tidak hanya terbatas dalam 
mengkonsumsi ikan segar tetapi juga pada 
ikan hasil olahan. Dengan demikian, kalaupun 
mereka ingin mengkonsumsi ikan mereka 
lebih memilih mengkonsumsi ikan air tawar 
segar atau hidup dibandingkan dengan ikan 
laut. Hal ini didukung oleh pernyataan dari 
Dinas Perikanan Propinsi Jawa Barat, yang 
mengemukakan bahwa walaupun tidak ada 
jumlah yang tepat, namun selama 
pemberitaan formalin beredar ada indikasi 
terjadinya peningkatan permintaan konsmen 
terhadap beberapa jenis ikan air tawar. 
Dengan demikian, bertambahnya informasi 
konsumen dalam kaitannya dengan dampak 
penyalahgunaan formalin menambah sikap 
kehati-hatian mereka dalam mengkonsumsi 
ikan dan olahannya. 

Perubahan perilaku konsumen terlihat 
pula dari hasil wawancara terhadap pembeli 
ikan di Bandar Lampung (Pasar Kalianda dan 
Pasar Hanura), Karawang (Pasar Johar), 
Semarang (Pasar Kobong dan Pasar 
Rejomulyo), dalam memilih jenis ikan yang 
akan dibeli maka konsumen berhati-hati 
sekali. Di samping memilih ikan yang masih 
segarjuga mereka harus mengetahui asal ikan 
tersebut, karena mereka mengganggap ikan 
yang mereka tidak ketahui lokasi 
penangkapannya mereka meragukan. 
Dengan demikan, setelah ada pemberitaan 
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formalin responden lebih memilih telur atau 
tempe sebagai alternatif lain pengganti ikan. 

Bagi produsen, akibat pemberitaan 
penyalahgunaan formalin telah terjadi 
beberapa perubahan pola produksi baik pada 
tingkat nelayan maupun tingkat pengolah 
perikanan. Isu formalin telah berakibat secara 
langsung terhadap usaha produsen dan 
pedagang ikan, maka sedikit demi sedikit telah 
banyak merubah cara yang dilakukan dalam 
pengolahan dan penanganan ikan. Nelayan 
tidak lagi memilih formalin untuk mengawetkan 
hasil tangkapan. Pengolah juga sudah tidak 
menggunakan formlain, hal ini dapat 
dibuktikan dari data Jawa Pos tanggal 16 
Januari 2006 tercatat bahwa di Semarang 
diperkirakan hanya tinggal ikan asin 
berformalin dari seluruh ikan asin yang 
beredar di Jawa Tengah saat itu. Produk 
tersebut merupakan sisa produk lama 
sebelum isu formalin merebak. 

Data lain yaitu produsen ikan olahan 
dan terasi cenderung untuk tidak 
menggunakan formalin sebagai bahan 
pengawet. Hal ini dapat diketahui dari 
informasi Suara Merdeka tanggal 1 Nopember 
2005, di Pekalongan, berdasarkan hasil 
pengecekan Laboratorium Perikanan maka 
tidak ditemukan bahan formalin dalam produk 
ikan asin dan pemindangan. Berbarengan 
dengan itu, pemerintah Kota melarang para 
pengusaha ikan asin dan pemindangan ikan di 
wilayah kota itu menggunakan formalin untuk 
mengawetkan hasil produksi mereka. 


Penanggulangan Dampak Pemberitaan 
Formalin 

Berbagai aksi nyata telah dilakukan 
dalam upaya penanggulangan dampak 
pemberitaan formalin yaitu mencoba 
meyakinkan kembali konsumen bahwa makan 
ikan itu aman. Departemen Kelautan dan 
Perikanan sebagai institusi yang terkait 
langsung telah mengeluarkan 6 langkah 
seperti terlihat dalam “Siaran Pers 
Departemen Kelautan dan Perikanan No. 


78/PIPM/X11/2005” tentang Sikap DKP 

terhadap Penggunaan Formalin pada Produk 

Perikanan, diantaranya: 

a. Pertama, Pemerintah secara bertahap 
akan menerapkan sistem sertifikasi bagi 
unit pengolahan ikan skala kecil, 
sebagaimana yang telah diterapkan bagi 
unit pengolahan ikan skala besar. 
Sertifikasi tersebut diberlakukan dalam 
rangka menjamin bahwa praktik 
penanganan dan pengolahan ikan yang 
dilakukan telah memenuhi persyaratan 
yang ditentukan, yaitu sesuai dengan 
konsepsi HACCP (Hazard Analysis Critical 
Control Point): 

b. Kedua, Pemerintah akan menerapkan 
labelisasi terhadap unit pengolahan dan 
produknya, dan seafood outlet (pasar ikan, 
restoran, warung, swalayan dan lain-lain) 
dalam rangka menjamin bahwa produk 
tersebut bebas dari bahan kimia yang 
dilarang digunakan untuk makanan atau 
non food grade Pernyataan dalam label 
dimaksud adalah Bebas Formalin 
(Formalyn Free) atau sejenisnya yang 
substansinya sama. Labelisasi ini akan 
bersinergi dengan Pasar Ikan Higienis 
yang sudah dan sedang dibangun serta 
lembaga sertifikasi lainnya. Program ini 
akan segera dilaksanakan sebagai 
percontohan di wilayah Jakarta Utara, 
bekerjasama dengan Dinas Peternakan, 
Perikanan dan Kelautan Provinsi DKI 
Jakarta, 

c. Ketiga, dalam kaitannya dengan program 
labelisasi, maka telah dikembangkan 
metoda uji formalin (kualitatif) dengan cara 
cepat (rapid test). Hal ini sekaligus 
dimaksudkan untuk membantu masyarakat 
agar dapat mengetahui dengan cepat, 
suatu produk perikanan mengandung 
formalin atau tidak, 

d. Keempat, Pemerintah akan 
mengintensifkan penerapan cool chain 
system (sistem rantai dingin) dalam seluruh 
rantai produksi, distribusi dan pemasaran 
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hasil perikanan. Penerapan sistem ini telah 
terbukti mampu mempertahankan 
kesegaran dan mutu ikan, sehingga 
penggunaan bahan kimia tambahan tidak 
lagi diperlukan. Dalam implementasinya, 
pemerintah akan memperbanyak pabrik es 
di sentra-sentra produksi perikanan, 
menyediakan cool box untuk penyimpanan 


ikan serta sarana-sarana lain yang 
diperlukan: 
e. Kelima, khusus untuk produk-produk 


olahan, DKP akan mengintroduksi 
penggunaan bahan pengawet alternatif 
(food grade) terutama bahan pengawet 
alami, sebagai pengganti bahan pengawet 
buatan. Dalam kaitan itu, riset dan uji coba 
untuk menemukan jenis bahan dan 


konsentrasi yang tepat akan lebih 
digalakkan lagi, 
f. Keenam, simultan dengan langkah- 


langkah di atas, kami juga akan 
mengintensifkan kegiatan sosialisasi 
tentang larangan penggunaan bahan kimia 
berbahaya dalam penanganan dan 
pengolahan ikan, melalui penyebarluasan 
informasi dengan menggunakan leaflet, 
brosur, poster dan lain-lain serta 
pembinaan dan bimbingan secara 
langsung bagi para pengolah hasil 
perikanan. Di samping itu, penegakan 
hukum (law enforcement) akan 
dilaksanakan secara konsisten bagi 
masyarakat yang melanggar peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam hal membatasi penggunaan 
formalin, pemerintah harus mengurangi 
peredaran dan pengawasan yang ketat 
terhadap peredaran formalin. Hal yang telah 
dilakukan yaitu dengan dibentuknya Tim 
pengawasan yang diketuai Menteri Kesehatan 
ini beranggotakan BPOM, Menteri Pertanian, 
Menteri Perdagangan yang akan mengawasi 
impor dan distribusi bahan tersebut. Produk 
kimia tersebut hendaknya tidak didistribusikan 
pada pengusaha kecil yang bergerak di bidang 
makanan dan minuman. Kemudian, tim 


penyelamatan industri terdiri dari Menteri 
Perdagangan, Menteri Koperasi dan UKM, 
dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 
Tim ini akan menata kembali tata niaga dan 
distribusi formalin. 

Departemen Perdagangan (Depdag) 
juga akan menyempurnakan SK Menperindag 
Nomor 254/MPP/Kep/7/2000 tentang Tata 
Niaga Impor dan Peredaran Bahan Berbahaya 
Tertentu. Impor formaldehyde menjadi item 
yang ditataniagakan Depdag sebagai bahan 
berbahaya. Sebelumnya SK ini hanya 
mengatur 351 item yang tergolong bahan 
berbahaya. Direktur Jenderal Perdagangan 
Dalam Negeri Depdag, mengemukakan 
bahwa dengan dimasukkannya 
paraformaldehyde tersebut berarti akan ada 
352 item yang ditataniagakan sebagai bahan 
berbahaya. Selain itu, Depdag juga akan 
mengatur tataniaga penjualan formalin dari 
produsen ke distributor, sehingga tidak akan 
bebas di pasaran. Pembeli formalin, yang 
terdiri dari 37 persen formaldehyde dalam air, 
nantinya harus menunjukan identitas diri dan 
tujuan pembelian saat hendak membeli cairan 
kimia ini. Depdag pun akan mengatur tata 
niaga formalin produksi dalam negeri. Sanksi 
atas pelanggaran penggunaan formalin pada 
bahan makanan pun akan sama, yaitu merujuk 
pada Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen No. 8 Tahun 2000. Depdag juga 
akan mengupayakan cara pengaturan 
distribusi formalin secara terbatas, sehingga 
penggunaannya dapat terkontrol. Selama ini 
realisasi impor formalin di Indonesia 
menunjukkan angka yang sangat kecil 
dibandingkan dengan izin impornya. Dari 24 
ribu ton izin impor formalin untuk tahun 2005 
bagi dua perusahaan produsen importir bahan 
berbahaya, realisasinya hanya sebesar 7,4 
ton, sedangkan dari importir terdaftar 
realisasinya hanya 100 liter dari 6.100 ton 
formalin yang diizinkan. Dengan demikian, 
beredarnya bahan makanan yang 
mengandung formalin, dapat dipastikan 
menggunakan pasokan formalin produksi 
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dalam negeri. Dari 20 perusahaan dengan 
kapasitas produksi 806.400 ton per tahun, 
realisasi produksinya adalah 40 persen atau 
322.560 ton. Dari 322.560 ton formalin yang 
dijual melalui distributor berkisar 3 persen dari 
angka itu, yakni sekitar 10.000 ton per tahun. 
Rata-rata per bulannya sekitar 1.000 ton 
formalin yang dijual lewat distributor. 

Tim penyuluhan diketuai Menkominfo 
akan memberikan penyuluhan kepada 
produsen makanan dan minuman tentang 
alternatif pengawet dan pewarna makanan 
yang aman bagi kesehatan. Selain itu mereka 
diberi pengetahuan tentang tata cara registrasi 
produk makanan. Untuk memperoleh nomor 
registrasi produsen harus menyampaikan 
sampel bahan baku, proses yang dipakai, dan 
kemasan yang dipergunakan untuk diuji. Bila 
bahan tersebut aman maka mereka akan 
mendapat nomor registrasi. 

Dari sisi riset terkait dengan 
penggunaan bahan alternatif pengganti 
formalin harus terus dilakukan. Sejalan 
dengan hal tersebut Komisi B DPRD DKI 
Jakarta, mendesak Dinas Peternakan, 
Perikanan, Kelautan (Dinas P2K) DKI segera 
membuat alternatif bahan pengawet ikan 
segar dan ikan asin. Kemudian, Komisi B 
DPRD DKI Jakarta juga mengusulkan 
penggunaan teknologi mesin pengawet ikan 
segar (cold storage) di sejumlah tempat 
pelelangan ikan (TPI) di Jakarta. Sisitem 
pengawetan juga berlaku untuk produksi ikan 
asin, termasuk kemasannya. Menurut 
Sekretaris Komisi B DPRD DKI, penyediaan 
alternatif teknologi pengawet ikan segar dan 
ikan asin itu sudah sangat mendesak. Jika 
tidak, nelayan akan terus menggunakan 
formalin untuk pengawetan ikan 
tangkapannya. Dampaknya masyarakat 
terkena banyak penyakit sebagai imbas dari 
penggunaan formalin 

Kepala Dinas P2K DKI, Edi Setiarto 
mengatakan bahwa salah satu solusi 
menghilangkan penggunaan formalin pada 
tingkat nelayan adalah dengan cara 
mengoptimalkan kapal fish carrier vessel 


(kapal pengangkut ikan). Caranya, fish carrier 
vessel mendatangi kapal-kapal nelayan lalu 
mengangkut ikannya untuk kemudian dibawa 
ke pelelangan ikan di TPI. Dengan cara seperti 
itu, ikan hasil tangkapan bisa diambil langsung 
dan dilelang, sehingga penggunaan formalin 
oleh nelayan akan berkurang atau dihilangkan 
sama sekali. Hanya saja, diakuinya, pihaknya 
masih membahas pola pengangkutan ikan 
dengan fish carrier tersebut. Termasuk tenaga 
yang mengoperasikan kapal tersebut. 

Penanganan dan pengawetan produk 
perikanan terutama pada tingkat masyarakat 
nelayan juga dapat dilakukan dengan 
menyediakan produk es dengan harga yang 
terjangkau. Misalnya, di DKI Jakarta, 
Gubernur Sutiyoso mengemukakan bahwa 
harga es dari pabrik yang diresmikan di sekitar 
Muara Angke — Jakarta Utara adalah Rp.6.000 
per balok sehingga diharapkan terjangkau 
oleh masyarakat nelayan (Kompas, 19 Januari 
2006). Sebelumnya, harga es bisa mencapaai 
Rp. 14.000 per balok karena diproduksi di luar 
kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke. 
Dengan harga balok es yang dapat ditekan 
menjadi semakin murah, diharapkan nelayan 
mau meninggalkan formalin meskipun 
pengawet tersebut lebih ekonomis. 

Seorang nelayan di Muara Angke, 
Rakhim mengakui bahwa penggunaan 
formalin sudah ditinggalkan bertahun-tahun 
lalu karena sudah tidak lagi menangkap ikan 
hingga berhari-hari. Saat ini ia turun ke laut 
untuk menangkap ikan dalam sehari, 
kemudian bersandar lagi untuk menjual hasil 
tangkapannya. Dalam sehari saya membeli 
200 balok es. Harga balok es yang di beli di 
Muara Angke selama ini Rp. 12.000 per balok. 
Kemarin Rakhim membeli es dari PT AGB 
Tuna dengan harga Rp. 8.500 per baolk dan 
sudah dihancurkan. PT AGB saat ini meminta 
bantuan kepada Sutiyoso untuk 
mengembangkan pabrik es beserta sarana 
pengawetan dan pengolahahn ikan . PT AGB 
menyatakan bersedia membangun kembali 
pabrik serupa di atas lahan 10 hektar dengan 
dilengkapi pula dengan sarana pengolahan air 
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menjadi air bersih. 

Dilain pihak, lewat penelitiannya, 
Hangesti membuktikan bahwa pucung dapat 
dimanfaatkan sebagai pengawet ikan segar. 
Dalam paparan risetnya itu, menjelaskan 
bahwa panggunaan daging biji kluwak dapat 
mengawetkan ikan telah memberikan hasil. 
Kombinasi 2% kluwak dengan 2 % garam telah 
mampu mengawetkan ikan kembung segar 
(Rastrelliger Brachysoma) selama 6 hari, 
tanpa mengubah mutu (Anonimous, 2006). 
Hal ini merupakan terobosan untuk mengatasi 
keadaan sulit diperolehnya dan mahalnya 
harga es batu untuk mempertahankan mutu 
ikan. Juga untuk menghindari penggunaan 
larutan formalin yang berbahaya bagi 
kesehatan manusia. Pengawetan ikan segar 
dengan menggunakan kluwak dan garam 
sudah dilakukan para nelayan di Kecamatan 
Labuan, Propinsi Banten secara turun- 
menurun. 

Proses pengawetan dimulai dengan 
mengupas biji pucung. Kemudian dilakukan 
pencacahan daging biji picung, dan dilanjutkan 
pencampuran cacahan biji pucung itu dengan 
garam. Campuran itulah yang dilumurkan 
pada ikan kembung segar. Ikan kemudian 
dikemas dalam ember plastik tertutup, yang 
setiap hari dibuka selama lima menit, dan 
dilakukan penyimpanan (dalam suhu kamar). 
Ujiannya selanjutnya dilakukan selama tiga 
hari sekali dalam dua minggu. Ternyata ikan 
kembung dapat awet tanpa berubah mutunya. 
Harga 1 kg kluwak di pasar rata-rata Rp. 3.000. 
Sedangkan cacahan daging buah itu seharga 
Rp 10 ribu. Dengan cacahan daging buah 
pucung yang senilai Rp 10 ribu itu bisa 
mengawetkan ikan segar sebanyak 50 kg. Ini 
jauh lebih murah dibandingkan dengan es 
balok yang harganya Rp 25.000 per balok. Biji 
buah pucung ini mengandung asam sianida 
dan tanin. 

Selanjutnya, pengasapan adalah salah 
satu cara pengawetan ikan yang dikenal 
manusia. Namun, pada ikan asap yang proses 
pembuatannya konvensional, hanya diasapi 
dengan bara api, masih mengandung tar dan 


benzopyrene. Kedunya adalah penyebab 
kanker, sedangkan ikan yang diawetkan 
dengan asap cair tidak berbahaya bagi 
kesehatan, juga masih layak dikonsumsi 
hingga sebulan, sama seperti ikan yang 
diasapkan dengan cara konvensional 
(Prasetya, 2006). Meskipun tidak sehebat 
formalin yang bisa mengawetkan makanan 
hingga berhari-hari bahkan berbulan-bulan, 
atau bertahun-tahun, asap cair yang 
terpenting adalah aman bagi kesehatan. 

Asap cair juga dapat memperpanjang 
umur simpan makanan, seperti tahu, daging 
ikan segar, mie, atau bakso. Hasil samping 
berupa arang juga bisa dipakai sebagai bahan 
bakar. Arang lebih menguntungkan dibanding 
kayu bakar karena memberikan kalor 
pembakaran lebih tinggi dan asap sedikit. 
Selain itu, tungku pembakar stainless yang 
dirakitnya tahun 1995, hanya menelan biaya 
sekitar Rp 5 juta. Di pasaran, asap cair 
memang sudah beredar dengan harga per liter 
sekitar Rp 6.000, namun, itu adalah asap cair 
yang bukan untuk mengawetkan makanan, 
melainkan pembeku dan pengawet karet alam. 

Beberapa alternatif pemecahan 
masalah yang dikemukakan diatas merupakan 
pemecahan yang bersifat teknis yaitu 
penjualan formalin yang diperketat, pencarian 
bahan pengawet alternatif hingga sertifikasi 
terhadap produk, Terkait dengan pemecahan 
masalah tersebut, Suparto (2006) 
mengemukakan bahwa solusi serius dari 
formalinisme bukanlah melulu soal teknis, 
tetapi akar persoalan adalah moralitas. Kalau 
soal moral tetap sepereti sekarang ini, segala 
aturan teknis masih bisa “diakali” untuk 
dilanggar. Pelaku tidak memiliki kontrol nurani. 
Pejabat, aparat hukum, maupun elemen 
kekuasaan lain merupakan unsur yang bisa 
ditaklukkan. Lagi-lagi cara illegal menjadi 
andalan. Agar formalinisme ditinggalkan 
penganutnya, maka tak ada pilihan lain kecuali 
membangun moralitas melalui peran fondasi 
agama. Memang ada perdebatan tentang 
hubungan moralitas dan agama. Rachels 
(2003) jelas-jelas membedakan moralitas dan 
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agama. Moralitas itu menyangkut soal akar 
dan kesadaran, bukan iman keagamaan. 
Dalam kasus tertentu, kesadaran keagamaan 
tidak menjamin pemecahan definitif terhadap 
masalah-masalah moral yang dihadapi 
manusia. 

Filsuf moral lainnya, Hazlitt (2003), 
mengemukakan agama dan moralitas seperti 
dua arus yang sering kali berjalan pararel, 
bercampur, terpisah, tampak independen dan 
acap kali sering juga bergantung. Dalam 
kontek saling bergantung ini yang sering 
terjadi adalah “saling menopang” 
Kepercayaan religius menopang moralitas. 
Hal ini semta-mata berangkat dari 
kepercayaan bahwa Tuhan melihat setiap 
tindakan seseorang. Jadi orang beriman takut 
tidak baik. Inilah kekuatan besar dalam 
perilaku etis. Sebagian besar pemuka di negeri 
ini cenderung menganut konsep Hazlitt. Orang 
religius semestinya lebih mempertimbangkan 
moralitas. Atas dasar inilah pemuka agama 
mempunyai peran yang memperbaiki moral 
bangsa. Mereka membangun kekuatan moral 
bukan sekedar lewat caramah agama, tetapi 
juga teladan. 

Kemudian, dari sisi konsumen juga 
dapat diantisipasi penyalahgunaan formalin 
dengan tersedianya tes kit formalin yang 
berwujud kertas indikator yang akan berubah 
warna ketika dicelupkan ke dalam air bilasan 
makanan yang mengandung formalin. Bila, 
bagian kertas berubah ungu, maka makanan 
yang di tes dapat dipastikan diproduksi 
menggunakan formalin. Hal ini telah diuji di 
laboratorium dengan hasil bahwa semakin 
besar kandungan formalin dalam produk 
makanan, perubahan warna setelah 
dicelupkan ke air bilasan akan semakin jelas 
(Kompas, 25 Januari 2006). Pengendalian 
tataniaga formalin (khusus untuk rumah sakit 
dan industri kayu lapis). Tim tersebut berasal 
dari Departemen-Departemen Kesehatan, 
Perindustrian, Perdagangan, Komunikasi dan 
Informasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 
Kementerian Koperasi dan UKM, dan Badan 
Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Tim 


kecil pertama yang menangani masalah 
penanggulangan terhadap pemakaian bahan 
pengawet berbahaya pada makanan dan 
minuman dilakukan Depkes, Depperdag dan 
BPOM. Tim kedua akan melakukan 
penyelamatan terhadap industri yang 
dilakukan Depperin, Depnakertrans, serta 
Depkop dan UKM. Tim ketiga melakukan 
penyuluhan dilakukan Depkominfo, Depkes, 
Depperdag dan BPOM. 

Keseluruhan tim tersebut, akan 
membuat konsep mengenai empat masalah, 
sehingga bisa menjaga kesehatan masyarakat 
dan juga menanggulangi masalah 
pengangguran, yaitu pertama, tindakan 
penyuluhan secara positif kepada msyarakat 
tentang bahan-bahan pengawet berbahaya 
agar produsen, dan importir mengetahui. 
Kedua, pengawasan terhadap produksi, 
distribusi, dan impor akan dilakukan secara 
ketat. Pemerintah akan membentuk satu 
lembaga pengawasan produk makanan dan 
minuman untuk melakukan penataan lebih 
baik dengan melibatkan sejumlah departemen 
dan instansi terkait. Ketiga, masalah hukum, 
yakni membuat peraturan untuk melengkapi 
UU yang sudah ada dengan melarang 
penggunaan bahan pengawet berbahaya. 
Juga akan mengambil tindakan hukum yang 
tegas terhadap pemakai dan penjual yang 
menggunakan produk pengawet berbahaya. 
Keempat, melakukan penyelamatan terhadap 
industri-industri kecil dan menengah yang 
terkena dampak kasus formalin. Untuk 
mencegah penggunaan formalin pada ikan, 
pihaknya menawarkan bahan alternatif yakni 
minatrit. Zat ini dinilai aman sebagai pengawet 
karena tidak mengandung residu dan tidak 
bereaksi dengan senyawa lain yang memicu 
kanker. Penggunaan pengawet ini telah 
mendapat rekomendasi dari badan kesehatan 
dunia di antaranya dari Organisasi Kesehatan 
Dunia (WHO) dan Badan Pangan Dunia 


(FAO). Rencananya, pengawet ini akan 
diedarkan ke sentra industri pengolahan 
perikanan. 
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KESIMPULAN 


Pemberitaan penyalahgunaan formalin 
untuk produk perikanan telah memberikan 
dampak antara lain menurunkan permintaan 
ikan, baik segar maupun olahan, menurunkan 
omzet penjualan dan menurunkan harga ikan. 
Akibatnya, produsen, baik nelayan, pengolah 
bahkan pedagang telah mengalami kerugian 
dan penurunan pendapatan. Sementara itu 
dampak lainnya bertambahnya pengangguran 
akibat PHK dari industri pengolahan ikan. 
Bertambahnya pengetahuan baik produsen 
dan konsumen tentang bahaya penggunaan 
dan mengkonsumsi formalin dalam produk 
makanan termasuk ikan. Telah terjadi 
perubahan pola produksi oleh nelayan dan 
pengolah dari yeng menggunakan formalin 
untuk mengawetkan ikan kembali 
menggunakan es atau garam. Perubahan pola 
konsumi masyarakat dari konsumsi ikan ke 
telur/tempe atau ikan hidup hasil budidaya 
juga terjadi pada beberapa wilayah terutama 
Jawa Barat. 

Agar pemberitaan tersebut tidak 
terulang lagi dan mengembalikan 
kepercayaan masyarakat untuk kembali 
mengkonsumsi ikan dan produk olahannya 
beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain 
pemerintah harus lebih memperketat 
peredaran formalin dan mempercepat 
sertifikasi produk makanan yang bebas 
formalin. Pemerintah memberikan penyuluhan 
yang berkesinambungan baik terhadap 
produsen dan konsumen tentang bahayanya 
mengkonsumsi makanan yang berformalin. 
Hal yang penting juga adalah penegakan 
sanksi pidana harus dilaksanakan dengan 
tegas seperti yang tertera dalam aturan yaitu 
merujuk pada Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen No.8 Tahun 2000. Disamping itu, 
mengupayakan alternatif bahan alami 
pengganti formalin seperti buah picung atau 
pengasapan yang dapat dimanfaatkan 
sebagai pengawet ikan segar. 
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PENGGABUNGAN BUMN SEKTOR PERIKANAN : 
STRATEGI MEWUJUDKAN KINERJA BUMN YANG EFISIEN DAN EFEKTIF 


Oleh: 
Tenny Apriliani, Mira, Agus Heri Purnomo dan Tjahjo Tri Hartono” 


ABSTRACT 


Kajian mengenai penggabungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor perikanan bertujuan 
untuk mengkaji kinerja BUMN perikanan sebelum dan setelah dilakukannya kebijakan penggabungan 
terhadap 4 BUMN Perikanan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan sejak bulan Januari hingga Desember 
tahun 2006. Tahapan penelitian meliputi pendeskripsian masalah dan perumusan pilihan kebijakan- 
kebijakan yang dilakukan secara deskriptif dan penilaian kinerja keuangan dengan menggunakan analisis 
rasio keuangan. Hasil penelitian ini diperoleh informasi mengenai kinerja BUMN perikanan sebelum 
penggabungan dan prediksi kinerja setelah adanya penggabungan. Secara umum, hasil analisis kinerja 
keuangan keempat BUMN sektor perikanan sebelum penggabungan menunjukkan kinerja buruk. Artinya, 
perusahaan kesulitan untuk memenuhi kewajiban/utang-utang jangka pendek maupun jangka panjangnya. 
Kinerja PT Perikanan Nusantara (hasil penggabungan empat BUMN perikanan) pada prinsipnya sangat 
bertumpu pada unit usaha yang sebelumnya diusahakan oleh PT PSB. Unit usaha ini memiliki bisnis utama 
(core bussiness) pada kegiatan penangkapan tuna. Disisi lain perkembangan hasil tangkapan ikan tuna 
yang dilakukan oleh PT. PSB sebagai salah satu satuan unit bisnis PT.Perikanan Nusantara justru 
mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Dua opsi kebijakan yang perlu dipertimbangkan adalah 
Kebijakan Penguatan Status Hukum dan Kebijakan Pre-Restrukturisasi. Kebijakan yang diusulkan ini 
selanjutnya diharapkan menjadi landasan dalam mewujudkan langkah-langkah strategis yaitu: (i) Strategi 
Penajaman Fokus Bisnis; (ii) Strategi Perbaikan Skala Usaha; dan (iii) Strategi Penciptaan Core 
Competencies. 


Kata Kunci : Penggabungan, BUMN Sektor Perikanan, Strategi, Kebijakan 


Abstract: The National State Enterprises of Fisheries Sector Merger : Strategy To Realizing Efficient 
And Effective Government Corporate Performance by Tenny Apriliani, Mira, Agus Heri 
Purnomo and Tjahjo Tri Hartono 


Research on merging of The National State Enterprises of Fisheries Sector aims to analyze the 
performance of government corporate on fisheries before and afterthe merging policy on four governments 
corporate in Indonesia. This research was conducted from January to December 2006. Methodology used 
was the problem description and formulation of policy options and followed by assessment of financial 
performance by financial ratio analysis. The result of the research was information on the performance of 
government corporate before and after the merger. In general, the financial performance of four 
governments corporate of fisheries working before merger was poor. The corporations have difficulties to 
pay short and long term debts. The performance of PT.Perikanan Nusantara (merged corporate of four 
BUMN), basically it was highly converged on business unit of PT.PSB. This unit has core business on tuna's 
capture, which experiencing a constant decreasing on its yield. Two policy options should be considered to 
improve the situation, they are: the law status improvement and pre-restructurization policy. These policies 
were expected to realize the strategic steps; (i) Sharpening the business focus, (ii) Fixing the business scale 
and (iii) Core competencies creation 


Keywords : Merger, National State Enterprises of Fisheries Sector, Strategy, Policy 
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PENDAHULUAN 


Undang-undang Dasar 1945 
mengamanatkan bahwa pelaku ekonomi 
nasional terdiri dari tiga bentuk usaha yaitu 
swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 
dan koperasi. Konstitusi memaklumatkan 
bahwa di Indonesia terdapat perusahaan- 
perusahaan yang dimiliki negara atau BUMN 
disamping usaha swasta dan koperasi. 
Definisi BUMN dalam UU No. 19 tahun 1993 
adalah badan yang seluruh atau sebagian 
besar modalnya dimiliki oleh negara melalui 
penyertaan secara langsung yang berasal dari 
kekayaan negara yang dipisahkan. Terdapat 3 
(tiga) bentuk BUMN yaitu Perusahaan 
Perseroan, Perusahaan Perseroan Terbuka 
dan Perusahaan Umum, ketiga bentuk BUMN 
ini dibedakan berdasarkan kepemilikan modal 
(persentase pemegang saham dan tujuan 
usaha) untuk mengejar keuntungan atau untuk 
kemanfaatan umum atau keduanya. 

Dalam Master Plan BUMN tahun 2002 — 
2006, BUMN di Indonesia dibagi kedalam 37 
kelompok Badan Usaha, kelompok perikanan 
merupakan salah satu kelompok Badan Usaha 
didalam Master Plan BUMN tersebut dengan 
jumlah BUMN sebanyak 4 BUMN. Upaya atau 
langkah-langkah strategis pemerintah 
berdasarkan Master Plan BUMN Tahun 2002 — 
2006 untuk meningkatkan kinerja BUMN di 
sektor perikanan adalah dengan 
menggabungkan BUMN-BUMN sektor 
perikanan yang ada kedalam dua BUMN yang 
bergerak dibidang penangkapan dan 
pengolahan (KepMen BUMN No. KEP/93/M- 
MBU/2002). Langkah strategis tersebut sudah 
mulai dirintis sejak tahun 1998 melalui 
Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 1998 
tentang Pembubaran Perusahaan Umum 
(Perum) Perikanan Maluku, Penggabungan 
Perusahaan Persero (Persero) PT Perikani, 
Perusahaan Perseroan (Persero) Tirta Raya 
Mina dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT 
Perikanan Samodra Besar ke dalam 
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Usaha 
Mina serta penambahan pernyertaan modal 
negara Republik Indonesia ke dalam modal 


saham Perusahaan Persero (Persero) PT 
Usaha Mina. 

Pada awal penggabungan, aktivitas 
usaha maupun administratif perkantoran pada 
beberapa BUMN perikanan berjalan tidak 
normal atau bahkan terhenti. Kondisi ini 
diakibatkan karena adanya bencana alam 
maupun kerusuhan di kantor-kantor cabang 
perusahaan. Nilai hutang yang tinggi, asset 
yang rendah serta minimnya sumber 
pendapatan perusahaan merupakan 
permasalahan yang dihadapi oleh pihak 
direksi PT. Perikanan Nusantara (Persero) 
hasil penggabungan 4 (empat) BUMN 
perikanan. Oleh karena itu perlu dikaji kembali 
apakah penggabungan 4 BUMN perikanan 
merupakan kebijakan yang tepat untuk 
meningkatkan kinerja BUMN perikanan atau 
justru akan memperburuk kinerja. Kajian 
teknis dan finansial dilakukan untuk 
menghasilkan rekomendasi perbaikan 
kebijakan revitalisasi BUMN perikanan untuk 
mencapai kinerja BUMN perikanan yang 
efisien dan efektif. 


METODE 


Lokasi dan Waktu Riset 

Kegiatan riset ini dilakukan pada 
tahun 2006 dengan lokasi penelitian adalah 
Jakarta, Surabaya dan Bali. Kriteria lokasi 
adalah letak kantor pusat (Jakarta) dan kantor 
cabang BUMN hasil penggabungan atau PT 
Perikanan Nusantara (Surabaya dan Bali). 
Pemilihan kantor cabang didasarkan pada unit 
usaha yang secara finansial dan teknis masih 
berlangsung dan berpotensi sebagai unit 
usaha yang mendukung terwujudnya kinerja 
BUMN yang baik. 


Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan adalah 
data primer dan data sekunder. Data primer 
adalah persepsi dan aspirasi tentang arti 
strategis keberadaan BUMN sektor perikanan 
bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
Data primer bersumber dari manajemen 
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BUMN setelah penggabungan (PT Perikanan 
Nusantara) dan para pemangku kepentingan 
BUMN (Menneg BUMN dan Ditjen P2HP 
DKP). 

Data sekunder adalah laporan-laporan 
yang terkait dengan kinerja keuangan BUMN- 
BUMN sektor perikanan sebelum 
penggabungan, prediksi kinerja keuangan 
BUMN sektor perikanan setelah 
penggabungan, faktor lingkungan eksternal 
(iklim investasi dan berusaha serta potensi 
SDI) dan faktor internal (teknis dan status 
hukum). Data sekunder bersumber dari 
laporan-laporan keuangan BUMN-BUMN 
terkait, laporan-laporan riset terdahulu yang 
terkait dengan tujuan dan sasaran riset. 


Metode Pengumpulan dan Analisis Data 
Data primer dikumpulkan melalui 
wawancara tidak terstruktur menggunakan 
panduan pertanyaan dengan pihak 
manajemen PT PN dan pihak-pihak yang 
mewakili instansi pemerintah yang terkait 
dengan pengelolaan BUMN (Menneg BUMN 
dan Departemen Kelautan dan Perikanan). 

Data sekunder dikumpulkan melalui 

penelusuran literatur di perpustakaan- 

perpustakaan institusi riset dan pihak-pihak 
terkait. 

Terkait dengan dampak kebijakan 
revitalisasi BUMN sektor perikanan melalui 
penggabungan empat BUMN menjadi satu 
BUMN maka analisis data pada prinsipnya 
mencakup: 

a. Mendeskripsikan masalah: Dalam tahap ini 
dilakukan: (i) deskripsi masalah yang 
menjadi fokus analisis kebijakan, (ii) 
menampilkan data yang mencerminkan isu 
strategis, (iii) memfokuskan dan 
menggarisbawahi masalah dalam 
konteksnya secara spesifik termasuk 
mendiskusikan sebab dan akibat dari 
masalah tersebut, (iv) membangun 
kerangka pilihan kebijakan atas dasar 
argumen secara komprehensif. 

b. Merumuskan pilihan-pilihan kebijakan: 
Membangun kerangka analisis dan 


evaluasi alternatif kebijakan dalam rangka 
merumuskan alternatif kebijakan. Pilihan 
kebijakan bersandar pada kaidah-kaidah: 
(i) menggarisbawahi, mengevaluasi dan 
membandingkan alternatif-alternatif 
kebijakan: (ii) membangun argumen yang 
meyakinkan terhadap alternatif kebijakan 
yang terbaik, (iii) memfokuskan pada 
sebuah keputusan yang dibuat, (iv) 
menjelaskan strategi yang memudahkan 
implementasi opsi kebijakan: (v) 
membangun kaitan yang jelas dan koheren 
dengan kesimpulan dan rekomendasi. 
Aspek finansial dianalisis melalui 
penilaian kinerja keuangan dengan 
menggunakan analisis rasio keuangan 
(Hernanto, 1998; Sisdjatmiko, 1990, Riyanto, 
1995) meliputi rasio likuiditas (rasio 
lancar/current ratio dan rasio kas/cash ratio) 
dan rasio solvabilitas (Rasio Kewajiban 
Jangka Panjang atas modal/Debt to Eguity 
Ratio). 


a. Likuiditas 


Aktiva Lancar 


e Current Ratio = x 1 kali 


Kewajiban Lancar 


Jika nilai Current Ratio > 1, 
secara umum kondisi likuiditas baik. 


Kas + Surat Berharga 


e Cash Ratio = x 1 kali 


Kewajiban Lancar 


Jika nilai Cash Ratio semakin besar 
menunjukkan kondisi likuiditas semakin baik. 


b. Leverage 


Total Kewajiban 
e Debt to Equity Ratio = 
(DER) 


x 1 kali 
Modal Sendiri 


Jika nilai DER semakin kecil menunjukkan 
semakin baik tingkat keamanan usaha. 


Rasio likuiditas bertujuan untuk 
mengetahui kemampuan perusahaan dalam 
membayar kewajiban-kewajiban jangka 
pendeknya, sedangkan rasio solvalibitas 
digunakan untuk memberikan gambaran 
mengenai kemampuan perusahaan dalam 


100 Penggabungan BUMN.... Yang Efisien Dan Efektif (Tenny A., Mira, Agus H.P., dan Tjahjo H.) 


memenuhi kewajiban jangka panjang. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 


Gambaran Umum BUMN Perikanan 
Sebelum Penggabungan 


Lini Usaha BUMN Sektor Perikanan 
Pada awal berdirinya, empat BUMN di 
sektor perikanan memiliki lini usaha yang 


beragam. Keragaman lini usaha tersebut 
dilatarbelakangi ragam industri di sektor 
perikanan mulai dari hulu ke hilir juga sangat 
beragam. Keragaman lini usaha empat BUMN 
sektor perikanan sebelum digabung 
tergambar pada data yang tersaji pada Tabel 1. 

Diantara keempat BUMN tersebut 
hanya PT. PSB yang melaksanakan aktivitas 
usahanya secara normal. Dari pengamatan di 
dua cabang PT PSB, yaitu di Benoa dan 


Tabel1. Lini Usaha BUMN Sektor Perikanan (Sebelum Penggabungan) di Indonesia, 2002 
Table 1. Major Bussines of National State Enterprises of Fisheries Sector (Before Merger) in 


Indonesia, 2002 
BUMN di Sektor Perikanan/ 
No. National State Enterprises of 
Fisheries Sector 


1. PT. Perikanan Samudera 
Besar 


2. PT. Tirta Raya Mina 


3. PT Perikani 


4. PT. Usaha Mina 


Lini Usaha/ Major Bussines 


a) Perdagangan (Ekspor) Ikan Tuna Segar yang Berasal dari 
Produk Sendiri/ Marketing (Export) Fresh Tuna from Own 
Production 

b) Penjualan Ikan Lokal yang Ekonomis Penting yang Berasal 
dari Produk Sendiri, Berupa Produksi Ikan Tuna Segar./ 
Local Marketing For High Commodities from Own 
Production Such as Fresh Tuna 

c) Penjualan Ikan Lokal Dari Kantor Cabang Benoa Bali/ Fish 
Local Marketing from Branch Office in Benoa Bali 

d) Penjualan Ikan Lokal dari Kantor Cabang Makassar/ Fish 
Local Marketing from Branch Office in Makassar 

a) Perdagangan Ikan di Dalam Negeri/ Domestic Fish 
Marketing 

b) Ekspor Ikan /Fish Export 

c) Produksi dan Penjualan Es Balok/Production and Ice Block 
Marketing 

d) Penjualan Jasa Bengkel, Galangan dan Angkutan/ Marketing 
Workshop Services, Dock Yard and Tranportation 

a) Pembelian Ikan/ Fish Purchasing 

b) Pengolahan Ikan/ Fish Processing 

c) Penjualan Ikan/ Fish Selling 

d) Penjualan Jasa Sarana dan Prasarana / Marketing 
Services For Facilities and Basic Facilities 

e) Kegiatan Usaha Lainnya di Bidang Perikanan/ Others 
Fisheries Bussines 

a) Penangkapan, Budidaya, Pengolahan, Perdagangan Ikan 
dan Hasil Perairan Lainnya/ Capture, Fish Culture, 
Processing, Fih and Other Fishery Commodity Marketing 

b) Galangan Kapal, Jasa Dok, Perbengkelan dan 
Refregerasi Perikanan/ Dock Yard, Docking Services, 
Workshop and Fishery Refrigeration 

c) Industri dan Perdagangan Bahan-Bahan, Alat-Alat 
Perikanan Dalam Arti Seluas-Luasnya/ Industry and 
Marketing Material, Fishery Appliances 

d) Konsultan dan Pembangunan Unit Usaha Perikanan/ 
Consultant and Fisheries Unit Bussines Developer 


Sumber: Revitalisasi Aspek Teknis Usaha-Usaha Perikanan, PK2P-DKP, 2002. 
Source : Revitalization Technical Aspect of Fishery Bussines, PK2P-DKP, 2002 
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Surabaya, tampak jelas kegiatan produksi 
masih berjalan normal diantaranya pada 
kantor cabang Benoa dengan lini usaha 
penangkapan, pengolahan dan pemasaran, 
perdagangan hasil pembelian, jasa 
coldstorage dan processing ikan tuna segar 
dan kantor Surabaya adalah jasa dok, 
bengkel, dan perbaikan kapal sampai ukuran 
150 GT. Oleh karena itu, kedua lokasi ini 
dijadikan sebagai lokasi kegiatan verifikasi 
bagi operasional kantor cabang yang masih 
berjalan normal. Meskipun demikian, 
normalnya kegiatan yang dijalankan di kedua 
cabang tersebut patut diwaspadai 
keberlanjutannya. Sejak didirikan hingga saat 
ini belum pernah dilaksanakan penggantian 
sarana dan prasarana produksi. Dengan 
demikian teknologi yang digunakan kalah 
bersaing dengan teknologi perusahaan 
pesaing yang jauh lebih maju. 

Sementara itu, berdasarkan kajian yang 
dilakukan Departemen Kelautan dan 
Perikanan pada tahun 2002 (PK2P, 2002), 
diketahui bahwa lini usaha yang dijalankan 
oleh PT. Usaha Mina hampir mirip dengan 
yang dilakukan oleh PT. PSB. Kegiatan BUMN 
ini mencakup kegiatan penangkapan, 
pengolahan, perdagangan, jasa cold storage 
dan perbengkelan. Perbedaan dengan PT 
PSB terletak pada pola produksi dalam 
kegiatan penangkapan. Dalam hal ini PT. 
Usaha Mina menerapkan Pola Inti Plasma. 
Berdasarkan pola tersebut, sarana dan 
prasarana yang dimiliki oleh PT.Usaha Mina 
adalah pabrik es, cold storage, unit prosesing, 
dan galangan kapal. Saat ini, usaha yang 
dilakukan oleh PT Usaha Mina yang masih 
aktif adalah di cabang Gorontalo. Kondisi 
memprihatinkan dialami di lokasi Sorong. Di 
kantor cabang tersebut sarana dan prasarana 
sudah tidak dapat difungsikan lagi akibat 
kerusuhan yang terjadi. Sedangkan untuk 
cabang Bacan dan Ambon perlu dilakukan 
perbaikan, 

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh 
PT. Perikani Aertembaga meliputi tujuh unit 
kapal yang difungsikan sebagai kapal 


pengangkut dan penampungan, namun 
kondisinya yang sudah berumur tua 
mengakibatkan secara ekonomis kapal ini 
sudah tidak dapat difungsikan lagi. Pabrik es, 
unit prosesing, cold storage dan perbengkelan 
yang saat ini kondisinya membutuhkan 
perbaikan karena berumur tua. Sarana dan 
prasarana yang dimiliki sesuai dengan lini 
usaha yang dijalankan meliputi pengolahan, 
perdagangan, jasa cold storage dan 
perbengkelan (docking). 

PT. Tirtaraya Mina merupakan 
perusahaan yang bergerak di bidang 
pengolahan dan perdagangan serta jasa cold 
storage dan perbengkelan. Sarana dan 
prasarana yang dimiliki meliputi unit 
pengolahan, cold storage, pabrik es dan 
galangan kapal. Berdasarkan hasil kajian 
(Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 
(P2HP), 2002. Diketahui bahwa kondisi sarana 
dan prasarana yang pada saat ini 
membutuhkan perbaikan adalah di cabang 
Pekalongan. Adapun sarana dan prasarana di 
cabang Tanjung Karimun sebagian tidak dapat 
difungsikan lagi karena kerusakan yang cukup 
berat. Tabel 2 secara rinci menunjukkan 
kepemilikan sarana dan prasana setiap 
cabang serta kondisinya pada tahun 2005. 

Beberapa penyebab terhentinya 
aktivitas administrasi maupun usaha BUMN 
perikanan (Tabel 3) dikarenakan sarana dan 
prasarana operasional usaha telah rusak 
parah atau memerlukan perbaikan. Kegiatan 
usaha sebagian besar terhenti akibatnya 
perusahaan tidak memiliki pendapatan usaha 
sedangkan biaya gaji karyawan harus 
dikeluarkan, hal inilah yang menyebabkan 
menumpuknya utang usaha. Diantara empat 
BUMN yang digabungkan hanya dua unit 
usaha yang masih berjalan normal yaitu PT. 
Perikanan Samodera Besar dan PT. Tirta Raya 
Mina. Kedua unit usaha inilah yang dapat 
dijadikan sebagai awal modal kerja usaha 
BUMN Perikanan pada awal penggabungan. 

Sebagai gambaran, kondisi usaha salah 
satu cabang PT. Perikanan Samodra Besar 
sebelum penggabungan berjalan normal baik 
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Tabel 3. Kondisi Kegiatan Kantor Cabang Pada Awal Penggabungan BUMN Perikanan di 


Indonesia, 2005 


Table 3. Condition Of Branch Office Activities On The Early Stage of Merger of National State 
Enterprises of Fisheries Sector in Indonesia, 2005 


NO KANTOR CABANG/ 
Branch Office 

| UNIT USAHA MINA 

- Cabang Sorong/ 
Sorong Branch 

- Cabang Ambon/ 
Ambon Branch 

- Cabang Bacan/ 
Bacan Branch 

- Cabang Gorontalo/ 
Gorontalo Branch 


ll UNIT TIRTA RAYA MINA 

- Cabang Jakarta/ 
Jakarta Branch 

- Cabang Tegal/ 
Tegal Branch 

- Cabang Pekalongan/ 
Pekalongan Branch 

- Cabang Padang/ 
Padang Branch 


AKTIVITAS ADMINISTRASI/ 
Administration Activity 


Berhenti/ Suspended 
Tidak Normal / Not Normal 
Berhenti / Suspended 


Berhenti / Suspended 


Berjalan Normal/ Normal 
Berjalan Normal / Normal 
Berhenti / Suspended 


Berjalan Normal / Normal 


lil UNIT PERIKANAN SAMUDERA BESAR 


- Cabang Surabaya/ 
Surabaya Branch 

- Cabang Benoa, Bali/ 
Benoa Branch, Bali 

- Cabang Makassar/ 
Makassar Branch 

- Cabang Sabang/ 
Sabang Branch 


IV UNIT AGA/ PERIKANI 
- Cabang Bitung/ 
Bitung Branch 


Berjalan Normal / Normal 
Berjalan Normal / Normal 
Berjalan Normal / Normal 


Berjalan Normal / Normal 


Tidak Normal / Not Normal 


AKTIVITAS USAHA/ 
Bussines Activity 


Berhenti / Suspended 

Tidak Normal/ Not normal 
Berhenti / Suspended 
Dikelola Pemda/ Organized by 
Local Government 

Berhenti / Suspended 
Berjalan Normal 

Berhenti / Suspended 


Tidak Normal / Not Normal 


Berjalan Normal / Normal 
Berjalan Normal / Normal 
Berjalan Normal / Normal 


Berhenti / Suspended 


Tidak Normal / Not normal 


Sumber/ Source: Bussiness Plan, PT Perikanan Nusantara, 2005. 


aktivitas administrasi maupun operasional. 
Sumberdaya manusia yang terampil serta 
kapal penangkap yang masih laik operasional 
merupakan salah satu pendukung masih 
berjalannya kegiatan usaha dengan baik. 
Cabang usaha di Benoa juga dilengkapi 
dengan sarana darat berupa Cold Storage: 
900 ton, Pabrik Es: 20 ton, Ruang Processing, 
dermaga milik sendiri, bengkel dan 
perkantoran. Tersedianya modal kerja untuk 
menjalankan kegiatan usaha serta lokasi yang 


cukup strategis untuk kegiatan penangkapan 
maupun pemasaran ekspor dan lokal juga 
mendukung keberlangsungan kegiatan usaha 
pada cabang Benoa. Masih berjalannya usaha 
pada cabang Benoa diketahui melalui masih 
adanya pembelian ikan hasil kegiatan 
operasional pada berbagai pihak di dalam dan 
di luar negeri (Laporan Keuangan PT. 
Perikanan Samudera Besar (PT. PSB, 2004). 
Gambaran lain pelaksanaan kegiatan 
usaha PT PSB yang masih berjalan normal 
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adalah pada cabang Surabaya. Cabang 
Surabaya merupakan unit usaha yang 
difokuskan untuk kegiatan usaha 
perbengkelan. Cabang usaha Surabaya 
memiliki sarana galangan kapal (dock) dengan 
kemampuan sampai 300 GT. Tenaga yang 
tersedia juga mempunyai ketrampilan untuk 
menangani operasional sarana galangan 
kapal, ketersediaan sarana serta tenaga yang 
terampil merupakan pendukung masih 
berlangsungnya kegiatan usaha di cabang 
Surabaya. 


Kondisi Kesehatan BUMN Sektor 
Perikanan 
Hasil penelusuran literatur dan 


wawancara dengan stakeholder terkait 
(Menneg BUMN, 2006) menunjukkan bahwa 
hingga tahun 2005 (sebelum penggabungan), 
hanya PT PSB yang secara periodik 
menyusun dan melaporkan laporan keuangan 
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. 
Sesuai dengan aspek hukum (Kepmen BUMN 
No. 100/MBU/2002) tentang Penilaian Tingkat 
Kesehatan BUMN, kondisi kesehatan suatu 
BUMN hanya dapat dinilai berdasarkan hasil 
pemeriksaan akuntan terhadap perhitungan 


bersangkutan. Nilai yang diberikan dinyatakan 
dengan kualifikasi "Wajar Tanpa 
Pengecualian" atau kualifikasi "Wajar Dengan 
Pengecualian" dari akuntan publik atau Badan 
Pengawas Keuangan dan Pembangunan. 
Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut 
maka nilai-nilai rasio keuangan yang disajikan 
baru dianggap sebagai suatu asumsi terhadap 
kondisi perusahaan. Masih diperlukan suatu 
due-diligence yang dilakukan oleh akuntan 
publik untuk dapat mengetahui kondisi 
perusahaan yang sebenarnya. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari 
berbagai sumber (BUMN on-line dan Ditjen 
P2HP-DKP, 2006) diketahui kinerja atau 
kondisi kesehatan keuangan BUMN di sektor 
perikanan sebelum penggabungan 
menunjukkan kinerja keuangan BUMN-BUMN 
di sektor perikanan relatif buruk (Tabel 4). 
Artinya, perusahaan kesulitan untuk 
memenuhi kewajiban/utang-utang jangka 
pendek maupun jangka panjangnya. 

Secara detail dapat diuraikan bahwa 
hasil analisis menunjukkan bahwa nilai rasio 
lancar PT Perikanan Samodra Besar (PT.PSB) 
sebesar 2,77. Nilai ini menunjukkan bahwa 
PT.PSB mampu menjamin setiap rupiah utang 


keuangan tahunan perusahaan yang lancarnya dengan harta lancar. Hasil analisis 


Tabel 4. Rasio Likuiditas dan Solvabilitas BUMN Sektor Perikanan Sebelum 


Penggabungan di Indonesia, per Oktober 2005 


Likuiditas and Solvabilitas Ratio of National State Enterprises of Fisheries Sector 
Before Merger in Indonesia, Per Oktober 2005 


Table 4. 


Nilai Rasio Likuiditas/ 
Value of Likuiditas Ratio 


Nilai Rasio Solvabilitas/ 
Value of Solvabilitas Ratio 


Rasio Kewajiban Jangka 


BUMN Sektor Perikanan 
(sebelum Penggabungan)/ 


National State Enterprises of Ha par bea Panjang atas Modal/ 
Fisheries Sector (before M j j 

isheries Sector (before Merger) Current Ratio Cash Ratio Debt to Equity Ratio 
PT. Perikanan Samudera Besar 2,77 0,0821 85,78 
PT.Usaha Mina 0,11 0,00002 726,44 
PT.Tirta Raya Mina 0,37 0,0012 76,52 
PT.Perikani 0,14 0,0023 1.427,87 


Sumber : Kementerian Negara BUMN 2005 (Diolah)/ 

Source : Ministry of Government Corporate 2005 (Processed) 
Keterangan: Belum diaudit oleh KAP/ 

Remark: have not been audited by PAO 
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kinerja keuangan ketiga BUMN perikanan 
lainnya menunjukkan nilai ratio lancar «1 yaitu 
PT. Usaha Mina dengan rasio 0,11, PT. Tirta 
Raya Mina (PT.TRM) dengan nilai ratio 0,37 
dan PT. Perikani dengan nilai ratio 0,14. 

Nilai ratio lancar yang kurang dari 1 
menunjukkan bahwa perusahaan gagal untuk 
membayar utang lancarnya yang sudah jatuh 
tempo dengan harta lancarnya. Umumnya 
angka dua banding satu (2:1) atau harta lancar 
dua kali lipat kewajiban jangka pendeknya 
dianggap cukup aman bagi keuangan 
perusahaan. Berdasarkan hasil analisis 
dengan menggunakan analisis rasio lancar 
terhadap kinerja keuangan diantara keempat 
BUMN sektor perikanan ternyata hanya 1 
(satu) perusahaan yang kinerja keuangannya 
dianggap aman yaitu PT.PSB sedangkan 
ketiga perusahaan lainnya mengalami 
kesulitan untuk membayar utang jangka 
pendeknya. 

Rasio kas menunjukkan uang tunai 
yang ada di tangan (cash on hand), yang ada di 
bank serta surat-surat berharga, baik dalam 
bentuk obligasi, saham dan sebagainya yang 
setiap waktu mudah dicairkan (dijual) menjadi 
uang kas (tunai). Berdasarkan analisis rasio 
kas, nilai rasio masing-masing BUMN sektor 
perikanan adalah PT.PSB 0,0821, PT. Usaha 
Mina 0,00002, PT. TRM 0,0012 dan PT. 
Perikani 0,0023. Diantara keempat BUMN 
Perikanan tersebut PT.PSB memiliki rasio kas 
yang paling tinggi dan PT. Usaha Mina dengan 
nilai terendah. Nilai ini menunjukkan bahwa 
kinerja keuangan berdasarkan rasio kas 
PT.PSB paling baik diantara ketiga BUMN 
sektor perikanan lainnya. 

Rasio kewajiban jangka panjang atas 
modal/Debt to eguity ratio bertujuan untuk 
melihat seberapa besarnya (Yo) utang jangka 
panjang operasi dibandingkan dengan modal 
perusahaan. Nilai rasio untuk keempat 
perusahaan BUMN sektor perikanan cukup 
tinggi atau bahkan sangat tinggi, nilai rasio PT. 
Perikani dan PT. Usaha Mina diatas 100% 
menunjukkan bahwa kondisi utang jangka 


panjang perusahaan yang sangat besar 
dibandingkan modal yang dimiliki perusahaan 
hal ini merupakan keadaan yang perlu segera 
dibenahi. 

Lebih lanjut, PT. TRM merupakan 
perusahaan BUMN perikanan dengan nilai 
DER paling rendah dibandingkan ketiga 
BUMN lainnya yaitu sebesar 76,52%, nilai ini 
menunjukkan bahwa utang jangka panjang 
perusahaan masih bisa dibiayai dari modal 
perusahaan. Begitu pula halnya dengan 
PT.PSB nilai rasio sebesar 85,78% 
menunjukkan bahwa utang jangka panjang 
PT.PSB sebesar 85,78 % modal perusahaan. 
Berdasarkan hasil analisis rasio kewajiban 
jangka panjang atas modal maka kinerja 
keuangan diantara keempat BUMN sektor 
perikanan PT.TRM lah yang dianggap paling 
aman dibandingkan ke tiga perusahaan 
lainnya. 

Buruknya kinerja keuangan secara tidak 
langsung juga mencerminkan beratnya 
permasalahan bagi BUMN-BUMN sektor 
perikanan untuk dapat melaksanakan 
usahanya secara berkelanjutan. 
Pertimbangan terhadap kondisi sarana- 
prasarana dan normalitas kegiatan serta 
dicerminkan oleh buruknya kinerja 
berdasarkan aspek finansial menjadi hal-hal 
yang diantaranya melatarbelakangi 
munculnya kebijakan penggabungan BUMN 
sektor perikanan. 


Prediksi Kondisi 
Penggabungan 


BUMN Setelah 


Kinerja Keuangan BUMN Sektor Perikanan 

Tabel 5 menunjukkan kondisi keuangan 
BUMN sektor Perikanan setelah dilakukan 
penggabungan. Berdasarkan data yang masih 
belum menjalani proses audit dari KAP 
tersebut kinerja keuangan PT PN setelah 
penggabungan adalah sebagai berikut: rasio 
lancar 0,2491, rasio kas 0,0846 , dan rasio 
solvabilitas 53,08% (Bussines Plan PT. 
Perikanan Nusantara, 2005). Nilai rasio 
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Tabel 5. Kondisi Keuangan/Neraca Konsolidasi BUMN Sektor Perikanan Sesudah 
Penggabungan in Indonesia, 2005 (dalam juta rupiah) 


Table 5. Financial Condition/ Balance Consolidation of National State Enterprises of Fisheries 
SectorAfter Merger in Indonesia, 2005 (million rupiah's) 


z PARP PT. Perikanan PT.Usaha PT.Tirta Raya PE Konsolidasi / 
No Uraian/ Description Samudera Besar Mina Mina PT Perikâni Consolidation 
DEBET/ Debited 
I AKTIVA LANCAR/ 
Cash Activa 
~ Kas dan Setara Kas/Cash 12.198 98 57 43 12.397 
~ Piutang/Credit 2.428 589 199 208 3.424 
~ Persediaan/Supply 2.553 5.653 344 733 9.274 
~ Piutang lainnya / Other 2.459 7.236 650 1.040 11.393 
Credit 
Jmlh Aktiva Lancar/ 19.638 13.576 1.250 2.024 36.488 
Total Cash Asset 
Il AKTIVA TETAP/ 
Fixed Activa 
~ Tanah/ Land 69 668 367 3.073 4.177 
~ Gedung & Kontruksi/ 1.474 20.468 2.896 312 25.149 
Building and Construction 
Nilai Buku/Book Value 10.257 10.286 1.991 3.573 26.107 
Ill AKTIVA LAIN-LAIN/ 151 41.982 2.413 190.411 44.736 
Other Activa 
Jumlah Aktiva/ Total Activa 30.046 65.844 5.695 5.787 107.372 
KREDIT/credited 
| PASSIVA LANCAR/ 
Cash Passiva 
Kewajiban Jangka 7.092 126.448 3.337 9.587 146.463 
Pendek/Short Term Debt 
Kewajiban Jangka Panjang/ 248 49.805 5.766 55.818 
Long Term Debt 
Jumlah Hutang/ Debt Total 7.340 176.253 9.103 9.587 202.282 
Il EQUITAS /Equity 22.706 (110.409) (3.408) (3.800) (94.910) 
Jumlah Kewajiban & 30.046 65.844 5.695 5.787 107.372 
Equitas / 
Total Obligation & Equity 


Sumber : Kementerian Negara BUMN 2005 (Diolah) 


Source : Ministry of Government Corporate 2005 (Processed) 


Keterangan: Belum diaudit oleh KAP 
Remark: Have not been audited by KAP 


tersebut menunjukkan bahwa kondisi 
keuangan PT PN setelah penggabungan 
masih mengkhawatirkan. 

Perusahaan kesulitan untuk melunasi 
hutang jangka pendeknya hal ini ditunjukkan 
oleh nilai rasio lancar «1. Nilai persediaan kas 
perusahaan baik dalam bentuk uang tunai, 
surat-surat berharga dalam bentuk obligasi 
maupun saham menunjukkan posisi yang 
kurang aman karena nilainya masih <1, nilai ini 
menunjukkan bahwa persediaan kas 


perusahaan masih belum cukup untuk 
melunasi kewajiban jangka pendeknya. Rasio 
solvabilitas PT PN setelah penggabungan 
menunjukkan nilai yang kurang baik. Nilai rasio 
solvabilitas sebesar 53,08% menunjukkan 
bahwa 53,08% total harta perusahaan didanai 
dari utang jangka panjangnya. 

Belum terauditnya laporan keuangan 
dan kondisi keuangan yang tidak sehat 
berdasarkan laporan keuangan tersebut, 
RUPS Luar Biasa menugaskan anggota 
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Sumber : 


Statistik Perikanan Tangkap Indonesia 2003, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap — DKP, 2005 dalam Balai Besar 


Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 2006 


Source : Statistic of Indonesia Capture Fisheries 2003, Directorate General of Capture Fisheries-Marine and Fisheries 
Ministry, 2005 in Center for Marine and Fisheries Socio-Economic Research, 2006 


Gambar 1. Produksi Ikan Tuna, Cakalang dan Layang di Indonesia ,1996 - 2003 
Figure 1. Production of Tunna, Skipjack and Scads in Indonesia, 1996 - 2003 


Direksi PT. Usaha Mina (Persero) hasil 
penggabungan untuk melaksanakan empat 
langkah, mencakup: (i) menyusun neraca 
penutup dan neraca pembukaan yang telah 
memenuhi standar audit sehingga dapat 
menjadi landasan untuk langkah-langkah 
berikutnya, (ii) menyusun program strategi 
pengembangan perusahaan ke depan yang 
bilamana diperlukan untuk hal tersebut maka 
Direksi dapat menggunakan konsultan dengan 
biaya yang wajar, (iii) mencari mitra 
strategi/investor untuk kerjasama, dan (iv) 
menyelesaikan perubahan Anggaran Dasar 
PT. Usaha Mina (Persero) hasil 
penggabungan. 


Kendala Pengembangan BUMN Sektor 
Perikanan 

Hasil kajian terhadap kinerja keuangan, 
yang diperoleh dari laporan keuangan yang 


belum teraudit, menunjukkan kinerja PT PN 
sangat bertumpu pada unit usaha yang 
sebelumnya diusahakan oleh PT PSB. Unit 
usaha ini memiliki bisnis utama (core 
bussiness) pada kegiatan penangkapan 
terutama tuna. 

Kondisi bisnis utama dari PT PSB ini 
menghadapi kendala, dari tahun ke tahun 
perkembangan hasil tangkapan ikan tuna 
mengalami penurunan. Hasil tangkapan ikan 
tuna per 100 mata pancing yang diperoleh 
pada tahun 2005 menurun hingga 80% 
dibandingkan tahun 1978 seperti yang 
ditampilkan pada Gambar 1. Sebaliknya, 
dalam periode yang relatif sama, data statistik 
menunjukkan bahwa produksi tuna, cakalang 
dan layang secara mengalami kenaikan dari 
tahun 1996 hingga 2003 (BBRSE, 2006). 
Rata-rata kenaikan per tahun adalah sebesar 
6% untuk ikan tuna, 4% untuk ikan cakalang 
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Sumber/Source : PT. Perikanan Samudera Besar , Agustus 2005 


Keterangan : 


Hook Rate = Hasil Tangkapan Ikan Tuna per 100 Mata Pancing (satuan volume = ekor) 


CPUE - Catch Rate Per Unit Effort (satuan volume - Kg) 
Remark: 

Hook Rate = Tunna Capture Per 100 Hooks ( volume = fish) 
CPUE  =Catch Rate Per Unit Effort (volume = Kg) 


Gambar 2. Perkembangan Tangkapan Ikan Tuna Tahun di Indonesia, 1978-2005 
Figure 2. Growth of Tuna's Capture In Indonesia, 1978 - 2005 


dan 8% untuk ikan layang (Gambar 2). 

Tercatat beberapa hal yang 
menyebabkan terjadinya penurunan hasil 
tangkapan yang cukup signifikan, yaitu: (i) 
Adanya kenaikan jumlah armada 
penangkapan baik kapal yang berasal dari 
dalam maupun kapal asing dan (ii) Kapal 
penangkap yang digunakan secara teknis 
umurnya sudah tua serta teknologi yang 
digunakan pun kalah bersaing dengan armada 
kapal milik pesaing yang lebih baru dan 
canggih. 

Secara umum beberapa kendala yang 
dihadapi oleh BUMN sektor perikanan pada 
awal penggabungan untuk menghasilkan 
kinerja yang efektif dan efisien dibedakan 
menjadi kendala teknis dan kendala non teknis 
(ekonomis dan hukum). Kendala teknis yang 
dihadapi meliputi: (1) Tidak berfungsinya 


beberapa aset perusahaan yang 
mengakibatkan aktivitas usaha tidak berjalan 
normal, (2) Meningkatnya jumlah armada 
penangkapan (lokal maupun asing) sehingga 
mengakibatkan iklim kompetisi semakin tinggi; 
dan (3) Teknologi yang digunakan kalah 
bersaing dengan kompetitor yang lebih baru 
dan canggih. Sedangkan kendala non teknis 
terdiri dari menumpuknya hutang jangka 
pendek maupun jangka panjang yang harus 
segera dilunasi oleh manajemen perusahaan 
(kendala ekonomis) serta belum pastinya 
status hukum BUMN perikanan hasil 
penggabungan (kendala hukum). Kendala 
yang bersifat teknis maupun non teknis 
tersebut harus segera ditangani oleh pihak 
manajemen yang baru agar penggabungan 4 
BUMN Perikanan dapat menghasilkan kinerja 
yang efektif dan efisien. 
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Kebijakan dan Langkah Aksi-Strategis 

Revitalisasi BUMN Sektor Perikanan 

Berdasarkan hasil analisis terhadap 
kondisi BUMN sektor perikanan sebelum 
penggabungan (empat BUMN) dan sesudah 
penggabungan (PT Perikanan Nusantara) 
maka dapat dirumuskan beberapa opsi 
kebijakan yang dapat disarankan sebagai 
alternatif dalam upaya revitalisasi BUMN 
sektor perikanan sehingga mampu menjadi 
BUMN komersial yang efisien dan efektif. 

Pada saat ini dapat diasumsikan bahwa 
BUMN sektor perikanan belum dikelola 
dengan baik. Secara sistematis dan sesuai 
dengan arahan tentang reformasi BUMN yang 
muktahir maka diperlukan beberapa opsi 
kebijakan alternatif yang secara krusial dan 
sesegera mungkin diimplementasikan dalam 
rangka upaya meningkatkan kinerja BUMN 
sektor perikanan. Opsi kebijakan yang dapat 
dipertimbangkan untuk diimplementasikan 
yaitu : 

1. Kebijakan Penguatan Status Hukum 
Dalam paparan di bagian sebelumnya 
telah diketahui bahwa hingga kini status 
hukum PT Perikanan Nusantara (PT PN) 
sebagai BUMN sektor perikanan hasil 
penggabungan masih belum tuntas. 
Kepastian status hukum sangat 
diperlukan agar seluruh kegiatan usaha 
PT PN berjalan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundangan yang berlaku. 

2. Kebijakan Pre-Restrukturisasi 
Kebijakan pre-restrukturisasi adalah 
Direksi PT PN (dalam proses hukum) 
melakukan penyusunan neraca penutup 
dan neraca pembukaan yang dihasilkan 
dari proses audit akuntan yang seksama. 
Hal ini diperlukan untuk mendapatkan 
suatu gambaran tentang kondisi 
kesehatan perusahaan yang selanjutnya 
menjadi bahan penyusunan kebijakan 
restrukturisasi. 

3. Kebijakan restrukturisasi 
Sebagai gambaran awal kebijakan 
restrukturisasi yang diperlukan dengan 


berdasar pada prediksi kinerja keuangan 
BUMN sektor perikanan awal 
penggabungan yang telah disusun 
mencakup tiga strategi yaitu: (i) strategi 
penajaman fokus bisnis: (ii) strategi 
perbaikan skala usaha, dan (iii) strategi 
penciptaan Core Competencies. Pada 
prinsipnya, ketiga kebijakan tersebut 
menjadi landasan bagi penyusunan 
langkah-langkah aksi dan strategis yang 
kiranya perlu dilaksanakan sebagai 
berikut : 

(I) Langkah aksi yang dimaksud adalah 
mempertahankan dua unit usaha, yaitu PT 
PSB dan PT TRM. Sesuai dengan master 
plan BUMN 2002 - 2006 yang 
mengharapkan BUMN-BUMN sektor 
perikanan digabung kedalam dua BUMN 
di sektor perikanan tangkap dan 
pengolahan. PT PSB diharapkan di masa 
depan terfokus pada kegiatan perikanan 
tangkap sedangkan PT TRM diharapkan 
terfokus pada kegiatan pengolahan. 
Keberadaan BUMN sektor perikanan 
diperlukan dengan segera karena sangat 
strategis untuk dipertahankan sebagai 
acuan bagi pengembangan perusahaan 
yang berbasis pada sumberdaya alam 
(perikanan) yang profesional dan berkelas 
dunia: 

(ii) Langkah strategis adalah perbaikan 
skala usaha dilakukan melalui pemusatan 
pada lokasi-lokasi atau kantor-kantor 
cabang yang berlokasi di Indonesia bagian 
Timur. Hal ini dikaitkan dengan potensi 
sumberdaya perikanan (SDI), terutama 
ikan target untuk pasar ekspor, yang masih 
berpeluang untuk dimanfaatkan sebagai 
sumber devisa negara. Strategi core 
competencies dimaksudkan sebagai 
langkah-langkah perbaikan teknologi 
penangkapan yang digunakan (oleh PT 
PSB) dan teknologi pengolahan yang 
digunakan (oleh PT TRM). Perbaikan 
teknologi penangkapan diperlukan untuk 
meningkatkan efisiensi usaha 
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penangkapan yang dapat dilihat dari 
peningkatan CPUE. Perbaikan teknologi 
pengolahan diperlukan untuk 
meningkatkan nilai jual produk. Teknologi 
yang menghasilkan produk-produk 
derivatif atau turunan menjadi prioritas 
didalam pemilihan teknologi pengolahan. 


KESIMPULAN DAN SARAN 


Kinerja keuangan BUMN sektor 
perikanan sebelum dan sesudah 
penggabungan sangat memprihatinkan, 
namun demikian, keberadaan BUMN di sektor 
perikanan masih perlu dipertahankan. Hal ini 
berdasarkan pada arti strategis keberadaan 
BUMN yang bergerak di sektor yang berbasis 
pada sumberdaya alam (laut) sebagaimana 
ditekankan dalam agenda reformasi BUMN 
yang dinyatakan oleh Kementerian Negara 
BUMN. 

Dua opsi kebijakan yaitu kebijakan 
penguatan status hukum dan kebijakan pre- 
restrukturisasi diharapkan agar tujuan efisiensi 
dan efektif di BUMN dapat tercapai. Kebijakan 
penguatan status hukum perlu segera 
dilakukan karena hingga tahun 2006 status 
hukum BUMN sektor Perikanan masih belum 
jelas, hal ini menjadi hambatan dalam 
pelaksanaan kegiatan usaha. Kebijakan Pre- 
Restrukturisasi merupakan tindak lanjut yang 
harus segera dilaksanakan oleh direksi yaitu 
berupa penyusunan neraca penutup dan 
neraca pembukaan melalui proses audit 
akuntan, tahapan ini perlu dilakukan untuk 
mendapatkan gambaran kondisi kesehatan 
perusahaan. 


Dua opsi kebijakan yang disarankan 
selanjutnya diharapkan menjadi landasan 
didalam mewujudkan langkah-langkah 
strategis yaitu: (i) penajaman fokus bisnis, (ii) 
perbaikan skala usaha, dan (iii) penciptaan 
Core Competencies. 
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